‘SALINAN

. BUPATI KARANGANYAR
' PROVINST JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
- NOMOR 97 TAHUN 2019
- TENTANG

. KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH,_ '

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR o

Menimbang :a. bahwa ketentuan' : 'inengenai - periodisasi 'penyuéutaﬁ '

- barang milik daerah dan-penghentian konstruksi dalam
* pengerjaan belum diatur dalam- Peraturan Bupati Nomor
80 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah

‘."'Daerah sehingga - perlu menetapkan pedoman terkalt .

kebgakan yang sudah disesuaikan;

~b. bahwa  berdasarkan - pertimbangan sebagalmanai. |

B Mehgingat

dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan .

Peraturan .- Bupati tentang Kebijakan - Akuntansi .
‘PemenntahDaerah oL T T

: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun. 1950 tentang

Pembentukan = Daerah-Daerah  Kabupaten  dalam
ngkungan Prov1ns1 Jawa Tengah; ' ’ :

,2.Undang-Undang ‘Nomor 17 Tahun 2003 tentang h

Keuangan Negara. (Lembara.n Negara Repubhk Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, ’I‘ambahan Lembaran Negara
- Republik Indonesia Nomor 4286);-

'3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

" “Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

" 4,Undang-Undang Nomor 15 ~Tahun = 2004 tentangf' '

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran . Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara o

Republik Indonesia’ Nomor, 4400), :

S Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 - . tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemcrmtah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara - Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

. Negara Republik. Indone31a Nomor 4438);
~ 6.Undang-Undang- Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik .

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 ’I‘ambahan Lembaran



Negara Republik Indonesia Nombr 5587), sebagaimana '

~ telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerin.tahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang

Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang
Perubahan Kedua atas (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6119});

. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23

- Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5340); |
. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

10.

11.

12,

- 13.

Dana Perimbangan (Lembaga Negera Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4575); |

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah
serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4597);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614); ‘ , . o

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

‘Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

14,

Republik Indonesia Nomor 5219);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5272);



15.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 ‘Tahun 2014 | tentang

N Pengelqlaan ~Barang Milik Daerah (lembaran Negara
- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5333);

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

- Pengelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran Negara

17.

18.

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah; :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

‘Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali

19.
20.

- 21.

e o2,

Merietapkén :

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;- : , v ‘ v ‘
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan
Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019
tentang Penyusutan Barang Milik Daerah; '

MEMUTUSKAN : ,

PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH. | |

BAB
KETENTUAN UMUM

Pasal 1 :

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

: 1.
2,

‘Daerah adalah Kabupaten Karanganyar. - |

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan wurusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah otonom.



B

: Bupatl adalah Bupat1 Karanganyar o o

. - Badan Keuangan Daerah yang dxsmgkat BKD adalah’ o
- Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar. =~

Satuan Kerja: Perangkat Daerah yang selan_]utnyav |

, dlsmgkat SKPD adalah Satuan Kexja Perangkat Daerah .

~pada = -Pemerintah  Daerah selaku Pengguna .

Anggaran /Pengguna Barang.

. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang o
-selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan

- tahunan Pemerintahan. Daerah yang dibahas dan

- disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan .

. Perwakilan Rakyat Daerah, dan dltetapkan dengan.
 Peraturan Daerah. .

PR 10‘

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang seIan_]utnya s
- disingkat PPKD adalah Kepala Badan yang mempunyai =
~ tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertmdak

sebagai Bcndahara Umum Daerah.

Pengguna - Anggaran adalah pe_]abat | pemegang‘ o

- kewenangan = penggunaan = . anggaran . untuk .
 melaksanakan - tugas pokok dan fungs1 SKPD yang' R
o d1p1mp1nnya R e

L Pengguna Barang adalah PeJabat pemegang kewenangan
o penggunaan Barang Mlllk Daerah.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerlntahan yang terd1r1‘j
atas 1 (satu) atau lebih entitas akuntansi yang menurut

- ketentuan  peraturan perundang-undangan  wajib
- menyampaikan laporan pertanggung]awaban berupa. R

L laporan keuangan , : ,
~11. Akuntansi adalah proses pencatatan, . pcngukuran, 3
 pengklasifikasian, pengikhtisaran = transaksi, dan
- kejadian keuangan, penglnterpretasmn atas hasxlnya, B
~ serta penyajian laporan. : o
‘Entitas Akuntansi adalah unit pemermtahan Pengguna '
- Anggaran/Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib

| _ menyelengarakan akuntansi dan  menyusun laporan »,
o keuangan untuk dlgabungkan pada entitas pelaporan. -

13,

| .Pemermtah Daerah ‘untuk memenuhi kebutuhan

Standar Akuntan31 Pemermtahan yang selanjutnya S
~disingkat SAP, adalah prmsxp prinsip akuntansi yang

- . diterapkan dalam menyusun. dan menyajlkan laporan»
~ keuangan Pemerintah. ‘

S 14,

Kebijakan Akuntansi Pemenntah Daerah adalah prmSIp, ;

. dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih =~
~oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam -

menyusun dan  menyajikan - laporan  keuangan

e ‘pengguna . laporan  keuangan  dalam  rangka

. 1s

vmemngkatkan kctcrbandmga.n laporan keuangan: o
~terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.”

Sistem Akuntansi ‘Pemerintah Daerah yang. selanjutnya o

- . disingkat. SAPD ‘adalah rangkaian = sistematik dari
o prosedur penyelenggara peralatan dan elemcn lam



16.

untuk mewujudkan fungsi akuntansi ‘sejak analisis

transaksi sarnpa1 dengan pelaporan keuangan di
lingkungan organisasi pemerintahan Daerah.

Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS
adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi

- keuangan yang disusun secara sistematis sebagai

17,

18

(1)
@

(3)

4)

6

pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan
keuangan Pemerintah Daerah.

Bendahara Umum Daerah yang sclanjutnya dlsmgkat
BUD adalah Pejabat yang diberi tugas wuntuk
melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah. ’

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten

. Karanganyar.
. BABID
| KEBIJAKAN AKUNTANS]
Pasal 2

:Kebljakan AkuntahSI Pemermtah Daerah menerapkan'
~ SAP Berbasis Akrual. - ‘

Kebijakan Akuntansi Pei‘nenntah Daerah terdiri atas

 a. kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan, dan
- b. kebijakan Akuntansi akun.

Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan sebagalmana’_.v
dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat penjelasan atas

‘unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai
- panduan dalam penyajian pelaporan keuangan. - '

Kebijakan Akuntansi akun sebagaimana dlmaksud pada

‘ayat (2) huruf b mengatur definisi, pengakuan,

pengukuran, pcnya_]lan, dan pengungkapan transaksi
atau peristiwa sesuai dcngan Pernyataan SAP atas :

‘a. pemilihan = metode = akuntansi ~atas kebijakan

Akuntansi dalam SAP; dan

_ b. pengaturan yang lebih rinci atas kebljakan Akuntansi

. dalam SAP.

Ketentuan mengenaJ Kebljakan Akuntanm Pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum

‘dalam Lampiran yang merupakan bagian yang t1dak
}terplsahkan dari Peraturan Bupat1 ini. - :



(1)

(2)

(3)

00T

BAB III
PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 3

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,
Entitas Pemerintah Daerah sebagai Entitas Pelaporan
wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan
Tahunan yang setidak-tidaknya terdiri dari : '

a. laporan realisasi anggaran Pemerintah Daerah;

b. laporan perubahan saldo anggaran lebih Pemerintah
Daerah;

neraca Pemerintah Daerah, .

laporan operasional Pemerintah Daerah;

laporan arus kas Pemerintah Daerah;

laporan perubahan ekuitas Pemerintah Daerah; dan
catatan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,
SKPD sebagai Entitas Akuntansi wajib menyusun
Laporan Keuangan Tahunan yang setidak-tidaknya
terdiri dari :

laporan realisasi anggaran SKPD;

laporan operasional SKPD;

laporan perubahan ekuitas SKPD;

neraca SKPD; dan

catatan atas laporan keuangan SKPD.

Dalam rangka  pertanggungjawaban  pengelolaan
perbendaharaan Daerah, BUD wajib menyusun Laporan
Keuangan PPKD yang setidak-tidaknya terdiri dari :
laporan realisasi anggaran PPKD;

laporan operasional PPKD;

neraca PPKD;

laporan arus kas ;

laporan perubahan ekuitas PPKD dan

catatan atas laporan keuangan PPKD.

@™o a0

© o op

BAB IV v
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4 |
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Karanganyar Nomor 80 Tahun 2018 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah

Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 80), dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.



~Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat
dlundangkan S ‘ ‘

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Bupati ini - dengan
penempatannya dalam Berlta ~ Daerah Kabupaten
Karanganyar. -

Ditetapkan di Karanganyar
~ pada tanggal 23 Desember 20 19
BUPATI KARAN GANYAR,

ttd |
| ‘JULIYATMONO
Diundangkan di Karanganyar .

pada tanggal 23 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

ttd
|  SUTARNO | |
| BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 97

EKRETARIAT DAERAH
BUPATENAKARANGANYAR

//

NIP.19 0811 199903 1 009



) "A'LAMPIRAN S S
o ,PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
- NOMOR 97 TAHUN 2019
© - TENTANG o

L *-»KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
~ DAERAH

A KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH e |

L KOMPONEN UTAMA KEBIJAKAN AKUNTANSI o AR
Komponen utama Keblj akan Akuntan51 Pemermtah Dacrah terdlrl atas

1 Kerangka Konseptua.l

*ff-;,vj'Memuat pr1n81p Akuntan31 dasar dalam penyusunan dan penya_]lanL o

o filj"".vvlaporan kcuangan serta berfungs1 sebagau acuan dalam hal terdapat o |

S f’vf,_v'masalah Akuntan51 yang belum d1nyatakan ba1k dalam SAP maupun o

B dalarn Kebljakan Akuntan31 terkalt akun laporan keuangan o

o 2 Kebxjakan Akuntan81 pelaporan keuangan

":Tf-»jjf"»Memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan kcuangan vsertaf_-,f R

AR -i_}berfungs1 sebagai panduan dalam proses pelaporan keuangan
R 3 vaebgakan Akuntans1 akun TR .

’“”’-’{;»"'V_Mengatur deﬁn1s1 pengakuan, pengukuran dan pengungkapan

o transaks1 atau pcnstlwa sctlap akun sesua1 dengan SAP atas :

C a pemlhhan metode Akuntan31 atas kebljakan pengakuan dan / atau o

pengukuran di SAP yang membenkan beberapa plhhan metodc

pengukuran yang ada di SAP; dan i ,}
pengaturan hal hal yang belum dlatur SAP

II KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN

A PENDAHULUAN R
| 1 TUJUAN |

b pengaturan yang lcblh nn01 atas kebl_]akan pengakuan dan/atau":."?’_'j_'i : »1 e

a. Tu_]uan Kerangka Konseptual Akuntan31 adalah Sebageu acuan AR

o -. bagl

‘_-1) penyusun Laporan Keuangan dalam menanggulang1 rnasalah: ,. -
| Akuntans1 yang belum chatur dalam chgakan Akuntans.l, L

'2) pemerlksa dalam membenkan pendapat mengcnal apakahz R

laporan keuangan ' d1susun sesua1 dengan Kebljakanf;}}f‘

Akuntans1 dan



' 3) para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan

informasi yang disajtkan pada laporan keuangan yang

~ disusun sesuai dengan Kebijakan Akuntansi. ,
Kerangka konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal
terdapat masalah Akuntansi yang belum dinyatakan dalam -
Kebijakan Akuntansi. | |
Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip Akﬁntansi yang telah
dipilih berdasarkan SAP untuk diterapkan dalam penyusunan
dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Tujuan Kebijakan Akuntansi adalah mengatur penyusunan dan
penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk tujuan
umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan
keuangan terhadap anggaran dan antar periode.
Dalam hal terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan
Kebijakan Akuntansi, maka ketentuan Kebijakan Akuntansi

- diunggulkan relatif ‘terhadap kerangka konseptual ini. Dalam

jangka panjang, konflik demikian diharapkan dapat diselesaikan
sejalan dengan pengembangan Kebijakan Akuntansi di masa

depan.

. RUANG LINGKUP

a'

Kerangka konseptual ini membahas:

1) Tujuan kerangka konseptual;

' 2) Asumsi dasar;

3) Karakteristik kualitatif Iaporan keuangan,

4) Prinsip Akuntansi dan pelaporan keuangan; dan

5) Kendala informasi Akuntansi. |

Kerangka Konseptual ini berlaku bagi pelaporan keuangan setiap
Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Pemerintah Daerah,

yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk

perusahaan daerah.,

. ASUMSI DASAR
- Asumsi dasar dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah

anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu
dibuktikan agar Kebijakan Akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri
atas:



a. Asumsi kerﬁandirian Ehfftas;
- b. Asumsi kesinambungan Entitas; ,
- ¢. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement)
Secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :
a Kemandirian Entitas
Asumsi kemandirian Entitas, yang berarti bahwa unit Pemerintah
; Daerah sebagai Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
dlanggap sebagai unlt yang mandiri dan mempunya1 kewajiban
untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi
| kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan
 Salah satu 1nd1ka31 terpenuhmya asumsi ini adalah adanya
- kewenangan = Entitas untuk menyusun anggaran  dan
melaksanakannya dengan tanggung Jawab penuh. Entltas
vbertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di
luar neraca untuk kepentlngan pelaksanaan tugas pokoknya,
termasuk atas , .
1) kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dlmaksud
2) utang plutang yang terjadi akibat pembuatan keputusan
Entitas; serta -
3) terlaksana atau tidaknya progi'am dan kegiatan yang telah
ditetepkan. }' |
b. Kesmambungan Entitas
Laporan Keuangan Pernermtah Daerah dlsusun dengan asumsi
bahwa Pemermtah Daerah akan berlanjut keberadaannya dan
| udak bermaksud untuk melakukan likuidasi.
c. Keterukuran Dalam Satuan Uang (Monetary Measurement)
| Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajlkan setiap
kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang.
Hal ini diperiukan agar memungkinkan dilakukannya analisis

| dan pengukuran dalam Akuntansi;

B. KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN
Karakteristik ~ kualitatif laporan ‘keuangan adalah ukuran- ukuran
normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi Akuntansi sehingga
"cziepet vmemehuh'i' ’tujuamiya. Keempat karakteristik berikut ini

merupakan prasyarat normatif- yang - diperlukaq .agar Laporan




Keuangan Pemermtah Daerah dapat» memenuhi kl,ialitas yang

‘ d1kehendak1

1 . Relevan:

: 2 Andal

3. Dapat dlbandmgkan

, 47 Dapat dipahami

Dapat diuraikan sebagai berikut :

1.

f Laporan Keuangan Pemermtah Daerah dlkatakan relevan ‘apabila

Relevan

informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhl
keputusan pengguna Laporan ‘Keuangan dengan membantunya
dalam mengevaluasi peristiwa masa ‘Iahi, masa kini, atau masa
depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna
‘Iaporan di masa‘-lalu Dengan demikian, informasi Laporan
Keuangan yang relevan adalah yang dapat dlhubungkan dengan
maksud penggunaannya

Informa31 yang relevan harus: |

~a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value), artinya bahwa

- Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi
yang memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan atau

mengoreksi ekspektasinya di masa lalu;

b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value), artinya bahwa

Laporan Keuangan Pernérintah Dae'rah‘ harus memuat informasi
yang dapat rriembaiitu pengguna laporan_untuk memprediksi

“masa yang akan datang vbérdasarkan hasil masa lalu dan

- keJadlan masa kml,

c Tepat waktu, artinya bahwa Laporan Keuangan Pemermtah
" Daerah harus d1sa31kan tepat waktu sehmgga dapat

berpengaruh dan berguna untuk - pembuatan keputusan'
; . pengguna Laporan Keuangan, dan ’
d Le}}ngkap, artmya bahwa penyajlan ‘Lapofari Keuangan
 Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang selengkap

-mungkin, Yaitu mencakup semua informasi Akuntansi yang

dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pengguna laporan.



Andal : , S .
Informasi dalam Laporan | Keuangan Pcmeriiitah Daerah harus
bebas dari pengertlan yang menyesatkan dan kesalahan matenal
menyapkan setiap kenyataan secara jujur, serta dapat diverifikasi.
Informas1 Akuntansi yang relevan, tetapi jika hakikat atau -
penyajiannya tidak dépat diandalkan maka penggunaan informasi
tersebut secara potenSIal dapat menyesatkan Informasi yang andal
harus memenuhi karaktenstlk |
a. Penyajiannya jujur, artlnya bahwa Laporan KeUangan :
Pemerintah  Daerah  harus memuat informasi yang
menggambarkan dengan jujur transaksi serfa peristiwa lainnyav'ﬁ -
yang seharusnya dlsapkan atau yang secara Wajar dapat |
: diharapkan untuk dlsajlkan, ' '
b. Dapat diverifikasi (verifiability), artinya bahwa - Laporan
' 'Keuangan Pemerintah ljaerah ’ hams‘: memuat informasi yémg
dapat diuji, dan apabila pengujlan d1lakukan lebih dari sekali
oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap rnenunjukkan '
simpulan yang tidak Jauh berbeda;

e Netralitas, artinya bahwa Laporan Keuangan Pemenntah Daerah

harus memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi
kebutuhan umum dan bukan pada kebutuhan pihak tertentu.
Tidak boleh ada usaha untuk menyajlkan informasi yang
menguntungkan plhak tertentu, sementara hal tersebut akan
merugikan pihak lain. ' ‘

. Dapat Dibandingkan ‘ , B

Informasi yang termuat dalém Laporah ,'eruablngan Pemerintah
‘Daerah akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan
‘keuangan periode sebelumnya atau Laporan Keuangan Pemerintah
-Daerah lain pada umumnya.bPerbandingan dapat dilakukan secara
; internal déin ekstemaj. ,

EPe'rbandingan secara internal dapat dilakukan bila Pemerintah
‘Daerah menerapkan kebijakah Akuntansi yang sama dari tahun ke
Etahun. Perbandinganf secara eksternal dapat dilakukan bila
;- Penierintah Daerah yang diperbandingkan meherapkan ‘kebijakan
- Akuntansi yang sama. Apabila" ‘Pemerintah Daerah akan
menerapkan Kebijakan Akuntansi yang lebih baik daripada



Kebljakan Akuntanm yang sekarang d1terapkan Perubahan )
Kebuakan Akuntans1 harus dlungkapkan pada periode terjadlnya

‘ perubahan tersebut o '

4 Dapat Dipahami

:Informas1 yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah harus dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan dan |
o :, dmyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan -
| bétas pemahaman péra pengguna laporan. Untuk itu, pengguna
- }laporan diasumsikan -memiliki pengetahuan yang ‘memadai atas -
K kegiatan dan lmgkungan operasi Pemenntah Daerah, serta ada.nya :
kemauan pengguna laporan untuk mernpelajan informasi yang

o dlmaksud

C. PRINSIP AKUNTANSI DAN PELA?CRAN KEUANGAN |
| Prmsnp Akuntanm dan - pclaporan keuangan dimaksudkan sebagai
‘ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara”
-,{Akuntan& ‘dan pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam
" melakukan keglatannya serta oleh pengguna laporan dalam
Amemahaml laporan keuangan yang dlsajlkan Berikut ini adalah
delapan pnnsup yang dlgunakan dalam Akuntans: dan pelaporan} v
keuangan Pemenntah Daerah: .
. Basis Akuntans1, ‘
. Prinsip nilai histOris;
. Pr1n31p reallsa51,
. Pnn31p substansi fnengungguh formahtas
. Pnn31p periodisitas;
. Prinsip kons1sten51

. Prm51p pengungkapan lengkap, dan |

oofq' O AW N e

. _Prmsxp penyajian wajar

| ~Secara rinci dapat diUraikan sebéigai beri_kut :
1. Basis Akuntansi v :

a. Basis Akuntanm yang dlgunakan dalam Laporan Keuangan
' Pemerintah Daerah adalah basis akrual, untuk pengakuan
pendapatén LO beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. ‘Dalam hal
v'peraturan perundangan mewajlbkan disajikannya laporan

‘ kcuangan dengan basis kas, maka Entitas wajib menya_]lkan

Iaporan dernlklan



b Ba81s akrua.l untuk Laporan Operasmnal berarti bahwa
- pendapatan diakui pada ~saat hak untuk memperoleh
pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di
rekening Kas Umum Daerah atau oleh Entitas Pelaporan dan
beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan
penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas
belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau
Entitas Pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing
dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.

c. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis
kas, maka Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun
berdasarkan basis kas, berarti bahwa Pendapatan—LRA dan
penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di
rekening Kas Umum Daerah atau oleh Entitas Pelaporan.
Belanja, transfer dan pengeluaran perribiayaan diakui pada saat

~kas dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah. Bilamana
.anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual,
» maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.
- d. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan
' ‘ekuitas diakui dan dicatat pada saat térjadinya transaksi, atau
pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada
keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau
, setara kas diterima atau dibayar. |
2 Pnn31p Nilai Historis
" Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai
; wajar dari imbalan (conszderatton) untuk memperoleh Aset tersebut
pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas yang
diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa
yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah.
3. Prinsip Realisasi |

Pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan

melalui anggaran Pemerintah Daerah suatu periode Akuntansi akan

édigunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode
tersebut. Pendapatan atau belanja ‘basis kas diakui setelah
diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi

kas.



4 Pnn31p Substanm Mengungguh Formalitas

Informasi Akuntansi dlmaksudkan ‘untuk menyajikan dengan Jujur

transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka

' harus dicatat dan dlsajlkan sesuai dengan substansi dan realitas

ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila
substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda
dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus dxungkapkan
dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Prinsip Periodisitas

Keglatan Akuntansi dan pelaporan Keuangan Pemermtah Daerah

perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kmerj_a

. Pemerintah Daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang

" dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan

- adalah tahunan.

. Prinsip Konsistensi
Perlakuan Akuntansi yang sama dlterapkan pada keJadlan yang

| serupa dari penode ke periode oleh suatu Entitas Pelaporan (prinsip

. konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak,bolehvt‘erjad‘i

E pei'ubahan dari Satu metode Akuntansi ke metode Akuntansi yang
. lain. . - .
f Metode Akuntan51 yang dlpakal dapat diubah dengan syarat bahwa

~ metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang

lebih baik dibanding ‘metode lama. Pengaruh atas perubahan
penerapan metode ini dlungkapkan dalam Catatan atas Laporan:

Keuangan.

. Prinsip Pengungkapan Lengkap

Laporan Keuangan Pemerlntah Daerah menyajlkan secara lengkap-} .

mforma51 yang - dlbutuhkan oleh pengguna Inforrna31 yang

‘dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat'ditempatkan :

pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan

atas Laporan Keuangan

. Prinsip Penyajian WaJar

‘ o a. Laporan Keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi

Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca,
Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan

Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan; dan



D.

' b. dalam rangka' pcnyajian 'Wajar, faktor pertimbangan sehat
diperlukan bagi penyusun Laporan Keuangan Pemerintah -
Daerah ketika 'menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan
tertentu. Ketidakpastian' seperti  itu  diakui  dengan
mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan
perﬁmbangan sehat dalam vpenyusunavn laporan V»‘ keuangan
Pemerintah Daerah
Pertlmbangan sehat mengandung unsur kehatl-hatlan pada saat
melakukan prakiraan dalam kondisi ketxdakpasuan sehmggav
aset atau pendapatan tidak  dinyatakan terlalu tinggi dan
kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian,

o penggunaan pertimbangan sehat - tidak memperkenankan, -
misalnya, pembentukan éadangan térsembunyi, sengaja

" menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau
sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi,

-sehingga Iaporan keuangan menjadl tidak netral dan tidak andal

KENDALA INFORMASI AKUNTANSI
Kendala informasi Akuntan31 dan laporan keuangan adalah setiap

keadaan yang t;dak‘memungkmkan vterwu;udnya kondisi yang ideal

‘dalam menyajikan informasi Akuntansi dan Laporan Keuangan
:Pemcrintah Daerah yang relevaﬁ dan andal akibat keterbatasan atau
'karena alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal yang menimbulkan kendala

: dalam informasi Akuntansi dan laporan keuangan Pemerlntah Daerah

yaitu:

1. Matcrialitas;

s s

2. Pcr_timbangan biaya dan manfaat; dan
3. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif

Secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Materialitas
Laporan Kéuangan Pemerintah Daerah idcalnya memuat segala
informasi, tétapi hanya diharuskan memuat informasi yang
memenuhi kriteria materialitas. Infomiasi diparidang material
apablla kela,lalan untuk mencantumkan atau kesalahan dalam

mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhl keputusan

pengguna laporan..



2 Pertimbangan Blaya dan Manfaat

'Manfaat yang dlhasﬂkan dari 1nforma31 yang dxmuat dalam Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah seharusnya melebihi dari blaya yang
¢ diperlukan untuk penyusunan laporan tersebut.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tldak semestinya
~ menyajikan informasi yang manfaatnya lebih kecil dibandingkan
- biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya ‘dan

‘manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya

dimaksud juga tidak harus dlplkul oleh pengguna informasi yang '
menikmati manfaat |

: _' 3 Keseimbangan Antar Karakteristik Kualitatif
’Keselmbangan antar karakteristik kualitatif dlperlukan untuk -
mencapai suatu keselmbangan yang tepat di antara berbagai tujuan
: normatif yang diharapkan dipenuhi oleh Laporan Keuangan
* Pemerintah Daerah. Kepentingan relatif antar karakteristik dalam

| berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan.

III KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN ’

- A. PENDAHULUAN |
1. TUJUAN

- a. Tujuan kebijakan Akuntansi ini adalah mengatur penyajian
laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose
financial stdtements) | dalam  rangka meningkatkan |
keterbandingan laporan 'keuahgan’ baik terhadap anggaran, |
antar perlode maupun antar Entitas Akuntansi.

_ b. Untuk mencapai tujuan tersebut kebljakan Akuntansi ini
menetapkan seluruh pertlmbangan dalam rangka penyajlan}
laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan
persyaratan minimum isi laporan keuangan | , | v |

c Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan
keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama
sebagian besar pengguna laporan. Pengakuan, pengukuran, dan
pengungkapan transaksi-transaksi spésiﬁk dan peristiwa-
peristiwa yang lain, diatur dalam Kebijakan Akuntansi yang

khusus.

10



’ 2 RUANG LINGKUP

a Laporan keuangan untuk tu_]uan umum yang disusun dan
dlsajlkan dengan basis akrual.
b. Laporan keuangan untuk tujuan - umum adalah laporan yang
dimaksudkan untuk memenuhl kebutuhan pengguna. Yang
dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif,
lembaga pemerlksa/pengawas, pihak yang membéri atau
" berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta
pémerinta_.h yang lebih ﬁnggi (Pemerintah Pusat, Pemerintah

Provinsi).

S Laporan keuangan mehputx Iaporan keuangan yang disajikan

terpisah atau baglan dari laporan keuangan yang d1sa_11kan

- dalam dokumen publik lainnya sepert1 laporan tahunan.

L d Kebijakan ini berlaku untuk Entitas Pelaporan dan Entitas

- Akuntansi dalam menyusun laporan keuangan

3. BASIS AKUNTANSI

- Bas1s Akuntan31 yang d1gunakan dalam Laporan Keuangan

' Pemerintah Daerah yaltu ba31s akrual. Namun, dalam hal anggaran

~disusun dan dllaksanakan ‘berdasar basis Kkas, maka Laporan B

' Reahsam Anggaran dlsusun berdasarkan ba31s kas.

B. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

1. ‘Tujuan um‘um" “ laporan keuangan adalah ”me'nyajvikan informasi

N mengenai posisi kéuangan,' realisasi anggaran, saldo anggaran

e e

leblh arus kas ‘hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu Entitas
Pelaporan yang bermanfaat bag1 para pengguna dalam membuat_

‘dan mengevaluam keputusan mengenai alokasi sumber daya

o 2. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah

'adalah‘ untuk  menyajikan informasi yang berguna untuk

pengambllan keputusan dan untuk menunjukkan akuntablhtasv
Ent1tas Pelaporan atas sumber daya yang dxpercayakan kepadanya,

dengan menyedlakan informasi mengenai:

g. -p03131 sumber ~daya ekonomi,. kewa_uban, dan ekuitas

. pemenntah v
b. perubahan pOSlSl sumber daya ekonoml, kcwa_]lban dan ekuitas

' pemermtah

~¢. sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;

11



o d. ketaatan reahsa31 terhadap anggarannya o
e. cara Entitas Pelaporan mendanai aktlv1tasnya dan memenuhl

~ kebutuhan kasnya ‘ ‘ ' |

_ f ’ potens1 pemermtah untuk memb1aya1 penyelenggaraan keglatan
o pemerintahan; serta
g. 1nforma31 yang berguna untuk mengevaluam kemampuan

Entitas Pelaporan dalam mendanai aktxv1tasnya ’

3 Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna
mengena1 1nd1kast apakah sumber daya ‘telah dxperoleh dan‘
digunakan: '

a. sesuai dengan anggaran; dan . ‘
b sesual dengan ketentuan, termasuk batas anggaran- ‘yang'v

. ditetapkan oleh DPRD. B

4 Untuk memenuhi  tujuan :umum ini, lapdran keliéngan

- menyediakan inforinasi mengenai Entitas PeIaporan dalam hal :

Asets i . N . .
Kewajiban§
 Ekuitas; :
‘Pendapatan LRA;
Belanja; -
Transfer;
" Pemblayaan, |
Saldo Anggarah Leb1h
Pendapatan-LO,, o
j . Beban; dan
- ~K. “Arus Kas.

5, Inforrhasi dalam Iap'oran “keuangan tersebut relevan  untuk

P‘QQ'T’".@'.@P o

okl
.

memenuh1 tuJuan pelaporan keuangan, namun tidak dapat o

sepenuhnya mem}enuhl tuJuan tersebut. Informasi tambahan,

o térmasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama

o dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih

- komprehen31f mengenal akt1v1tas suatu Entltas Pelaporan selama ‘
satu periode. | | o o

- 6. Pemermtah Daerah menyajlkan informasi tambahan untuk

' membantu para pengguna dalam memperk1rakan kinerja keuangan

| Ent1tas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan “ |

12



evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonbmi. |
Informasi tambahan ini termasuk rincian mengenai output Entitas
dan outcomes dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan :

kinerja keuangan tinjauan program dan laporan lain mengenai

. pencapaian klnerja keuangan Entitas selama periode pelaporan.

C. TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN

1 Tanggung jawab penyusunan dan penyajlan laporan keuangan

berada pada plmplnan Entitas.

2 Tanggung jawab penyusunan dan penyajlan Laporan Keuangan

Pemenntah Daerah berada pada Bupan

‘3 Tanggung jawab penyusunan dan penyajlan laporan keuangan SKPD

- dan SKPKD berada pada kepala SKPD dan SKPKD.

D. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

1.
keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan .

reports) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi

sebagai berikut:
a. _Laporan Realisasi Anggarah;
. b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. Neraca; | '
d. Laporan Operésional;
e. Laporan Arus Kas; |
f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
" g Catatan atas Laporan Keuangan.

Kofhponén-kompdnen Iaporan keuangan tersebut disajikah oleh
setiap Entitas Akuntansi, kecuali Laporan Arus Kas dan Laporan
Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya dlsa_]lkan oleh Entitas

Pelaporan.

E. STRUKTUR DANISI
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

a. Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan keglatan keuangan
 Pemerintah Daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.

b. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan

antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode

13



pélaporan dah ményajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur
sebagai berikut: | |
1) Pendapatan-LRA;

2) Belanja;

3) Transfer; |

4) Surplus/Defisit-LRA;

5) Pembiayaan; dan .

6) Sisa lebih/kurang pemblayaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran dljclaskan Ieblh lanJut dalam
Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat
hal- hal * yang mempengaruhl pelaksanaan anggaran sepert1
“ kebuakan fiskal dan moneter, sebab texjadmya perbedaan yang
material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar yang
merinci lebih lanjut angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

. Ketentuan peraturan  perundang-undangan mengharuskan
Enﬁtas Almntansi/ Entitas :“Pelaporan menyajikan LapOrah
Realisé.si Anggaran dalam dua format yang berbeda, yaitu format
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan format yang diatur
 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Pcratﬁran
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
’Kédu'el Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
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. e.:v” Contoh format Laporan Realisasi Anggaran sebagai berikut :
- 1) LRA SKPD sesuai format Peraturan Pemerintah | ‘

* Nomor 71 Tahun 2010 - tentang Standar Akuntasi |

Pemerintahan. v'

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
» 'LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

Urusan Pemerintahan AR
Bidang Pemerintahan - :
Unit Organisasi

Sub Unit Organisasi -

. e

[No. | ~ URAIAN T " "ANGGARAN | REALISASI | (%) | REALISASI.

URUT R S :"’".?,’f-l"f.il“vf{v | 20x Taox1 || 20%e
4. PENDAPATAN - LRA

4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD}-LRA -

4.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah-LRA

4,1.2 | Pendapatan Retribusi Daerah-LRA -

4.1.3 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan

Lain- Lam PAD Yang Sah LRA

>
e
i

BELANJA -

BELANJA OPERASI

Belanja Pegawai

— e hd
N —

Belanja Barang dan Jasa

a caa a

2 BELANJA MODAL

'5.2.1 | Belanja Modal Tanah

5.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin

5.2.3 [ Belanja Modal Gedung dan Bangunan

5.2.4 | Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan

5.2.5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya -

SURPLUS/ (DEFISIT)

SISA LEBIH PEMBIAYAAN AN GGARAN
(SILPA)

Karanganyar, 31 Desember 20X1

Kepala SKPD

( Nama Kepala SKPD )
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2) LRA SKPD sesua1 format Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 yang terakhir dlubah dengan Peraturan Menteri Dalam .

Negen Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Menteri Dalam Negem Nomor 13 Tahun 2006 tentang 'Pedoman }.

Pengelolaan Keuangan Daerah.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

UNT UK TAHUN YAN G BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

DAERAH

Urusan Pemerintahan

Bidang Pemerintahan

Unit Organisasi T
Sub Unit Organisasi :

5

'REALISASI

NO. , . URAIAN ANGGARAN | REALISASI | (%)
URUT S MR 20X1 20Xx1 S
T PENDAPATAN v » _ v
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah :
1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah
1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan "
1.1.4 Lain- Lain PAD Yang Sah
2 BELANJA
2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.1.1 Belanja Pegawai
2.2 _| BELANJA LANGSUNG-
2.2.1 / Belanja Pegawai .
2.2.2 | Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

223

SURPLUS/ (DEFISIT)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN

ANGGARAN {SILPA)

Karanganyar, 31 Desember 20X1

: Kepala SKPD “

( Nama Kepala SKPD )
“ NIP. Kepala SKPD
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3) LRA SKPKD sesuai Format Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun

2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan.

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

Urusan Pemerintahan :
Bidang Pemerintahan
Unit Organisasi :
Sub Unit Organisasi

NO. . wramN " T TTANGGARAN | REALISASI | (%) | REALISASI
URUT _ e e e o] 2 Coaxt | a0k
4 PENDAPATAN-LRA
42 PENDAPATAN TRANSFER —LRA
421 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LRA
4211 Bagi Hasil Pajak - LRA
4212 Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA - LRA
4243 Dana Alokasi Umum ~LRA
4114 Dana Alokasi Khusus — LRA
422 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya LRA
4221 Dana Otonomi Khusus - LRA
4222 Dana Keistimewaan - LRA
4223 Dana Penyesuaian - LRA
423 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya LRA
4231 Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA
4232 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LRA
424 Bantuan Keuangan - LRA
4244 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi - LRA
4242 Bantuan Keuangan darl Pemerintah Daerah Kabupaten - LRA
4243 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LRA
43 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA
434 Pendapatan Hibah-LRA

432 Dana Darurat - LRA
433 Pendapatan Lainnya - LRA

5 BELANJA

51 BELANJA OPERASI

5§13 Belanja Bunga

5.14 Belanja Subsidi

515 Belanja Hibah

516 Belanja Bantuan Sosial

53 BELANJA TAK TERBUGA

531 Belanja Tak Terduga

6 TRANSFER
6.1 TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN
611 Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah
' 6427 | Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
6.2 TRANSFER BANTUAN KEUANGAN
6.2.1 Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya
6.2.2 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
6.2.3 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
SURPLUS / (DEFISIT)
7 PEMBIAYAAN
14 PENERIMAAN PEMBIAYAAN
744 Penggunaan SILPA
712 Pencairan Dana Cadangan
743 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
714 Pinjaman Dalam Negeri
72 PENGELUARAN PEMBIAYAAN
721 Pembentukan Dana Cadangan
122 Penyertaan Modal finvestasi Pemerintah Daerah
723 Pembiayaan Pokok ngamarrl: Dalam Negeri
aeral
724 Penbedan Pifamen PEMBIAYAAN NETTO

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)

Karanganyar, 31 Desember 20X1
Kepala SKPKD

(Nama Kepala SKPKD )
NIP. Kepala SKPKD
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4) LRA SKPKD sesuai format Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negen Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

»Menten Dalam Negerl Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman v
Pengelolaan Keuangan Daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR '
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Untuk tahun yang berakhir sampal dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

Urtisa.n Pemerintahan
Bidang Pemerintahan
Unit Organisasi

Sub Unit Organisasi S
No. | . WA -] ANGGARAN 20X1 | REALISASI | (%) | REALISASI
URUT | = . . L o ST e R 20x4 ] 20X0
1 PENDAPATAN :
12 DANA PERIMBANGAN
1.21 Bag! Hasil Pajak/ Bagl Hasil Bukan Pajak
122 Dana Alokasi Umum
1.23 Dana Alokasi Khusus
13 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
131 | Pendapatan Hibah
1.3.2 * Dana Darurat
133 Dana Bagl Hasi Pajak Provinsi dan Pemerintah Dagrah Lamya
134 . Dana Penyesuaian dan Otonom; Khusus
135 Bantuan Keuangandari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
2 BELANJA
21 BELANJA TIDAK LANGSUNG
21.2 Belanja Bunga -
213 Belanja Subsidi
214 Belanja Hibah
215 Belanja Banfuan Sosial
216 Belanja Bagi Hasil Kepada ProvinsiKabupaten/Kota dan
218 }._ Belanja Bantuan Kevangann kepada ProvmsrlKabupahenﬁ(ota!Pemeﬂntah
Desa dan Partai Politik : , _
219 Belanja Tidak Terduga
22 BELANJA LANGSUNG
SURPLUS / (DEFISIT)
3 PEMBIAYAAN DAERAH '
31 PENERIMAAN PEMBIAYAAN dAERAH .
314 . Gisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
31.2 : Pencairan Dana Cadangan
313 |- Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
EE 0 QU
32 PENGELUARAN PEMBIAYAAN
321 _ Pembentukan Dana Cadangan
322 ~ Penyertaan Modal /investasi Pemerintah Daerah
323 . Pemblayaan Pokok Utang .
. Dst
PEMBIAYAAN NETTO

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)

' Karanganyar, 31 Desember 20X1
Kepala SKPKD

{ Nama Kepala SKPKD )
NIP. Kepala SKPKD
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S) LRA Pemerintah Daerah sesuai Format Peraturan Pemerintah

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemenntahan

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

ol o URAA T ANGGARAN [ REALISASI | () | REALISAS
4 | PENDAPATAN-LRA ' ! 01| -] 20%0
41 ) PENDAPATAN ASL! DAERAH (PADHLRA
AR Pendapatan Pajek Daerah-LRA
412 . Pendapatan Retribusi Daerah-LRA
413 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang D:pzsahkan
414 Lain-Lain PAD Yang Sah{RA
42 : PENDAPATAN TRANSFER - LRA
421 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LRA
4211 . BaglHasil Pajsk ~ LRA
4212 Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA ~LRA
4213 ¢ . Dana Alokasi Umum-LRA -
4114 Dana Alokasi Khusus - LRA
422 Pendapatan Transfer Pemetintah Pusat Lamnya LRA
4221 Dana Otonomf Khusus ~ LRA
4222 Dana Keistimewaan - LRA -
4223 Dana Penyesuaian—LRA
423 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lalnnya LRA
4231 Pendapatan Bagi Hasil Pajak ~ LRA
4232 - Pendapatan Bagi Hasi! Lainnya - LRA
424 Bantuan Keuangan - LRA
4241 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provingi ~ LRA
4242 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LRA
4243 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LRA
43 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LRA
434 " | Pendapatan Hibah -LRA
432 . | DanaDanrat-LRA
433 Pendapatan Lainnya - LRA
5 BELANJA
51 " | BELANJA OPERASI
511 Belanja Pegawai
§1.2: 1 Belanja Barang danJasa
513 Belanja Bunga
5.14 Belanja Subsidi
515 Belanja Hibah
516 Belanja Bantuan Sosial
52 BELANJA MODAL
5.2 Belanja Modal Tanah
522 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
§23- . | Belanja Moda! Gedung dan Bangunan
524 Belanja Moda! Jalan Irigasi dan Jaringan
528 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
53 BELANJA TAK TERDUGA
5.3.1 Belanja Tak Terduga
6 | TRANSFER
6.1 - | TRANSFER BAGIHASIL PENDAPATAN
6.1.1 Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah
642 | Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
6.2 . | TRANSFER BANTUAN KEUANGAN
621 Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lamnya
6.2.2 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
6.2.3 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
SURPLUS / (DEFISIT)
7 PEMBIAYAAN
74 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN
(AR Penggunaan SILPA
712 Pencairan Dana Cadangan
713 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang D|pzsahkan
744 Pinjaman Dalam Negeri )
72 PENGELUARAN PEMBIAYAAN
721 .| Pembentukan Pana Cadangan
722 .| Penyertaan Modal /lnvestasi Pemerintah Daerah
723 Pembiayaan Pokok Pinjaman Dalam Negeri
7.24 Pemberian Pinjaman Daerah
PEMBIAYAAN NETTO
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)
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6) LRA Pemerintah Daerah sesuai format Peraturan Menteri Dalam Negeri
: Nomor 13 Tahun 2006 yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri
. Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang ’

" Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN KARAN GANYAR i
'LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

NO. - ~ URAAN ‘ _ ANGGARAN | REAUSASI | (%) | REALISASI

URUT - : e o ST ~20K1 | 20x4 S 20X0
1 PENDAPATAN -

1.4 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

114 Pendapatan Pajak Daerah

112 Pendapatan Retribusi Daerah

113 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
114 Lain- Lain PAD Yang Sah
12 DANA PERIMBANGAN

124 Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak
122 Dana Alokasi Umum
1.23 . Dana Alokasi Khusus

13 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

1.3.1. Pendapatan Hibah

132 Dana Darurat

133 Dana Bagt Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
1.34 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

135 Baniuan Keuangandari Provinst dan Pemerintah Daerah Lamnya

2 BELANJA

21 BELANJA TIDAK LANGSUNG

211 Belanja Pegawai

212 Belanja Bunga

21.3 . | Belanja Subsidi

214 | BelanjaHibah

215 Belanja Bantuan Sosial

216 Belanja Bagi Hasil Kepada ProvinsiKabupaten/Kota dan

218 Belanja Bantuan Keuangann kepada Prownsx/l(abupaten/Kota/Pemenntah
Desa dan Partai Politik .
219 Belanja Tidak Terduga

122 BELANJA LANGSUNG

221 Belanja Pegawai

222 Belanja Barang dan Jasa

223 BelanjaModal ’ .

e - : . SURPLUS/{DEFISIT)
3 PEMBIAYAAN DAERAH - C
31 PENERIMAAN PEMBIAYAAN dAERAH

314 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

3.1.2 | Pencairan Dana Cadangan .

313 Hasil Penjuatan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

32 PENGELUARAN PEMBIAYAAN
321 Pembentukan Dana Cadangan
322 Penyestaan Modal investasi Pemeuntah Daersh
323 Pembiayaan Pokok Utang .
Dst

 PEMBAYAAN NETTO

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA}
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2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH _ ,
a Laporan Perubahan Saldo- Anggaran Lebih menyapkan secara
_‘ komparatlf dengan periode sebelumnya pos pos berlkut ‘

-1 Saldo Anggaran Lebih awal o
. 2) Penggunaan Saldo Anggaran Leblh
» 3) S1sa Lebih /Kurang Pemblayaan Anggaran tahun bexjalan,

' - 4) qu_ek31 kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, :
| 5) Lain-lain; B EE o
' -6) Saldo Anggaran Lebih akhir. - |
- b. Pemerintah Daerah menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur- o
- unsur yang térdapat dalain Laporan Pembahah Saldo Anggaran
: Leblh dalam Catatan atas Laporan Keuangan. _ o

v c Contoh format Laporan Perubahan SAL menurut Peraturan ”
‘ Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi |
Pemenntahan adalah sebaga1 benkut

| PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

URAIAN o ' 20X1 ” 20X0
Saldo Anggaran Leb:h Awal :
Penggunaan SAL sebagal Penerlmaan Pemblayaan Tahun
Berjalan :
: Subtotal S

Sisa Leblh/Kurang Pemblayaan Anggaran (S|LPA/S|KPA)

Subtotal |
Koreksl Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya |
l.am Lain . o v
Saldo Anggaran Lebih Akhir
- 3. NERACA

: a Neraca menggambarkan posist keuangan Pemerintah Daerah
+ mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

b. Pemerintah Daerah mengldasiﬁkasikaﬁ asetnya dalam aset lancar

: dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi

L kewajibén jangka pendek dan jangka panja‘ng‘ dalam neraca.

Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang
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merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada
tanggal laporan.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada
Laporan Perubahan Ekuitas |

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)

kas dan setara kas;
investasi jangka pendek
piutang;

persediaan;

investasi Jangka panjang;
aset tetap;

aset lainnya

kewajiban jangka pendek;
. kewajiban jangka panjang;

ekuitas.

Contoh format Neraca sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
adalah sebagai berikut:

NERACA

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

Per 31 Desember 20X1 dan 20X0

URAIAN

20X1

20X0

ASET

ASET LANCAR
Kas di Kas Daerah
Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di BLUD
Kas Lainnya
Setara Kas
Investasi Jangka Pendek
Piutang Pendapatan
Piutang Lainnya
Penyisihan Piutang
Beban Dibayar Dimuka
Persediaan :
JUMLAH ASET LANCAR

INVESTASI JANGKA PANJANG
Investasi Jangka Panjang Non Pemanen
Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya
Investasi datam Obligasi
Investasi dalam Proyek Pembangunan
Dana Bergulir
Deposito Jangka Panjang
Investasi Non Pemmanen Lainnya
Jumizh Investasi Jangka Panjang Non Permanen
Investasi Jangka Panjang Permanen
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Investasi permanen Lainnya
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG
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i URAIAN - I » 201 . 20X0 -
ASET TETAP e L . o :
Tanah o
Peralatan dan Mesin
-- Gedung dan Bangunan - -
- Jatan, Irigasi, dan Jaringan . -
.. Aset Tetap Lainnya -
Konstruksi Dalam Pengerjaan
Akumulasi Penyusutan - -

~ JUMLAH ASET TETAP .

" DANA CADANGAN
Dana Cadangan -~ .

 JUMLAH DANAcADAﬁGAN o

ASEI’ LAINNYA

. TagthanJaagkapanjang T
Kemitraan dengan Pihak Kebga .

C AsetTidak Berwujud . - - .
7] Asetlain-ain -

JUMLAH ASET LAINNYA

- - JUMLAHASET
KEWMIBAN v e
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK - -
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) S
~Utang Bunga o
. Bagian Lancar Utang Jangka Pan;ang
_ Pendapatan Diterima Dimuka :
_"Utang Beban R
Utang Jangka Pendek Lalnnya

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

- G .-"KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
. | UtangDalamNegei . .
- Utang Jangka Panjang Lainnya -

L MLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

JUMLAHKEWAJIBAN R
EKUITAS . o
CEKUITAS

 JUMLAH KEWAJIBAN DANEKUTAS -

4 LAPORAN OPERASIONAL , . .
- a Laporan operasmnal menyajlkan berbaga1 unsur pendapatan—LO :

beban surplus/deﬁsxt dari kegiatan operas1onal surplus/ defisit

dan keglatan non operaswnal surplus/ deﬁsnt sebelum pos 1uar_‘=

b1asa, pos luar b1asa, dan surplus/deﬁs1t-LO yang dlperlukanf‘ s

E untuk penyajian yang wajar secara komparatlf -
b Laporan operas1ona1 dl_;elaskan leblh lanjut dalam Catatan atas

Laporan Keuangan yang memuat hal hal yang berhubungan

dengan aktmtas keuangan selama satu tahun sepert1 kebgakan |

ﬁskal dan moneter, serta daftar—daftar yang mennc1 leblh :j”
lan_]ut angka-angka yang d1anggap perlu untuk dljelaskan .

c Dalam Iaporan operaswnal harus dudentlfika31kan secara JeIaSj_

dan jlka dlanggap perlu dlulang pada setlap halaman laporan:
1nforma81 benkut U R
1) Nama Entltas Pelaporan atau sarana 1dent1ﬁka31 lamnya,
2) Cakupan Entltas Pelaporan, . R

| 3) v_Perlee} yang dlc_akup,
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'4) mata uang peiaporan; dan

5) satuan angka yang digunakan.

d.Laporan operasionél menyajikan pos-pos sebagai berikut:

1} Pendapatan-LO dari keglatan operasmnal

2} Beban dari keglatan operasxonal

3) Surplus/defisit dari keglatan operasional; '

4) Kegiatan Non Operasional;

5) Surplus/defisit sebélum Pos Luar Biasa;

6) Pos luar biasa;

 7) Surplus/defisit-LO.

‘e. Saldo Surplus/Defisit-LO = pada

‘akhir

dlplndahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

periode pelapofan

f Contoh format Laporan Operasional sesuai dengan PP No 71
~ tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah
3 sebagai berikut:

1. Format Laporan Operasional SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampaz Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

Urusan Pemerintahan
Bidang Pemerintahan
Unit Organisasi

Sub Unit Organisasi

NO. . URAIAN 20XI | 20XO0 KENAIKAN/ %
URUT | | {(PENURUNAN)
8 PENDAPATAN - LO -

81 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO
8.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LO
8.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah ~ LO
8.1.3 Pehdapatan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO
8.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah -LO .
19 BEBAN v
9.1 BEBAN OPERASI
9.1.1 Beban Pegawai
9.1.2 . | Beban Persediaan
9.1.2 Beban Jasa
9.1.2 Beban Pemeliharaan
9.1.2 Beban Perjalanan Dinas -
9.1.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi-
9.1.8 Beban Penyisihan Piutang
9.1.9 Beban Lain-lain
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ne N3 o+ T

NoO.

URAIAN

SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR
BIASA

SURPLUS/DEFISIT-LO

20X1 20X0 | KENAIKAN/ %
URUT (PENURUNAN) |
SURPLUS/ DEFISIT-LO
i} KEGIATAN NON OPERASIONAL
. Surplus Penjualan Aset Non Lancar -
8.4.1 LO
8.4.2 Surplus Penyelesauan Kewajlban Jangka
, o Panjang — LO
8.4.3 . Surplus dari Kegiatan Non Operasnonal
: Lainnya~LO
9.3.1: Defisit Penjualan Aset Non Lancar — DO
9.3.2 . | Defisit Penyelesaian Kewa_}lban Jangka
' Panjang - LO
9.3.3 - Defisit dari Keglatan Non Operaswnal
: “‘| Lainnya-LO ‘
SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN
NON OPERASIONAL
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS
' LUAR BIASA
POS LUAR BIASA
8.5.1 Pendapatan Luar Biasa - LO
9.4.1 Beban Luar Biasa '

Karanganyar, 31 Desember 20X1
Kepala SKPD

Nama Képala SKPD
NIP Kepala SKPD
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* 2. Format Laporan 'O‘pe'rasional SKPKD ‘

' PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

'LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

- Urusan Pemerintahan ' :
. Bidang Pemerintahan B

Unit Organisasi L
Sub Unit Organisasi =~ :

URAIAN

20X1 20X0 KENAIKAN/ %

NO.
URUT (PENURUNAN)
8 . . | PENDAPATAN - LO : ‘
8.2 | PENDAPATAN TRANSFER - LO
8.2.1 ! | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO
8.2.2 + | Pendapatan Transfer Pemenntah Pusat -
) | Lainnya - LO :
8.2.3 . | Pendapatan Transfer Pemesintah
. | Daerah Lainnya - LO
8.2.4 ' | Bantuan Keuangan - LO -
8.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG
.+ | SAH-LO
8.3.1 . | Pendapatan Hibah - LO
8.3.2 : | Dana Darurat - LO
8.3.3 ' | Pendapatan Lainnya - LO
9 | BEBAN
9.1 ' | BEBAN OPERASI
9.1.3 . | Beban Bunga
~'{9.1.4 : | Beban Subsidi
9.1.5 | Beban Hibah
9.1.6 | Beban Bantuan Sosial
9.1.9 | Beban Lain-lain
"  SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI
KEGIATAN NON OPERASIONAL
8.4.1 Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO
8.4.2 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka
Panjang - LO
8.4.3 Surplus dari Keglatan Non Operasional
© o~ .| Lainnya - LO
9.3.1 Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO -
9.3.2 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka
- Panjang - LO
'19.3.3 Defisit dari Kegiatan Non Operasmnal
Lamnya LO
- SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON
OPERASIONAL
SURPLUS / DEFISIT SEBELUM POS LUAR
-  BIASA
S POS LUAR BIASA
8.5.1 | Pendapatan Luar Biasa - LO
9.4.1 | Beban Luar Biasa ’

SURPLUS/ DEFISIT DARI POS LUAR BIASA
' SURPLUS/DEFISIT-LO

Karanganyar, 31 Desember 20X1
Jabatan Kepala SKPKD

Nama Kepala SKPKD
NIP Kepala SKPKD
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3. Format Laporan Operasional Pemerintah Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

NO. URUT

URAIAN

-20X1

20X0

KENAIKAN/
(PENURUNAN)

%

KEGIATAN OPERASIONAL

™ 0 Mo o o
Pt ek b b
W =

o oo 0
N N =~
N

o 0 0
-
N

W NN

W W W

« e el o e .
[ I N N L R
. e s s e s s s s s e« s
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KEGIATAN NON
8.4.1
8.4.2

8.4.3

PENDAPATAN - LO

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO
Pendapatan Pajak Daerah - LO
Pendapatan Retribusi Daerah - LO
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan - LO

Lain-lain PAD Yang Sah - LO
PENDAPATAN TRANSFER - LO
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -
LO :
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -
Lainnya - LO :
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah
Lainnya - LO

Bantuan Keuangan - LO

Pendapatan Dana BOS Reguler
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH
YANG SAH - LO

Pendapatan Hibah - LO

Dana Darurat - LO

Pendapatan Lainnya - LO

BEBAN

Beban Pegawai - LO

Beban Persediaan

Beban Jasa

Beban Pemeliharaan

Beban Perjalanan Dinas

Beban Bunga

Beban Subsidi

Beban Hibah

Beban Bantuan Sosial

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Beban Penyisihan Piutang

Beban Lain-lain

Beban Transfer

SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI
OPERASIONAL

Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka
Panjang - LO :
Surplus dari Kegiatan Non Operasional
Lainnya - LO '
Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka
Panjang - LO ,
Defisit dari Kegiatan Non Operasional
Lainnya - LO v
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN
NON OPERASIONAL
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS
LUAR BIASA : '
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- NO. URUT ' - URAIAN 20X1 | 20X0 | KENAIKAN/ | %
: PENURUNAN i
POS LUAR BIASA . ( )
8.5.1 Pendapatan Luar Blasa LO
9.4 1 Beban Luar Biasa .
o ‘ SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR
BIASA
SURPLUS/DEFISIT-LO

5 LAPORAN ARUS KAS

- a. Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber,
penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode
Akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal
pelaporan, N v

b. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan
aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
Dapat diuraikan sebaga1 benkut
1) Aktivitas OperaS1 ,

a) Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator
yang ménunjukkah keinampuan operasi Pémerintah
Daerah dalam menghasilkan kas yang-cukup untuk
memb1aya1 aktivitas operasionalnya di masa yang akan
datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari
luar. v ‘ , , ,

b) Arus masuk kas dari aktiiritas operasi terutama diperoleh
dari antara lain: | B
(1) Penerimaan perpajakan;

(2) Penerimaan retribusi; |
(3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
' (4) Penerimaan transfer; | B
' (5) Penerimaan hibah;
(6) Penerimaan dana darurat;
(7)‘ Penerimaan lam lain/ penenmaan dan pendapatan
- luar biasa. :

c) Arus keluar kas untuk aktivitas op:rasi terutama
digﬁnakan untuk pengeluaran, antara lain:

~ (1) Belanja Pegawai; |
' (2) Belanja Barang dan Jasa;
(3) Belanja Bunga; |
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(4) Belanja Subsidi;
(5) Belanja Hibah;
(6) Belanja Bantuan Sosial;
{7) B}elanja Lain-lain/Tak Terdliga; dan
>(8) - Transfer Keluar.
2) Aktivitas Investasi -

1. Arus kas dari . aktlvxtas investasi mencerminkan
penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka
‘perolehan dan pélepasan sumber daya ekonomi yang
bertujuan untuk memngkatkan - dan mendukung
pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat di
' masa yang akan datang. |

2. Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdm dari:
(1) Penjualan Aset Tetap;
(2) Penjualan Aset Lainnya;
(3) Pencairan Dana Cadangan;
(4) Penerimaan dari DivestaSi;
(S) Penjualan Investasi dal_afn bentuk sekuritas.

3. Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dan :
(1) '-P_erolehan'Aset Tetap; ‘
(2) Perolehan Aset Lainnya;

(3) Pemblentukan _Dana Cadangan;
(4) Penyertaan Modal Pemerintah;
(5) Pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas.
3) Aktivitas Pendanaan
a) Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan
penerimaah dan pengeluaran kas yang “berhubungan
dengan‘ perolehan atau pembeﬁan ~ pinjaman jangka
panjang. | _ ' | |
b) Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain:
. (1) Penerimaan Utang Luar Negeri;
(2) Penerlmaan dan Utang 0b11gas1
(3) Penerimaan Kemball Pinjaman kepada Pemerintah
~ Daerah; ' '
(4) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan

Negara.
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¢) Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain:

(1) Pembayaran Pokok Utang Luar Negeri;

(2) Pembayai-an Pokok Utang Obligasi; | ,

(3) _Pengeluaran Kas untuk - Dipinjamkan kepada
Pemerintah Daerah; | ' |

(4) Pengeluaran Kas untuk = Dipinjamkan | kepada

perusahaan Negara.

4) Aktivitas Transxtons v

a)

b)

Aktivitas transitoris adalah aktivitas - penerimaan dan
pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas
operaéi, investaSi, dan pendanaan; "

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan

penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak

- mempengaruhi pendapatan, beban, dan 'pendanaan

d)

‘pengeluaran PFK  dan pengeluaran transitoris seperti

pemerintah, v

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi
penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti
kiriman wang masuk dan penerimaan kembah uang
persediaan dari bendahara pengeluaran. | '

Arus keluar kas dari aktivitas tranSitoris ~meliputi

kiriman uang keluar dan pemberian uang persediaan

~ kepada bendahara pengeluaran ‘

PFK menggambarkan kas yang berasal dari Jumlah dana

- yang d1potong dari Surat Perintah Membayar atau diterima

~ secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen

~ dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas

antar rekening kas umum negara/daerah.
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: c Format Lé.poran Arus Kas adalah sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0
Metode Langsung

Uraian 20X1 20X

Arus Kas dani Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas

Penerimaan Retribusi Daerah

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dlprsahkan

No
1
2
3 Penerimaan Pajak Daerah
4
5
6

Penerimaan Lain-Lain Pad yang sah

4 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak
8 Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumbe Daya Alam
9 Penerimaan Dana Alokasi Umum
10 Penerimaan Dana Alokasi Khusus
11 Penerimaan Dana Otonomi Khusus
12 Penerimaan Dana Penyesuaian
13 Penerimaan Pendapatan agi Hasil Pajak
14 Penerimaan Bagi Hasil Lainnya
15 Penerimaan Hibah
16 - Penerimaan Dana Darurat -
17 Penerimaan Lainnya
1 Penerimaan dan Pendapatan Luar Blasa
16 Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d 18)
20 | Arus Keluar Kas
21 .- Pembayaran Pegawai
22 - Pembayaran Barang
23 Pembayaran Bunga
24 Pembayaran Subsidi
25 Pembayaran Hibah
26 Pembayaran Bantuan Sosial
27 Pembayaran Tak Terduga -
28 Pembayaran Bagi Hasil Pajak
29 Pembayaran Bagi Hasil Retribusi
30 Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
- 31 Pembayaran Kejadian Luar Biasa
32 Jumiah Arus Keluar Kas {21 s.d 31)
33 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi {19-32)

M Arus Kas dari Aktivitas Investasi

35 Arus Masuk Kas

36 Pencairan Dana Cadangan -
37 Penjualan atas Tansh
38 Penjuslan atas Peralatan dan Mesin
39 Penjuslan alas Gedung dan Bangunan
40 . Penjuslan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan
41 * Penjualan Aset Tetap
42 . Penjualan Aset Lainnya
43 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
44 Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen
45 Jumlah Arus Masuk Kas (36 s.d 44)
46 | Arus Keluar Kas : »
47 - Pembentukan Dana Cadangan
48 Perolehan Tanah
49 Pervlehan Peralalan dan Mesin
- 50 Perolehan Gedung dan Bangunan
51 Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan
52 Perolehan Aset Tetap Lainnya
53 Perolehan Asef Lainnya
54 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
55 - Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen
- 56 Jumlah Arus Keluar Kas (47 s/d 55) B
57 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (45 - 56) -

58 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

59 Arus Masuk Kas

60 Pinjaman Dalam Negeri - Pemenntah Pusat

61 : Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lamnya
62 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank

63 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank

64 Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi

65 Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya :

66 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara -

67 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah




No . Uraian : 20X1 _20X0
68 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya

69 Jumlah Arus Masuk Kas (60 s/d 68)

70 Arus Keluar Kas

71 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat

72 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya
73 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank
74 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank
75 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi

76 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya

77 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara

78 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah

79 Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya

80 Jumlah Arus Keluar Kas (71 s/d 79)

81 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (69 - 80)
82 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

83 Arus Masuk Kas

84 Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK

85 Jumlah Arus Masuk Kas {84)

86 | Arus Ke!uar Kas

87 Pengeluaran Perhitungan Fitak Ketiga (PFK

88 Jumlah Arus Keluar Kas (87)

89 Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris (84 - 87)
90 Kenaikan/Penurunan Kas (33+57+81+89)

91 Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran

92 Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran {30+91)

a3 Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan

94 Saldo Akhir Kas

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

. a.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos:

1) Ekuitas awal;

2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;

3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi
ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif
yang disebabkan oleh perubahan Kebl_]akan Akuntansi dan
koreksi kesalahan mendasar, m1salnya :

‘a) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi
pada periode-periode sebelumnya;

- b) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

4) Ekultas akhir.,

b Format Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai berikut :
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
v LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun Yang Berakhir SAMPAI Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

NO URAIAN 20X1 20X0

1 | EKUITAS AWAL

2 | SURPLUS/DEFISIT LO

3 | DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN

" | KEBIJAKAN /KESALAHAN MENDASAR

4 KOREKSI NILAI PERSEDIAAN

5 SELISIH REVALUASI ASET TETAP

6 LAIN-LAIN

7 . | EKUITAS AKHIR
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7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

~a. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memaham1 dan

' membandmgkannya dengan laporan keuangan Entitas lainnya, |

Catatan atas Laporan Keuangan dxsajlkan dengan susunan

sebagai ber1kut

1) Informas1 Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas
Akuntan31, v

2) Kebijakan ﬁskal/ keuangan dan ekonom1 makro;

3) Ikhtisar pencapman target keuangan berikut hambatan dan
kendalanya; _

4) Kebijakan Akuntansi yang penting:
‘a) Entitas Akuntansi/pelaporan; | : |

b) Basis Akuntansi yang mendasari 'penyusunan laporan

| keuangan, | | o | | -

c) Basis pengukuran yang dlgunakan dalam penyusunan
laporan keuangan; | '

d) Kesesuaian _kebljakan-Kebijakan, Akuntansi yang

- diterapkan dengan ketentuan-ketentuan : Pernyataa_ri
| Standar Akuntansi Pemerintahan oleh suatu Enﬁtas
Akuntansi/pelaporan; dan | -
e) Setiap Kebgakan ‘Akuntansi tertentu yang d1perlukan
untuk memahami laporan keuangan.
S) Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan: »
a) Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan
- Keuangan; dan N . .

b) Péngungkapan‘ inforfriasi- yang diharuskan oleh
Kebijakan Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan
dalam lembar muka Laporan Keuangan.

6) Informasi tambahan lainnya yang diperlukan seperti
gambaran umum daerah.
7) Informasi lainnya yang dlperlukan untuk penyajian yang

wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan

keuangan.

b. Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. "

Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan

Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional,
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Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus
" mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam
Catatan atas Laporan Keuangan. | : ’ |
Di dalam ‘bagian penjelasan akan Kebuakan Akuntan31,
dijelaskan hal-hal berikut ini:
1) Dasar pengakuan dan pengukuran yang dlgunakan dalam
penyusunan laporan keuangan, :
2) Kebl_]akan Kebljakan Akuntan31 yang berkaitan dengan
* ketentuan-ketentuan masa transisi _ Standar Akuntansi
Pemerintahan dxterapkan oleh suatu Entitas Pelaporén; dan
3) Setiap Kebijakan Akuntansi tertentu yang diperlukan untuk
memahami lapbrah keuangan. , o
. Dalam menentukan apakah suatu Kebuakan Akuntansi perlu
diungkapkan, manajemen harus mempcrtlmbangkan apakah
pengungkapan tersebut dapat membantu pengguna untuk
memahami setiap transaksx yang tercermm dalam laporan
keuangan. ’ g
Kebijakan- Kebuakan Akuntans1 yang perlu dlpertlmbangkan f
untuk disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan
meliputi, tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagau benkut
1} Pengakuan pendapatan-LRA
2) Pengakuan pendapatan-LO,
. 3) Pcngakuah belanja; |
4) Pengakuan beban;
5) Pnnsxp pnnSIp penyusunan laporan konsohda31an,
6) Investas1, | | |
7) Pengakuan dan penghentlan/penghapusan aset berwujud -
dan tidak berwujud; ’
8) Kontrak-kontrak konstrﬁksi;
9) Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;v
10) Kemitraan dengan ﬁhak ketiga;
- 11) Blaya penelltxan dan pengembangan
; 12) Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai
. sendiri; S h
13) Dana cadangan, dan

14) Penjabaran mata uang asmg dan 11ndung nilai.
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f. Format Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai bén’kut: :

1) Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
SKPD .....

Bab 1

Pendahuluan
1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD

1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

SKPD

Bab II

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD

2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan

2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target
yang telah ditetapkan . '

Bab III

Kebijakan Akuntansi

3.1 Entitas Almntan51/Ent1tas Akuntansi/pelaporan
keuangan daerah SKPD

3.2 Basis Akuntansi yang mendasan penyusunan Iaporan
keuangan SKPD :

3.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan
keuangan SKPD ,

3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan
ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD

3.5 Kebijakan Akuntansi tertentu

Bab IV

Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD
4,1 LRA
4.1.1 Pendapatan_LRA
4.1.2 Belanja
4,2 Laporan Operasional
4.2.1 - Pendapatan -LO
4.2.2 Beban
4.2.3 Kegiatan Non Operasmnal
4.2.4  Pos Luar Biasa

4.3 Laporan Perubahan Ekuitas

4.3.1  Perubahan Ekuitas
4.4 Neraca '

4.4.1 Asect

5.4.2  Kewajiban

5.4.3 Ekuitas

Bab V

Penjelasan atas 1nforma31-1nfonna31 non keuangan SKPD

Bab VI

Penutup
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2) Catatan atasﬂLap'oran Kcuéngan SKPKD

' PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN SKPKD

Bab 1 Pendahuluan
L1 Maksud dan tuJuan penyusunan laporan keuangan
. SKPKD .. :
1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
. . SKPKD
1.3 Sistematika penuhsan catatan atas laporan keuangan
SKPKD : :
BabIl | Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapalan target
- | kinerja APBD SKPKD =
2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regmnal
22 Kebijakan keuangan
: 2.3 Indikator pencapaian target kmexja APBD
Bab Ill | Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPKD
‘ 3.1 Ikhtisar realisasi . pencapalan target kmexja keuangan
SKPKD - -.
3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapala.n
. ‘ target yang telah dltetapkan :
Bab IV | Kebijakan Akuntansi , ,
4.1 Entitas Akuntansi/Entitas " Akuntansi/pelaporan
-, keuangan daerah SKPKD '
4.2 Basis Akuntansi yang mendasan pcnyusunan laporan
keuangan SKPKD
4.3 Basis pengukuran yang mendasan penyusunan laporan
keuangan SKPKD ’
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan
- ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPKD
4.5  Kebijakan Akuntansi tertentu .
BabV | Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPKD
- | 5. 1 LRA B
5.1.1 Pendapatan LRA '
5.1.2 Belanja
. 5.13 Pembiayaan
5.2 Laporan Operasional :
5.2.1 Pendapatan-LO -
5.2.2 Beban - o
5.2.3 Kegiatan Non Operasmnal
o 5.2.4 Pos Luar Biasa
5.3 Laporan Perubahan Ekuitas -
5.3.1 Perubahan Ekuitas
54  Neraca ' S
. 541 . Aset
5.4.2 Kewajiban
5.4.3 Ekuitas
5.5 = Laporan Arus Kas
: 5.5.1 Arus Kas dari Operasn
5.5.2 Arus Kas dari Investasi Aset Non Keuangan .
5.5.3  Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
, 5.5.4  Arus Kas dari AKtivitas Transitoris
Bab VI | Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPKD -
Bab VII | Penutup ’ ' :
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3) Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Babl Pendahuluan ,
1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan
keuangan
1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
1.3  Sistematika penulisan catatan atas laporan
‘ keuangan
Bab Il Ekonomi makro, kebljakan keuangan dan pencapaian
target kinerja APBD
2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
2.2 Kebijakan keuangan
' 2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD
Bab 111 Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan
3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target Kinerja
keuangan
3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam
pencapaian target yang telah ditetapkan
Bab IV | Kebijakan Akuntansi
4.1 Entitas Pelaporan
4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan
laporan keuangan
4.3 Basis pengukuran yang mendasan penyusunan
- laporan keuangan
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntanm berkaitan dcngan
ketentuan yang ada dalam SAP
4.5 Kebijakan Akuntansi tertentu
Bab V | Penjelasan pos-pos laporan keuangan
5.1 LRA |
5.1.1 Pendapatan-LRA
5.1.2 Belanja
S5.1.3  Pembiayaan
5.2 Laporan Perubahan SAL
5.2.1 Perubahan SAL
5.3 Laporan Operasional -
5.3.1 Pendapatan-L.O
5.3.2 Beban
- 8.3.2 Kegiatan Non Operasional
5.3.4 Pos Luar Biasa
5.4 Laporan Perubahan Ekuitas -
5.4.1 Perubahan Ekuitas
5.5 Neraca »
5.5.1 Aset
5.5.2 Kewajiban
5.5.3 Ekuitas
5.6 Laporan Arus Kas
5.6.1 Arus Kas dari Operasi
5.6.2 Arus Kas dari Investasi Aset Non
Keuangan
5.6.3 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
5.6.4 Arus Kas dari AKtivitas Transitoris
Bab VI | Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan
Bab VII | Penutup
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IV KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN
l Kebijakan Akuntansi ini menjelaskan hal-hal terkalt dengan“
~definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan
: akun-akun yang ada pada lembaran muka Laporan Keuangan. |

2. Kebijakan Akuntansi yang disusun oleh Pemerintah Daerah terkait

~ dengan implementasi Akuntansi berbasis akrual didasarkan pada
. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
- Akuntansi Pemerintahan. Jika terdapat hal-hal yang belum diatur
" di dalam Kebijakan Akuntansi ini, maka Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintahan (PSAP) akan menjadi rujukan perlakuan
: Akuntansi (accountancy treatment) atas transaksi ylang terjadi.
3. Sistematika penyajian dalam chljakan Akuntan81 ini dapat .
" diuraikan sebagai berikut : | |

| Kebijjakan Akuntansi Aset;

Kebijakan Akuntansi Kewajiban;

Kebijakan Akuntansi Ekuitas; .

Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA;

Kébijakan Akuntansi Belanja;

Kebijakan Akuntansi Transfer; |

Kebijakan Akuntansi Pembiayaan;

Kebijakan Akuntansi Pendapatan LO ;

Kebijakan Akuntansi Beban,

Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebljakan

Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang

Txdak Dilanjutkan. ' '

@ ot a0 g op

e
.

G s
.

V. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET

A UMUM
' 1 Tuyjuan

Tujuan Kebuakan Akuntans1 aset adalah untuk mengatur -
perlakuan Akuntansi untuk aset dan pengungkapan ‘1nformas1 |
. pénting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.
2 Ruang Lingkup - v
'~ Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset dalam
laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan
 disajikan déngan basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, |
kewajiban, dan ekuitas. Kebijakan ini diterapkan untuk Entitas
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»Akuhtansi/ Entitas Pelaporan‘ Pemerintah | Daerah, tidak
termasuk perusahaan daerah. - | '
. 3 Definisi B
: Definisi Aset berdasarkan klasifikasinya :
‘a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau
dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa
lalu dan dari mana manfaat ekonomi dém/atau sosial di
masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Perherintah
Daerah, serta dapat dxukur dalam satuan uang, termasuk
sumber daya nonkeuangan yang dlperlukan untuk
penyedlaan ‘jasa bagi masyarakat umum dan sumber-
sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan
budaya _ ‘
b. Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk
dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual
dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan
c. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka
pendek, piutang, dan persedlaan v
d. Aset non lancar adalah aset yang' tidak dapat dimasukkan
dalam kriteria aset lancar yang menéakup aset Yang bersifat
jangka panjang dan Aset Tidak Berwujud, yang digunakan
secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan
pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. ’
e. Aset non lancar meliputi investasi Jangka panjang, aset

tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

- 'B.-ASET LANCAR
| 1.Kas dan Setara Kas
a. Definisi Kas dan Setara Kas
1) Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo
simpanan di bank yang setiap saat vdapat digunakan
untuvkv mémbiayai “kegiatan Pemerintah Daerah atau
investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap
dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan
nilai yang signifikan. |
2) Kas adalah uang tuna1 dan saldo simpanan di bank yang
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~ setiap saat dapat digunakan untuk rriembiayaiv kegiatan - 'v

- pemerintahan.

4

4)

5)

6)
‘ ‘dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Kas terdiri dari:

~a) Kas di Kas Daérah; |
- b). Kas di Bendahara Penerimaan;

" ¢) Kasdi Bendahara Pengeluaran; dan

d) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat

- likuid yang 81ap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari

risiko perubahan nilai yang signifikan.

Setara kas terdiri dari :

a) Simpanan di bank dalam bentuk dep051to kurang dari
3 (tlga) bulan, _ |

b) Investa31 _]angka pendck lamnya yang sangat hkuld
atau kurang dari 3 (tiga) bulan. ‘

Klamﬁkam kas dan setara kas secara termc1 d1ura1kan

. Pengakuan Kas dan Setara Kas E

1)

2)

Secara umum pengakuan aset dllakukan

'a) pada- saat poten51 manfaat ekonomi masa depan

diperoleh oleh Pemerintah Daerah dan mernpunyall -

nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

' b) pada saat diterima atau kepemilikannya dan/ atau

kepcnguasaannya berpindah. . |
Atas dasar butir b angka b) tersebut dapat dlkatakan
bahwa kas dan setara kas diakui pada saat kas dan

setara kas diterima dan/atau dlkeluarkan / dlbayarkan

. Pengukuran Kas dan Setara Kas N

Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal.

Nilai nominal artxnya dlsa_ukan sebesar nilai rupiahnya.

Apablla terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi

menjadi‘rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada

- tanggal neraca.
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d. Penyajian dan Perigungkapan Kas dan Setara Kas

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Laporan Keuan‘gan .

Pemerintah Daerahberkaitan dengan kas dan setara kas,

antara lain:

1)

2)

rincian dan nilai kas yaing disajikan dalam laporan
kéuangan; '

rincian dan nilai kas yang ada dalam rekening kas umum
daerah namun merupakan kas transitoris yang belum

disctorkan ke pihak yang berkepentingan.

2.Investasi Jangka Pendek

a. Definisi Investasi Jangka Pendek

1)

2

Investasi adalah Aset yang dimaksudkan untuk

memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen dan

‘royalti, atau manfaat sosial.

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat
segefa dipérjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam
rangka manajemen kas yang artinya Pemerintah Daerah
dapat vmenjual investasi tersebut apabila timbul
kebutuhan kas dan beresiko rendah, serta dimiliki selama
kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Klasifikasi investasi jangka pendek secara terinci diuraikan
dalam Bagan Akun Standar (BAS). |

b. Pengakuan Investasi Jangka Pendek

1) Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat

diakui apabila memenubhi kriteria sebagai berikut:

a) Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa

- pontensial di masa yang akan datang atas suatu
ixivestasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh
Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah perlu mengkaji

- tingkat kcpaStian mengalirnya manfaat ekonomi dan

" manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan
berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat

pengakuan yang pertama kali.
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- 2)

- 3)

b) Nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek
dapat diukur secara memadai (reliable) karena édanya
transaksi pembelian atau penempatan dana yang
didukung  dengan ‘bukti  yang menyatakan/
mengidentifikasikan biaya perolehannya/ nilai dana
yang ditempatkan. ,

Penerimaan kas dapat diakui sebagau pelepasan/ pengurang ‘

mvesta81 jangka pendck apabila terjadl penjualan,

pelepasan hak, atau pencalran dana karena kebutuhan,

}_]atuh tempo,‘ maupun karena peraturan Pemerintah

Daerah.

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek,
antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan
deviden tunai (cash dwzdend] d1aku1 pada saat diperoleh
sebagai pendapatan. '

c. Pengukuran Investasi Jangka Pendek

1)

2)

Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif
yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar
dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar.
Dan untuk investasi yang tidak memiliki ‘pasar aktif, maka
dapat diperguriakanv nilai nominal, nilai tercatat atau nilai
wajar lainnya.. o | ’
Pengukuran mvestam Jangka pendek dapat dluralkan
sebagai berikut :
a) Investasi Jangka pendek dalam bentuk surat berharga
(1) Apablla terdapat nilai biaya perolehannya, maka
_investasi jangka pendek diukur dan dicatat
berdasarkan harga transaksi investasi d1tarnbah
| komisi perantara jual beli, jasa bank, dan blaya
lainnya yang timbul dalam rangka perolehan
tersebut. '

(2) Apabila tidak terdapat mla1 blaya perolehannya,
maka investasi Jangka pendek diukur dan dicatat
berdasarkan nilai wajar mvestasx pada tanggal
vperolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan

jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi
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jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset
lain yang diserahkan: untuk'memperoleh investasi
tersebut.

b) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham

diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

. d. Penyajian dan Pengungkapan Investasi Jangka Pendek

1)

2

3. Piutang

Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari

Aset Lancar )

Pengungkapan investasi jangka pendek dalam Catatan

atas Laporan Keuangan sekurang—kurangnya

mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

a) Kebijakan Akuntansi penentuan nilai mve‘stasi jangka
pendek yang dimiliki Pemerintah Daerah; v

b) Jenis-jenis 1nvesta31 jangka pendek yang dlmﬂlkl oIeh
Pemerintah Daerah .

¢) Perubahan nilai pasar investasi Jangka pendek Ulka
“ada); _

d) Penurunan nilai investasi jangka pend'ek ‘yang
signifikan dan penyebab penurunan tersebut;

e) Perubahan pos investasi yan-g dapat berupa

- reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi
jangka pendek,A aset tetap, aset lain-lain dan

sebaliknya (jika ada).

a. Defimsl P1utang

._2]

3)

P1utang adalah Jumlah uang yang Wajlb dlbayar kepada
Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah
yahg dapat dinilai dengan uang sebagai akibat
perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan
perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan Piutang adalah taksiran nilai piutang yang
kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya
dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi
dan/atau Entitas lain. | | |

Penilaian kualitas piutang untuk peny181han plutang tak
tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang,
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a)

Jjenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan
melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dan
debiturnya » _

Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan
Akun Standar (BAS) |

~ b. Pengakuan Piutang

1)

2)

3)

4)

5)

' 6)

Piutang pendapatan yang berasal dari peraturan

perundang-undangan diakui pada saat timbul klaim/hak

untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya

kepada Entitas, yaitu pada saat :

a) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang
 belum dllunam,

b) Terdapat surat periagihan dan telah dilaksanakan
- penagihan serta belum dilunasi.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu

peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman,

penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang

diakui sebagai p.i‘utang dan dicatat sebagai aset di

neraca, apabila memenuhi kriteria: ‘

a) - harus didukung dengan naskah perjanjian yang
menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan

b) Jumlah plutang dapat diukur. :

Piutang BPJS/Jamman Kesehatan Nasmnal diakui

berdasarkan konfirmasi klaim pembayaran oleh BPJS

Kesehatan dan telah disetujui kedua belah pihak paling

sedikit satu kali pada akhir periode pelaporan.

- Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan

dokumen sah yang diterbitkan pemerintah pusat atas

' Dana Alokasi Khusus (DAK) yang belum dibayarkan.

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya
Alam diakui pada saat Pemerintah Pusat mengakui dan
menetapkan adanya DBH terutang sejumlah tertentu
pada akhir tahun anggarém. -

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan
dokumeh sah yang diterbitkan pemerintah pusat. atas

‘Dana Alokasi Umum (DAU) yang belum dibayarkan.
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: 7)' o
-a) dalam hal penyaluran tidak memerlukan

8)

9)

10)

11)

P1utang transfer Iamnya diakui apablla

persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun
- Pemerintah . Pusat belum menyalurkan seluruh
:pembayarannya dan mengakui sisa yang belum
ditransfer akan menJadl hak taglh atau plutang bagi

daerah penerima;

b) dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan,

misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu,
maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan
"sudah dipenuhi dan Pemerintah Pusat mengakul
‘kekurangan transfer tersebut
Plutang Bag1 Hasil dari prov1n81 diakui berdasarkan
dokumen sah yang d1terb1tkan pemenntah provinsi atas

’bagl hasil dan provms1 yang belum dibayarkan.

Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil | |
realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi
hak/ baglan daerah penerima yang belum dibayar dan
tertuang dalam dokurnen sah kurang transfer yang
diterbitkan pemenntah daerah lainnya.

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu
tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan
transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud -
dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode
berikutnya. . | _
Peristiwa yang memmbulkan hak taglh berkaltan dengan
TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan |
/ SKP2K/ SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang
menunjukkan - bahwa penyelesaian atas TP/TGR
dilakukan dengan cara damai (diluar pengadilan).
SK  Pembebanan/SKP2K/SKTIM/Dokumen  yang
dipersamakan merupakan surat keterangan 'tentang -
pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung

 jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian

térSébut. - Apabila penyelcsaian TP/TGR tersebut
dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan
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'piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan
dan telah diterbitkan surat penagihan.

C. Pengukuran Piutang

B

2)

Pengukuran piutang pendapatan - yang berasal dari

peraturan perundang undangan adalah sebagai berikut:

a)

b)

disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai
dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yétng
ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar
yang dltcrbltkan, atau

dlsajlkan sebesar nilai yang belum dllunasl sampai

 dengan tanggal pelaporan dari setlap tagihan yang

telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak
untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding;

- . atau

disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai
dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang
masih proses bandlng atas keberatan dan belum
ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah

sebagai berikut:

a)

Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah
yang dikeluarkan dari Kas Daerah dan/ atau apabila

berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar

vpada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur
mengenai 'kewajiban bunga, denda, commitment fee
dan/atau blaya-blaya pinjaman lainnya, maka pada
akhn' periode pelaporan harus diakui adanya bunga,

denda, commitment fee dan/atau biaya lalnnya pada

periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada
akhir periode pelaporan '

PenJualan
Piutang dan penjualan diakui sebesar nilai sesuai

‘naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum
- dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam
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:"_‘peljanjian N dlpersyaratkan ’ adanya potonganv

- 'pembayaran, maka n11a1 plutang harus dlcatat |

. | 'sebesar n11a1 bersmnya '

Q) 'Kem1traan ;

) Plutang yang tlmbul d1aku1 berdasarkan ketentuan-»'
: ketcntuan yang dlpersyaratkan dalam naskah_

o peljanjlan kemltraan o

- d) " Pcmbenan fas111tas/_|asa o

| , Plutang yang t1mbu1 d1aku1 berdasarkan fasﬂltas ataubf |

j _]asa yang telah dlbenkan oleh pcmcrlntah pada akhu'

periode pelaporan d1kurang1 dengan pcmbayaran

~ atau uang muka yang telah dltenma

e Pengukuran terkait p1utang BPJ S

3

| "Aplu'?ang ‘BPJS/ Jamman Kesehatan Naswnal dlukur_ R

"berdasarkan konﬁrmasa klalm pembayaran oleh BPJS

,-Keschatan dan telah dlSCtLlJU.l kedua belah plhak o
pa.hng sed1k1t satu kall pada akhlr penode pelaporan )
Pengukuran piutang transfer ada.lah sebaga1 benkut

'a) Dana ‘Bagi Hasﬂ dlukur pada saat Pemenntah Pusatvu_’-}

mengakul dan menetapkan adanya DBH terutang -

- _ se_]umlah tertentu pada akhir tahun anggaran

' }‘:b) Dana Aloka31 Umum (DAU) diukur berdasarkan o

dokumen sah yang dlterbltkan pemenntah pusat atas e

‘Dana’ Alokam Umum (DAU) yang belum dlbayarkan '

| ¢ Dana Aloka51 Khusus, dlukur berdasarkan dokumen

4

sah yang d1terb1tkan pcrnenntah pusat atas Dana
Aloka31 Khusus (DAK) yang belum dlbayarkan | .
Pengukuran p1utang gantx rug1 berdasarkan pengakuan o

,yang dlkemukakan, dlsajlkan sebaga1 aset Iamnya

' sebesar nilai yang d11unas1 berdasarkan surat ketentuan

o penyelesalan yang telah dltetapkan R

5)
L terhadap pengakuan awal p1utang d1saJ1kan ber dasarkan‘

Pengukuran berlkutnya (Subsequent Measurement)‘ AR

 nilai- nommal taglhan yang bclurn dlluna81 tersebut'v -

dlkurangl penylslhan keruglan plutang tidak tertaglh:

o _. Apablla :_ ””f,CIjadl ko_ndlsl. . yang_ rnemungkmkanv L



6)

7

g

9)

penghapusan piutang maka masing-masihg jenis piutang
disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.
Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga
dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan
(write-off) dan pen_ghapusbukuah (write down).

Piutang disajikan sebesar nilai bersih ‘yang dapat
direalisasikan (net realizable value), yaitu selisih antara
nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat)
derigan klasiﬁkaéi sebagai berikut:

a) Kualitas Piutang Lancar;

. b} Kualitas Piutang Kurang Lancar;

c) Kualitas Piutang Diragukén; dan
d) Kuahtas qutang Macet. |
Penggolongan kriteria kualitas p1utang pajak daerah
diklasifikasikan berdasarkan cara pemungutan: ,
a) Pajvak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak
(self assessment) dilakukan dengan ketentuan:
(1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan knterla
(2) Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun;
(b) Masih dalam tenggang waktu jatuh témpo;
~ (¢) Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan;
(d) Wajib pajak kooperatif; ' |
(e} Wajib pajak likuid; dan/ atau
() Wa_]lb paJak tidak mengajukan keberatan /
bandmg
(2)  Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan
kriteria: o | '
(a) Umur pmtang 1 {satu) sampm dengan 2 {dua)
tahun; ‘
(b) Apabila wajib pajak dalam Jangka waktu 1
(satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat
Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan;
(c) Wajib pajak kurang kooperatlf dalam

pemeriksaan;
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(d) Wajib  pajak  menyetujui  sebagian hasil
pemenksaan dan/atau . .
e) Wajlb pajak mengajukan keberatan /bandmg
(3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan
~ kriteria: | o :
a) Umur plutang Ieb1h dan 2 (dua) tahun sampai
dengan 5 (lima) tahun
b Apabila wajib pajak dalam jangka ‘waktu 1
(satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat
Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan:
c) Wajib pajak tidak koopcratif _ . :
) d) Wajib pajak tidak menyetuJuL seluruh hasil
pemeriksaan; dan/atau '
e) Wajib pajak mengalam1 kesulitan 11ku1d1tas
(4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kntena '
a) Umur piutang lebih dar1 S (lima) tahun, -
b) Apabila Wajlb pa_]ak dalam Jangka waktu 1
o (satu) bulan terhltung sejak ‘tanggal Surat
Tag1han Ketlga belum melakukan pelunasan;
¢) Wajib pajak .tldak diketahui keberadaannya
/tidak dxketcmukan, ‘ v | '
d) Wajib pajak bangkrut/ menlnggal dunia; |
| dan/atau ' o -
€) Wajib pajak mengalami musibah
- (force majeure). - | o '
b) Pa_]ak yang ditetapkan oleh Bupau (ofﬁczal assessment)
dllakukan dengan ketentuan: o :
(1) Kualitas Lancar, dapat d1tentukan dengan kntena
(a) Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun;
(b) Masih dalam tcnggang waktu Jatuh tempo,
{c) Wajib pajak k00perat1f
(d) Wajib paJak likuid; dan/ atau ,
(e) Wajib : pajak tidak ,mengajukah
o keberatan/bandlng o "
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(2) Kualitas Kurang Lancar, dapat' ditehtukan dengan |
kriteria: ‘ . ' o ' |
(@) Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua)
 tham;

(b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu)
_ bulan terhitung sejak tanggal Surat Taglhan
, Pertama belum melakukan pelunasan,
(c) Wajib pajak kurang kooperatlf dalam pcmenksaan,
| dan/atau ‘ .
(d) Wajib pajak mengajukan keberatan /bandmg
(3) Kualitas D1ragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
(@) Umur plutang lebih dari 2 (dua) tahun sar_npai
dengan 5 (hrna) tahun; ’ ,
(b) Apabila wajib pajak dalam Jangka waktu 1 (satu)  '
~bulan terhitung sejak tanggal Surat Taglhan Kedua
belum melakukan pelunasan;
(c) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
(d) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
(4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan krltcna
" (a) Umur plutang lebih dari 5 (lima) tahun;
(b) Apablla Wajlb pajak dalam jangka waktu 1 (satu)
" bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketlga
belum melakukan pelunasan;
(€) Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya;
G Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
() Wajib pajak mengalami musibah (force majeure).
10) Penggolongan kualitas piutang bukan pajak khusus untuk
objek retribusi, dapat dibedakan berdasarkan karakteristik
sebagai berikut: |
' a) Kualitas Lancar
(1) Umur piutang O (nol) sampai dengan 1(satu) bulan; . |
(2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan
~ sampai dengan tanggal jatuh tempo yang d'itetapkéln.'
b) Kualitas Kurang Lancar
(1) Umur plutang lebih dari 1 (satu) bulan sampal

dengan 3 (tiga) bulan; dan/ atau
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(2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan
dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak
tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan

pelunasan.

¢} Kualitas Diragukan

(1) Umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua

“belas) bulan; dan/ atau )

(2) | Apablla wajib pajak retribusi belum melakukan

- pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan

 terhitung sejak tanggal Surat Tagihan kedua tidak
dilakukan pclunasan |

d) Kualitas Macet

(1) Umur p1utang lebih dan 12 (dua belas) bulan; dan/
g atau » C
(2) Apabila wajib retribusi belum mclakukan pelunasan
- terhitung sejak tanggal Surat Tagihan ketiga tidak
dilakukan pelunasén atau Piutang diserahkan
}kepada instansi yang menangani pengurusan

piutang negara.

11) Penggolongan Kualitas Piutang selain Pajak dan Retribusi,

dilakukan dengan ketentuan:

a)

bl

d)

Kualitas Lahcar, apabila belum dilakukan pélunasa.n
sampai dengan tanggal jatuh tempo yang difetapkan;

Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1
(satu) bulan terhitung sejak tanggal jatuh  tempo
dan/atau Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan
pelunasan; ’
Kualitas Dlragukan, apablla dalam jangka waktu 2 (dua)
bulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo dan/atau
Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan

Kualitas macet, apabila dalam j‘angka waktu 3 (tiga)
bulan terhitung sejak tanggal jafuh tempo dan/atau
Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan, atau
Piutang telah diserahkan kepada instansi yang

menangani pengurusan piutang negara.
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12) Penentuan besaran Penyisihan ‘Piutang pada setiap akhir

penode pelaporan ditetapkan sebesar:

‘a) Kualitas lancar, sebesar 0,5% (setengah persen} dan

| Plutang yang memiliki kualitas lancar;
b) Kualitas Kurang Lancar, sebesar 10% (sepuluh persen)

dari Plutang dengan kualitas kurang lancar;

<) bKuallvtas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen)

dari Piutang dengan Kkualitas diragukan setelah
dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan
(iika ada); dan '

d) Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari

13)

14)

15)

16)

Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan
nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
Pencatatan transaksx penylsxhan piutang dilakukan pada

- ~akhir periode - pelaporan apabila masih terdapat saldo

piutang, maka dihitung nilai penyls1han piutang tidak
tertagih sesuai dengan kualitas pxutangnya

Apabila kuahtas piutang awal tahun masih sama dengan
kualitas p1utang pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu
dilakukan jurnal penyesuaian, cukup diungkapkan di dalam
Calk. | |

Apabila kualitas piutang}" menurun’ ‘maka dilakukan

- penambahan terhadap nilai penylsman piutang tidak tertaglh

sebesar selisih antara angka yang scharusnya disajikan
dalam neraca dengan saldo awal, '

Sebaliknya, apabila kualitas plutang memngkat misalnya
akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan
terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar
selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca

‘dengan saldo awal.

ci) Pemberhentlan pengakuan dan penghapusbukuan p1utang

1)

Pemberhentian ,pcngakuanv atas piutang dilakukan
berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam
penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian
pengakuan plutang dengan cara membayar tunai (pelunasan)
atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut
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2 vPemberhentlan pengakuan plutang selaln pelunasan Juga',»i”_-' o

o selesal/lunas

o 'dlkenal dengan dua cara yaltu

A

3

. b

'Penghapusbulman (wrzte down) atau penghapusananv =

| bersyarat plutang, dan

Penghapustaglhan (wnte-oj]‘) atau penghapusan mutlak =
piutang. R

Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat plutang

a

Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat plutang »v 'v -

dapat d11akukan dengan pertlmbangan

' ( 1) P1utang melampam batas umur (kadaluwarsa) yang

ditetapkan sebaga1 kntena kuahtas plutang macet o

 dan /atau;

- {2) Debltor tldak melakukan pelunasan 1 (satu) bulan - 1

’ setelah tanggal Surat 'I‘aglhan Ketlga dan [atau;

’(3) Debltor mengalarm . mumba_h,_ (force - ma]euré) o

dan / atau,

' '(4) Debitor menmggal duma dengan tldak memnggalkan’,. o

harta warisan dan tldak mempunya1 ahli warls atau .

" ahli waris tldak dapat ditemukan berdasarkan surat o

keterangan darl pejabat yang berwenang dan/ atau

'(5) Debltor tldak mempunya1 harta kekayaan 1ag1, .

dlbuktlkan dengan surat keterangan dan pejabat -
yang berwenang yang menyatakan bahwa 'deb1tor: :

memang benar-benar sudah tldak mempunyal harta -

kekayaan lag1 dan/ atau, . E

R (6) Debitor - dlnyatakan palllt berdasarkan putusan'

pengadllan dan/: atau;

- (7) DCbltOI‘ tidak dapat dltemukan 1ag1 karena | o
(a) Plndah alamat atau alamatnya tldak Jelas/ tldak‘ |

Iengkap berdasarkan surat keterangan/‘ )

pernyataan dan pejabat berwenang, dan/ atau
(b) Telah memnggalkan Indonesia berdasarkan surat

keterangan/ pernyataan dan ' pejabat yang‘v.j '} -

berwenang
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b)

4

" (8) Dokumen-dokumen sebagai dasar pe‘ﬁagihévn kepada

debitor tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri 1agi
disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan

seperti bencana alam, kébakaran, dan sebagainya .

berdasarkan surat keterangan/ pernyataan pejabat

yang berwenang

(9) Objek plutang hllang dan dlbuktlkan dengan

dokumen keterangan dari pihak kepolisian, -

‘Tata cara penghapusan atau penghapusan piutang

bersyarat plutang dilakukan mengacu pada ketentuan |
peraturan perundang-undangan ’

Perlakuan Akuntansu penghapusbukuan atau

'penghapusan bersyarat plutang dilakukan dengan cara

mengurangi akun plutang dan akun peny151han pxutang
tidak tertaglh ’ ' ' ,

Penghapusbukuan plutang t1dak secara | otomatls
menghapus keg1atan penag1han pxutang dan hanya
dimaksudkan untuk pengahhan - pencatatan - dari
intrakomptabel menjadi | » ekvstrakomptabel dan

‘diungkapkan dalam Cétatan atas. Laporan Keuangan

(CaLK). o o
Penghapusbukuan plutang adalah kebuakan intern
manajemen merupakan ‘proses dan keputusan
Akuntansi yang berlaku agar mlal piutang dapat’
dlpertahankan sesuai. dengan nilai’ berS1h yang dapat
direalisasikan (net realizable value). A
Kriteria penghapusbukuan p1utang, sebagai benkut
(1) Penghapusbukuan harus memben manfaat, yang
lebih besar darlpada keruglan penghapusbukuan, |
’ yaltu . o »
(a) Memben gambaran obyektxf tentang kemampuan
keuangan ' Entitas Akuntansi dan Entitas
Pelaporan | ' -
(b) Memberx gambaran ekuitas Ieb1h obyektlf tentang

penurunan ekuitas.
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(‘}5)= Mengurangi- beban N admlnlstra31/Akuntans1,"»  | .
untuk mencatat hal hal yang tak mungkm

(2) Perlu kajlan yang mendalam tentang dampak hukum -

tereahsam taglhannya N f

dan penghapusbukuan pada neraca Pemermtah‘

| | Daerah sebelum dlﬁnahsas: dan dlajukan ‘kepada

pengamb11 keputusan penghapusbukuan (apabllav
perlu) ' S ’ ‘ |

(3) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal_i"

otontas tertmggl yang berwenang menyatakan hapus' ) |

taglh perdata dan/ atau hapus buku (wnte oﬁ)'

' Pengamb11 keputusan penghapusbukuan melakukan

e keputusan reaktlf (t1dak berlnlslatlf) berdasar suatu

31stem nomxnam untuk d1hapusbukukan atas usulan

berjenjang yang bertugas melakukan anallsns danv e

usulan penghapusbukuan tersebut

4) Penghapustag1han atau penghapusan mutlak pmtang

a)

o menaglh menggambarkan situasi tak mungkm

Penghapustaglhan atau penghapusan mutlak pmtang .

dapat dllakukan dengan pertlmbangan antara Iam

e

. v_plhak yang berutang kepada negara, untuk P

;Penghapustaglhan karena mengmgat Jasa-_]asa

E menolong plhak berutang darl keterpurukan yang

~ lebih dalam Mlsalnya kredlt UKM yang t1dak | |

-v,~'v"mampu membayar el T '

Penghapustaglhan sebagal i;:f, :suatu :sik’ap‘

menyejukkan membuat c1tra penaglh menJach -
" lebih baik, memperoleh dukungan monl 1eb1h' -

" luas menghadap1 tugas masa depan

@
o penyehatan utang, mlsalnya penghapusan denda, -

tunggakan bunga d1kap1tal1sa51 men_]adl pokok _
}'kred1t baru, reschedulmg dan. penurunan tarif

“Penghapustaglhan sebaga1 snkap berhenti

. tcrtaglh mchhat kondlsl plhak tertaglh

Pcnghapustaglhan © untuk restruktunsasx

bunga kredlt
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(S5) Penghapustagihan setelah semua upaya tagih dan
cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan,
misalnya, kredit macet dikonversi menjadi
saham/ekuitas/ pcnyertaan, dijual, jaminan
dﬂelang ‘

{6) Penghapustaglhan ‘sesuai  hukum  perdata
umumnya, hukum kepailitan, hukum industri
(misalnya industri keuangan dunia, industri
perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak,
melakukan benchmarkmg kebijakan/peraturan
write off di negara lain.

(7) Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak
mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan
dan diberlakukan, kecuali cacat hukum.

'b) Tata cara penghapustagihan atau pénghapusan mutlak
piutang dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan |
perundang-undangan. ‘ |

c) Penghapustagihan atau pengahapﬁsan mutlak piutang
dilakukan dengan cara'menutup ekStrakomptabel dan
tidak melakukan penjurnalan dan dlungkapkan dalam
catatan atas laporan keuangan. |

5) ~ Terhadap penenmaan kembali piutang yang dilakukan
penylslhan dan telah dlhapusbukukan pada tahun
berjalan diakui sebagai pengurang beban, sedangkan
terhadap penerimaan kembali plutang yang dilakukan
penyiSihan pada tahun sebelumnya dan
dlhapusbukukan pada tahun berjalan, penerimaan kas .
diakui sebaga1 pendapatan lain-lain. |
6) Terhadap penerimaan kembali piutang atas piutang yang
telah dihapustagihkan baik yang telah dilakukan
penyisihan pada tahun berjalan maupun tahun
o sebelumnya diakui sebagai pen_dapatan lain-lain. | o
- e. Pengungkapan Piutang ' '
; 1) Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai.
Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara

c_ukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi
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- dlmaksud dapat berupa

‘a)‘ 'Kebljakan ’ Akuntan51 ' yang _ dlgunakan ’ dalam?’ .

2)

. Jenls plutang, nama deb1tur,_n11a1 plutang, nomor danf

: pemlauan pengakuan dan pengukuran plutang,, ‘

. b) rmc1an Jems-_]ems, saldo menurut umur untuk'

. 'mengetahul tmgkat kolekublhtasnya, o

- c) . penjelasan atas penyclcsalan plutang,'
4y _]amlnan atau sita j Jamman jika ada. T
'I‘untutan gant1 rugl/ tuntutan perbendaharaan yang o
= ma81h dalam proscs penyelesalan, baik ‘melalui cara
damai maupun pengadllan juga harus dlungkapkan
. Penghapusbukuan plutang harus dlungkapkan secara

) cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar leb1h L -

1nformat1f Informa51 yang perlu dlungkapkan mlsalnya | o

vvtanggal keputusan penghapusan | pautang, ~ dasar s

| :pertxmbangan penghapusbukuan dan pen_]elasan lamnya

" yang dlanggap perlu

 4) 

_Terhadap ke_]adlan adanya p1utang yang telah dlhapus

‘ }buku ternyata di kemudlan han | dlterlma

pembayaran/pelunasannya maka penerlmaan tersebutf

}dlcatat sebaga1 pcnenmaan ‘kas pada: penode yang -
'bersangkutan dengan lawan perklraan penerlmaan
' pendapatan Pa_]ak/PNBP atau melalu1 akun Penenmaan -

: Pernblayaan tergantung dan JCI‘llS plutang

Beban leayar Dlmuka e

a. Deﬁn1s1 Beban Dibayar Dlmuka | , _
"~ Beban dlbayar dnnuka adalah suatu transak31 pengeluaran

o kas untuk membayar suatu beban yang belum men_]adl ,

- kewajlban sehmgga menlmbulkan hak taglh bagl Pemenntah o

b Pengakuan Beban leayar Dlmuka . . v
o Beban d1bayar dlmuka d1aku1 pada saat kas d1ke1uarkan} :'. S

o namun belum memmbulkan kewa_]lban o



c. Pengukuran Beban Dibayar ‘Dimuka
Pengukuran beban [dibayar dimuka dilakukan berdasarkan
jumlah kas yang dikeluarkan/ dibayarkan.

d. _Pengungkapan Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dlmuka diungkapkan sebagai akun yang

terklasifikasi dalam aset lancar karena akun ini biasanya

segera menjadi kewajiban dalam satu periode Akuntansi.

S. Persediaan

~a, Deﬁmm Persediaan

1) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau

2)

3)

perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung

kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-

barang yang dimaksudkan untuk dijual. dan/atau
'diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa:

a)

b)

d)

Barang atau perlengkapan (supplies) yang

digunakan dalam fangka kegiatan operasional

Pemerlntah Daerah;

Bahan atau perlengkapan (supplzes) yang dIgunakan
dalam proses produksi; |
Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan
untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan
képada masyarakat dalam rangka kegiatan

pemenntahan

Klasifikasi persediaan secara terinci dluraJkan dalam

Bagan Akun Standar (BAS).

b. Pengakuan Persediaan |
1) Persediaan diakui:

)

pada saat potensi manfaat ekonom1 masa depan
diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai _mla.l
atau biaya yang dapat diukur dengan andal;

b) pada saat diterima atau hak kepermhkannya dan/

atau kepenguasaannya berpmdah
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2) Pengakuan persedlaan pada akhn' penode Akuntans1
dilakukan berdasarkan hasﬂ mventansas1 fisik.

. Pengukuran Persediaan

Metode pencatatan persedlaan dllakukan secara perlodlk
yaltu pengukuran persedlaan pada saat penode penyusunan
laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi
‘dengan menggunakan harga perolehan tcrakhlr/ harga pokok
- produksi terakhlr/ nilai wajar,

vv Untuk persediaan bahan obat-obatan metode pencatatan
persediaan dilakukan secara perpetual, ‘maka pengukuran |
-pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi
fisik, yaitu dengan cara vsaldo} awal persediaan ditambah
pembelian aiau perolehan persediaan' dikurangi dengan

~saldo akhir persedlaan dikalikan per unit sesuai dengan

" metode pemla.lan yang dlgunakan Nilai pembehan yang )

‘digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir
diperoleh atau menggunakan metode First In :First Out' (FIFO)
atau Masuk Pertarna Keluar Pertama (MPKP) yaitu harga
‘pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan
- menjadi harga barang yang digunakan/ dlkeluarkan pertama
kali, sehingga nilai persediaan akﬂir dihiturig dimulai da_fi
harga pembelian terakhir. | - '
Persediaan disajikén} sebesar: |

'a) Biaya perolehan apabila diperoleh ‘dengan pembeliari.
Biaya perolehan persediaan meliputi' harga pembelian,
biaya pengangkutan blaya penanganan dan blaya
lamnya yang secara langsung dapat dibebankan pada |
‘pcrolchan persedlaan Potongan harga rabat ‘dan
‘ lamnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. ‘ ,
- b) Harga pokok produks1 ~apabila  diperoleh denganv

memproduksi sendiri. Harga ‘pokok produksi persedlaan

~ meliputi biaya Iangsung yang terkait dengan persedlaan -

yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang

dialokasikan secara sistematis.
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c) N11a1 wa_]ar, apablla dlperoleh dengan cara lamnya sepertll

_ _dona31 Harga/ n11a1 waJar persedlaan mehpuu n11a1 tukar v

- _aset atau penyelesa1an kewajlban antar pihak yang .

memaham1 dan berkelngman melakukan transak31 WaJar .

: | K ‘(arm length transactzon) -
-od. Penyajlan dan Pengungkapan Perscdlaan : |
’v } 1) ) ‘Persedlaan dlsa_ukan sebagal bag1an dar1 Aset Lancar | .
2} Hal- hal yang perlu dlungkapkan dalam Catatan atas o
JERERY Laporan Keuangan T - o
(a) - | persedlaan sepertl barang atau perlengkapan yang )

d1gunakan dalam pelayanan masyarakat barang -

"“atau perlengkapan yang dlgunakan dalam proses'f . |

- -'produkS1, barang yang d151mpan untuk duual atau

- dlserahkan kepada masyarakat dan barang yang

. masih dalam proses produks1 yang dlmaksudkan- o

.untuk dljual atau dlserahkan kepada masyarakat -
(b) jenis, Jumlah dan mlal persedlaan dalam kond1s1 2

. rusak atau usang

6 Aset Untuk leonsollda31kan L
a. * Definisi Aset untuk D1kons011da31kan v _
b - Aset untuk dlkonsohdasxkan adalah aset yang d1catat karena :

| _‘adanya hubungan tlmbal bahk antara Entltas Akuntan81

Satuan KerJa Perangkat Daerah (SKPD) ‘dan Entltas',

:, Akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) .
vAset 1n1 akan dlelxmmasa ‘saat dllakukan konsohdas1 antara} '
| ~ SKPD dengan SKPKD Aset untuk dlkonsol1da31kan hanya
‘} "terdm dan satu r1nc1an yaltu R/ K- SKPD “Akun ini
dlgunakan oleh 'Entitas Akuntan31 SKPKD  sepanjang

! >mempunya1 transak31 dengan seluruh Ent1tas Akuntan31 'v
: :b‘.‘r' Pengakuan Aset untuk kaonsohdamkan - RS e
}"Pengakuan aset untuk dlkonsollda31kan pada saat terjadl }-
-'}transakm yang mehbatkan transak31 dengan seluruh Entltas

-AkuntanmSKPD Sl e
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c. Pengukuran Aset untuk Dikonsoﬁdaéikan
 Pengukuran aset untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai
transaksi yang terjadi. Aset untuk dikonsolidasikan ini akan
mempunyai nilai yang sama dengan kewajiban untuk
dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan
| laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling
inengelimmasn ‘ | o
d. Pengungkapan Aset untuk Dikonsolidasikan
Aset untuk dlkonsolldasﬂ{an dlungkapkan pada Neraca
" dalam Klasifikasi aset lancar. Aset ini disajikan hanya pada
Entitas Akuntansi SKPKD. Pada laporan konsolidasi akun

ini akan terehmmam

C ASET NON LANCAR
_;ﬁAset non lancar tcrdln dari investasi jangka panjang, aset tetap,
dana cadangan, dan aset lamnya.
- e) Investasi Jangka Panjang |
(1) Definisi Investasi Jangka Panjang -
1) Investasi j‘angka ‘panjang adalah investasi yang
dlmaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua bclas)
bulan. L v
2) Investasi perfnaneri adalah inve}stasi jangka panjang yang
dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

3) .Pengertlan berkelan_]utan adalah investasi = yang
dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada
| niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali,

~ tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh
yang sigﬁiﬁkan dalam jangka panjang dan/atau menjaga
hubungan kelembagaan. _ | |

4) Investasi rionpermahén adalah investasi jangka panjang
yahg tidak termasuk dalam investasi permanen.

5) Investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam
investasi permanen adalah inﬂrestasi yang dimakSudkan
untuk dihliliki tidak berkelanjutan yang berarti
kepemilikan investési Yang berjangka waktu lebih dari 12
(dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki

61



terus menerus atau ada nlat untuk memperjualbehkan- =

: atau menank kembah

_»6) »Kla31fikas1 1nvesta31 _]angka pan_]ang :»secara ‘t‘e'ri‘nci

dluralkan dalam Bagan Akun Standar (BAS)

(2) Pengakuan Investa81 Jangka Panjang

‘ | 1)

Investa31 dapat - diakui - apablla mcrnenuhl kr1ter1a' R

kemungkman manfaat ekonorm dan manfaat sosxal atau o

. Jasa poten31al d1 masa yang akan datang atas suatu- |

o 1nvesta.51 tersebut dapat dlperoleh Pemermtah Daerah

,  3,) .
- a) Dev1den‘1‘una1, i

:N11a1 perolehan atau n11a1 Wajar 1nvesta31 dapat dlukur' , RN

secara memadeu (relzable)

Hasil Investa81 Jangka Pan_]ang dapat berupa | SR

b Dev1den Saham, dan = o

V, c) Baglan Laba

- 'j' 4 Pengakuan untuk hasﬂ mvestasx untuk Devxden dapatf

a) _.'Hasﬂ 1nvestasx berupa lelan tuna1 yang dlperoleh .

_‘,5)'

f_dllakukan dengan cara sebageu berlkut

~dari penyertaan modal Pemerintah Daerah yang

3 :»'_'pencatatannya menggunakan metode blaya dicatat - |

» _sebageu v pendapatan - hasﬂ , 1nvestasx (Lam-lam L
- Pendapatan Asli Daerah yang Sah) -
b) Apablla menggunakan metode ekultas, baglan laba 1

berupa dividen tuna1 yang dlperoleh Pemermtah D

| Daerah dlcatat sebagal pendapatan hasﬂ 1nvesta31_‘.’:7f -

_(dalam Jurnal dcngan ba81s kas) dan mengurang1 o

| i':n11a1 mvesta31 Pemermtah Daerah (dalam Jumal o

berbams akrual)

Pengakuan hasil 1nvesta31 untuk D1v1den dalam bentuk,
~ saham yang d1tcr1ma ba1k dengan metode bxaya maupun o S

metode ekultas akan menambah | n11a1 | mvestam’

pemerlntah

Pengakuan hasﬂ 1nvestasx untuk Baglan Laba dapat o

" vd1lakukan dcngan cara sebaga1 berikut:

" a) : Hasﬂ 1nvestas1 yang- dlperoleh darl penyertaan»'l

modal Pemermtah Daerah berupa baglan laba darl »
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: vpenenma 1nvesta31 (znvestee) yang pencatataﬁnya - -

” menggunakan metode vaaya tidak dllakukan o

| pencatatan EEET e | , v
B) Apab1la menggunakan metode ekultas, baglan laba .
g tersebut dlcatat sebagal penambahan 1nvestas1 dan
pendapatan hasﬂ pengelolaan kekayaan daerah ;
:_yang d1plsahkan-1nvesta31 ’ ‘ ’

(3) Pengukuran Investas1 Jangka Panjang

)

Scsual dengan sifat mvestas1, pengukuran mvestam L

o jangka panjang untuk 1nvesta31 ‘permanen mlsalnya‘

penyertaan modal Pemenntah Daerah d1catat scbesar .

biaya perolehan mehputl harga transaks1 1nvesta81 itu

sendiri dltambah blaya Iam yang tlmbul dalam rangka}’

R perolehan 1nvesta31 tersebut

. | :2) f

. Jangka panjang untuk 1nvesta31 nonpermanen yaxtu

Sesuai dengan 31fat 1nvesta51, pengukuran 1nvesta51 v

>ﬁ a)» VDaIam bentuk pembehan obllga31 Jangka pan]ang

“dan - mvestam yang - dlmaksudkan tldak untuk
N d1m111k1 berkelan_]utan, - dinilai vsebcsar - n‘llalb L

- ’perolehannya

b) V"'Yang dlmaksudkan '} ‘untuk" N penyehatan/

penyelamatan perekonoxman, dxmlal sebcsar n11a1

bersih - yang dapat d1rea11sa31kan Untuk

penyehatan/ penyelamatan perekonorman m1salnya . : |

o “dana . talangan }dalam rangka. ' penyehatan o

- : perbankan

) Dalam bentuk penanaman modal di proyek~proyek

_pembangunan Pemerlntah Daerah d1n11a1 sebesar
| bxaya pembangunan ' termasuk b1aya ' yang
- v“vdlkeluarkan untuk perencanaan dan blaya lain yang .

,'dlkeluarkan dalam rangka penyelesalan proyek, -

- , sampa1 proyek tersebut dlserahkan ke plhak ketlga

.Q",b_v;vd)‘. Apab1la investasi’ Jangka panjang dxpcroleh darl

i pertukaran aset’ Pemermtah Daerah maka nilai

anCStaSI yang dlperoleh Pemermtah Daerah adalah :



sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi

tersebut jika harga perolehannya tidak ada. -

- Harga perolehan investasi dalam valuta asmg yang
- dibayar dengan mata uang asmg yang sama harus

’dlnyatakan dalam rupiah dengan menggunakan

nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku

’pada tanggal transaksi.

Investasi non permanen lainnya dalam bentuk dana

bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk

‘dikelola dan .idigulirkan kepada masyarakat oleh

Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran

“yang bértujuan mcn‘ingkatkan ekonomi rakyat dan _

tuyjuan lainnya. Investasi non permanenv‘ dalam
bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih

yang dapat dii'ealiSasikan (Net Realizable Value).

-3) Peny181han Dana Berguhr

a)

b)

d

Penylsman Dana berguhr be‘rtujnan} untuk

‘menyajikan nilai bersih dana bergulir yang dapat

direalisasikan '»‘(net realize value). Penyisihan dana
berguhr bukan merupakan penghapusan dana

bergulir.

‘ Penghapusbukuan dana berguhr adalah hllangnya

hak tagih dan/atau hak menerima tagihan atas dana
bergulir. ' '
Penghapustaglhan dana berguhr adalah hllangnya
hak tagih dan/atau hak menerima tagihan atas dana
bergulir. | | -
Kualltas dana berguhr adalah perklraan atas
ketertaglhan dana berguhr yang diukur berdasarkan

~ umur ‘dana bergulir dan/ atau upaya tagih
'; pemcnntah kepada debitor. ' -

Dana berguhr kelola sendiri/langsung adalah

mekanisme penyaluran dana bergulir yang dlkelola .

‘sendm Pemerintah Daerah mulm proses menyeleksi,

»mcnetapkan penenma dana berguhr, menyalurkan"

dan menagih kembali dana bergulir serta
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. menanggung r681ko ketldaktertaglhan dana bcrguhr
i vDana berguhr dengan executmg agency adalah
o mekamsme penyaluran dana berguhr melalul'

- :Entltas (lembaga keuangan bank lcmbaga keuangan R

- bukan bank kopera31 modal ventura dan lembaga o

- keunagan la.lnnya) ' yang 1 dltunjuk dan

'bertanggun.awab hanya untuk menyelék si, v

E ,vmenetapkan penenma dana berguhr, menyalurkan -

dan menaglh kembah dana berguhr vserta . .

- menanggung re81ko ketldaktertaglhan dana berguhr
o :'sesual peljan_]lan 3} T - ' |
g) - Dana berguhr dengan chanellmg agency adalah -

E mekamsme penyaluran dana berguhr . melalul'

Entltas (lembaga keuangan bank lembaga keuangan "

bukan bank kopera81, modal ventura dan lembaga o

»‘ :kcuangan lamnya) yang dltunjuk ~ dan -

‘bertanggungjawab hanya untuk menyalurkan dana o

| berguhr ‘ S _ o
4) Penggolongan Kuahtas Plutang Dana Berguhr terd1r1 atas |
a) Dana berguhr dengan kelola sendm L N ’

| ',(1) Kuahtas lancar dengan kntena o
() Umur dana berguhr sampa1 dengan 1 (satu) L

tahun, dan/atau et , S

- “(b) - Ma81h dalam tenggang Waktu Jatuh tempo, |
’dan/atau ERCT, SR S

’ ‘(c):' Penenma dana berguhr menyetujul hasﬂ v
vpemenksaan, dan/atau o o

:(d) : Penenma dana kooperatlf

. '(2) Kuahtas kurang lancar dengan kntena .
.  (a ) Umur dana bergullr lebxh dari 1 (satu) tahun'
| sampa1 dengan 3 (tlga) tahun, dan/ atau }- '_ o

(b);’ 'Peneruna dana dalam Jangka waktu 1 (satu)

. bulan terhltung se_]ak tangga] Surat Taglhan' "
: _ Pertama belum melakukan pelunasan,

o dan‘/atau :



9 ;

(d)

Penerima dana kurang kobrpefatif dalam
pemeriksaan; dan/atau

| Penerifna dana bergulir menyetujui sebagian

- hasil pemeriksaan.

(3) Kuahtas diragukan dengan Kkriteria :

(a)

(b)

()

(d)

_Umurvdana bergulir lebih dari 3 (tiga) tahun

sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau

Penerima dana dalam jangka waktu 1 (satu)

bulan sejak tanggal Surat Tagihan Kedua

»bvbelum melakukan pelunasan; dan/atau

Penerima dana tidak kooperatif dalam

‘pemeriksaan; dan/atau

Penerima dana tidak menyetujul seluruh

hasil pemenksaan.

(4) Kualitas macet dengan kriteria :

- (a)

()

. (C)

@

Umur dana bcrguhr lebih dari 5 (lima) tahun

‘dan/atau.

Penerima dana bergulir dalam jangka waktu

1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat

Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan;
dan/atau .

Penerima dana tidak diketahui keberadaanya;
dan /atau

Penerima dana mengalami  kesulitan

bangkrut dan/ atau meninggal dunia
dan/atau | : |
Penerima dana mengalami musibah (force

majeure)

b) Dana bergulir dengan executing agency.

(1) Kualitas lancar dengan kriteria : | .
(a) Lembaga Keuangan Bank (LKB), Lembaga

Keuangan Bukan Bank (LKBB) , koperasi,
modal ventura dan lembaga keuangan lainnya

mehyeto_rkan pengembalian dana bergulir
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sesuai dengan perjanjlan dengan Pemenntah
‘Daerah; dan/atau A
(b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempb.
(2) Kualitas macet dengan kriteria :  .
(a) LKB LKBB kopera31, modal ventura dan
lembaga keuangan lainnya dalam jangka waktu
tertentu  sesuai "dengan perjanjlan tidak
melakukan pelunasan; dan/atau |
(b) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan
lembaga keuangan lainnya t1dak dlketahm
keberadaannya; dan/atau
(c) LKB, LKBB, koperasi, modél venfura'» dan.
l‘é:mlbaga 'kéuangan lainnya baﬁgkrtit; dan/atau
(d) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan

lembaga keuangan lainnya mengalami musibah.

¢} Dana bergulir dengan chanelling agenéy :
" (1) Kualitas lancar dengan kriteria : |

(a) Umur dana berguhr sampai dengan 1 (satu)
tahun; dan/ atau

(b) Masih dalam tenggang waktu Jatuh tempo

(2) Kualitas kurang lancar dengan kriteria : v

(@) Umur dana bergulir lebih dari 1 (satu) tahun

sampai dengan 3 (tiga) tahun; dan/atau o

(b) Penerima dana dalam jangké' waktu 1 (satu)

bulan terhitung se_]ak tanggal Surat Taglhan o

v Pertama belum melakukan pelunasan
" (3) Kualitas diragukan dengan kriteria :
(@) Umur dana bergulir lebih dari 3 (tiga) tahun
| sampai déngan S {lima) tahun; dan/atau - |
(b) Penerima dana dalam jangka waktu 1 (satu)
bulan sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum
melakukan pelunasan :
» (4) Kualitas macet dengan kntena ,
(a) Umur dana bergulir lebih dari S (l1ma) ‘tahun;
dan/atau
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S)

o

(b) Penenma dana berguhr dalam jangka waktu
1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat
Tagihan Kctlga belum melakukan pelunasan;
dan/atau o |

{c) Penerima dana bergulir tidak diketahui

A 'kcberadaanya; dan/atau

(d) Penerima dana mengalami kesulitan bangkruf
dan/ atau meninggal dunia; dan/atau |

(¢) Penerima = dana | rﬁéngalami rﬁusibah
(force majeure).

Besaran penyisihan dana berguhr yang tidak tertagih

pada setiap akhir tahun (penode pelaporan) dengan

ketentuan sebagai berikut : |

(1) Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen)
dari dana bergulir dengan kualitas lancar;

(2) Kualitas kurang _lancar,' éébesarvlo% (sepuluh persen)
dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;

(3) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen)
dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah
dikurangi dengan nilai -agunan atau nilai barang
sitaan (jika ada); dan L | '

(4) Kualitas macet, ‘sebesar 100% (seratus persen) dari
‘dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi
dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika

ada).

Penghapusan Dana Bergulir |
a) Penghapusan dana bergulir oleh Pemerintah Daerah v
- terdiri atas: |
(1) Penghapusbukuan = dana bergulir atau
penghapusan bersyarat dana bergulir; dan
(2) Penghapustagihan dana bergulir. atau
' ‘peng'hapusan mutlak dana bergulir.
b) Penghapusbukuan dana  bergulir atau
: ﬁenghapusan bersyarat dana bergulir sebagaimana
dimaksud dapat dilakukan dengan pertimbangan

antara lain:
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(1) Dana  bergulir - melampaui batés umur

()

(kedaluwarsa) yang ditetapkan sebaga.l knterla
kualités dana berguhr macet; dan/atau

Debitor tidak melakukan pelunasan 1 bulan'
setelah tanggal Surat Tagihan Ketlga, dan/atau

- (3) _Deb;t_or mengalarm mu81bvah (force maJeure);

(4)

dan/ atau
Debitor ~ meninggal ~ dunia dengan ‘tidak
meriinggalkan'  harta warisan dan tidak

mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak

~diketahui vkéberadaanya K berdasa}rkan' “surat

keterangan, dari - pejabat yang berwenang;

- dan/atau

(5)

Debitor tidak mernpunya1 harta kekayaan lag1 -

dlbuktlkan dengan surat ketcrangan dari pe_]abat

' yang berwenang yang menyatakan bahwa debltor

memang benar-benar sudah tidak mernpunyal

~ harta kekayaan lagi; dan /atau

()

»»(7)

Debitor dinyatakan pailit berdasarka.n ‘putusan
pengadxlan dan/atau o
Debitor yang tidak - dlketahm keberadaanya lag1
karena: .

(@) Pindah alamat atau alamatnya  tidak
jelas/ tidék lengkap berdasarkan»' surat
keterangan/pernyataan dari pejabat yang
berwenang; dan/atau | .

(b) Telah meninggalkan Indonesia berdasarkan v
 surat ketcrangan/ pernyataan dari pejabat

yang berwenang; dan/atau ‘

o (c} Dokumen-dokumen ~ sebagai - dasar

'i)enagihan kepada debitor tidak lengkap
‘atau tidak dapat diteluSuri lagi disebabkan
keadaari'yang tidak dépat dihindarkan dan
sebagainya berdasarkan surat keterangan/
vpernyataan peJabat yang berwenang,
- dan/atau o
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c)

| N

(d) Objek dana bergulir hilang dan dibuktikan
dengan dokumen keterangan dari pihak
- kepolisian,
Tata cara pcnghapusbukuan dana bergulir atau |
pcnghapusan bersyarat - dana bergulir dilakukan
mcngacu pada ketentuan peraturan perundang-
undangan ’ v
Perlakuan Akuntansi penghapusbukuan dana
bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir
dilakukan dengan cara ‘mengurangi akun dana
berguhr dan akun penylslhan dana berguhr tldak
tertagih. v ;
Penghapusbukuan dana bergulir: atali
penghapusan  bersyarat dana  bergulir tidak
menghilangkan - hak tagih dan oleh karena itu
terhadap dana ‘bergulir' ~ yang sudah
dihapusbﬁkxlkah’ ini  masih dicatat  secara
ekstrakomtabel dan ~diungkapkan dalam catatan
atas lapofan keuangan. _
Penghapustagihan dana bergulir atau penghapu:san =
mutlak dana bergulir dapat dilakukan dengan .

' pertimbangan antara lain:

(1) Penghapustagihan karena mengingat jaséfjasa
}p'ihak “yang berutang/debitor- kepada daerah,
untuk  menolong  pihak | berutang  dari
~ keterpurukan yang lebih dalam, misalnya kredit
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang
tidak mampu ‘membvayar. |

(2) Penghapustagihan' sebagai | suatu  sikap
menyejukkan, mémbuat citra penagih menjadi
~lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih
luas menghadap1 tugas masa dcpan v |

(3) ,Penghapustaglhan .. sebagai s1kap berhenti
- menagih, menggambarkan situasi tak mungkm
tertagih melihat kondisi pihak tertagih.

(4) Penghapustagihan =~ untuk restrukturisasi
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7)

8)

penyehatan utang, misalnya p}enghapuvsan denda,

| tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok

kredit baru reschedullmg dan penurunan tarif

| bunga kredit.

(S)

(6)

Penghapustaglhan setelah semua upaya taglh

dan cara lain gagal atau tidak mungkin

- diterapkan, mlsalnya, kredit macet dlkonverm

menjadi saham/ekultas /penyertaan, dijual,

‘jaminan dilelang.

Penghapustagihan  sesuai “hukum perdata

’umumnya, hukum kepaiflitanv,hukumv industri

(misalnya industri keuangan dunia, industri

(7)

perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak,

~melakukan benchmarking kebijakan/peraturan

write off di negara lam
Penghapustaglhan secara’ hukum suht atau

- tidak mungkin  dibatalkan,apabila  telah

diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat
hukum.

g) Tata cara penghapustaglhan dana bergulir atau

penghapusan mutlak dana berguhr dilakukan

mengacu pada ketentuan peraturan perundang-

undangan.

h) Penghapustaglhan dana berguhr atau penghapusan

mutlak dana berguhr dilakukan dengan cara
menutup ekstrakomptabel dan tidak melakukan

penjurnalan dan diuvrvlgkapkanv dalam catatan atas

' laporan keuangan.

Diskohtb - atau ﬁremi* pada pefnbelian investasi
diamortisasi selama periode dari pembelian sampau saat
jatuh tempo sehmgga hasﬂ yang konstan dlpcroleh dari
investasi tersebut. v

Diskonto ~atau premi yahg' diamortisasi tersebut
dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga
sehingga merupakan penambahan atau pengurangan

dari nilai tercatat investasi (carryz(zg value) tersebut.

71



9)

Penilaian ihvestaSi pemerintah dilakukan dengan tiga

-~ metode yaitu:

10}

11)

| 12)

13)

a) Metode Biaya;

b) Metode Ekuitas;

c) Metode Nilai Bersih yang dapat direaliéasikan.
Metode biaya adalah suatﬁ -metode Akuntansi yang

‘ mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.

Metode ekuitas adalah suatu metode Akuntansi }yang

mencatat nilai ‘investasi awal berdasarkan “harga

b' perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan
v_dengah perubahan bagian investor atas kekayaan
 bersih/ekuitas dari badan usaha penerima 'investasi

(investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

Metode biaya digunakan jika kepemilikan kurang dari

20% (dua puluh persen). Dengan menggunakan metode

biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan.

‘Penghasilan atas invéstasi tersebut diakui sebesar

‘bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi

‘besamya investasi 'p'ada badan usaha/badan hukum
yang terkait. o " P |
Metode ekuitas digunakan jika kepemilikan 20% (dua
puluf-i' persen) sampai 50% (lima‘ puluh peré.en) , atau
kepemilikan kurang dari 20% (dua puluh persen) tetapi
memiliki p‘engaruh yang signifikan atau jika kepemilikan
lebih dari 50% (lima puluh .persen).v Dengan
menggunakan metode ekuitas Pemerintah = Daerah
mencatat investasi awal sebesar biaya‘_perolehan_ dan
ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi
pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba
kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima
Pemerintah Daerah akan mengurangi nilai investasi
Pemerintah Daerah. Penyesuaian terhadap nilai investasi
juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan-
investasi Pemerintah  Daerah, misalnya adanya v
perubahan yang timbul akibat p'engaruh valuta’”asing_ |

serta revaluasi aset tetap.
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,' 14) Metode mla1 bers.1h yang dapat d1real1sa31kan Jlka, -

s ;kepemlhkan ber81fat nonpermanen Metode n11a1 ber81h o o

- yang dapat d1rea11sa51kan d1gunakan terutama untuk.
'kepem1hkan yang akan dllepas/ dljual dalam Jangka
waktu dekat

e Penya_]lan dan Pengungkapan Investasn Jangka Panjang

Investa31 Jangka Panjang dlsajlkan ' dalam Neraca dan o
" nnCIannya dgelaskan dalam Catatan atas. Laporan Keuangan D

N (CaLK) Perlu dlungkapkan metode pemlalan dan Jems lnvesta31 S

L yang d1m111k1 oleh Pemenntah Daerah

2 Aset Tetap "
a. Definlsl Aset Tctap

" ‘?_manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan

_Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunya1 masa

dalam keglatan Pemerlntah Daerah atau dlmanfaatkan oleh‘ :

f masyarakat umum

)

,b 3) _
S “yang dlhltung dari blaya perolehan suatu aset setelah

B1aya pcrolehan adalah Jumlah kas atau setara kas yang .

o dlbayarkan atau nilai wajar 1mbalan lain yang dlbemkan o
:..untuk memperoleh suatu. aset pada saat perolehan atau- "

" konstruk31 sampa1 dengan aset tersebut dalam kOI‘ldlSl dan -

tempat yang siap untuk d1pergunakan

N11a1 tercatat (canymg ‘amount) aset adalah n11a.1 buku aset :

- 'dlkurangl akumula31 penyusutan

)

| ‘ aset tetap yang dapat dlsusutkan (depreczable assets),‘

oy

| “,6)ﬁ’

j Penyusutan adalah alokaSI yang 81stematls atas n11a1 suatu '_ ‘

| selama masa manfaat aset yang bersangkutan
 Masa manfaat adalah R -
. a) Penode ’ suatu asct dlharapkan dlgunakan untuk‘

' akt1v1tas pcmenntahan dan/ atau pelayanan pubhk

atauf"

| b) Jumlah pI'OClleSI atau umt serupa yang dlharapkan[

dlperoleh dari aset untuk akt1v1tas pemcrlntahan
dan/atau pelayanan pubhk o ' SR
N11a1 Slsa adalah Jumlah neto yang dlharapkan dapat



7

8)

-9

10)

1)

dlperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelahv
d1kurang1 taksiran blaya pelepasan. _ ' |
Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset—aset yang sedang B
dalam proses pembangunan ’

Klasifikasikan Aset Tetap berdasarkan kesarnaan dalam

sifat atau fungsmya dalam aktivitas opera31 Entltas yang

terbagi dalam klasifikasi :
a. Tanah;

'b. Peralatan dan Mesin;

c. Gedung dan Bangunan; o

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan;

e. Aset Tetap Lainnya; dan

f. Kontruksi Dalam Pengeljaan ‘ »
Tanah adalah tanah yang dlperoleh dengan maksud untuk |
d1paka1 dalam keglatan operasxonal Pemerintah Daerah dan

~ dalam kondisi siap dlpakal

Peralatan dan Mesin adalah mesm mesin dan kendaraan ﬁ
bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor,
dan p‘eralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa

manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam -

- kondisi siap pakai.
Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung dan

bangunan yang dlperoleh dengan maksud untuk dlpakal‘

dalam keg1atan operasional Pemenntah Daerah dan dalam
kondisi siap d1paka1 ' ‘ ) B
Jalan Irigasi, dan Jarmgan adalah Jalan irigasi, dan
Jarmgan yang dlbangun oleh pemenntah serta d1m111k1
dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalamv

. vkond1s1 31ap d1paka1 Aset 1n1 mempunyeu karaktenstlk

sebaga1 berikut: B

a) Merupakan bagian dari satu sistem"ataﬁ j}aringan;

b) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain
~ penggunaannya; - ‘ | -
g:)‘ Tidak dapat dlplndah-pmdahkan, dan

4 'Terdapat batasan-batasan untuk p‘elepasannya; .
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| 13)

Aset Tetap Lainnya ‘adalah fcisét tetap‘ iyang tidak dapat
dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang

- diperoleh dan- dimanfaatkan untuk kegiatan operasional

14)

 15)

16)

'Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset ’l‘etap lainnya termasuk di vdalamnya adalah Aset Tetap
Renovasi. .

Konstruksi dalam - Pengerjaan' adalah aset tetap yang
sedang dalam proses pembangl.inan namun pada tanggal
laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi
Dalam Pengerjaan nieﬁcakup'peralatan dan mesin,‘gé‘dung v
dan bahguhan, jalan, irigasi dah jaringan, dan Aset Tetap
lainnya,  j yang B ,prdses  perolehannya = dan/atau
pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu
tertentu dan belum selesai.

Klasifikasi aset tetap secara ter1nc1 d1ura1kan dalam Bagan
Akun Standar (BAS). '

b Pengakuan Aset Tetap

1)

2)

Pada umumnya aset tetap d1aku1 pada saat manfaat

ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat-
dlukur dengan andal. |

Untuk dapat diakui sebaga1 aset tetap harus d1penuh1'
kriteria sebagai berikut:

a) Berwujud

b) }»Mempunyax masa. rnanfaat lebih dari 12 (dua belas)

bulan;

c). Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

a) Tidak dimaksudkan ‘untuk dijual dalam operasi
normal Entitas; dan -
(2) Dlperoleh atau dlbangun dengan maksud untuk
| digunakan. '
(3} Nilai Rupiah pembehan barang material atau

pengeluaran untuk pembelian barang tersebut |

memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap

‘yang telah ditetapkan.

3) Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk

digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung}
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kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk
dijual. 3 : | |

4) Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah
diterima atau dlserahkan hak kepemlhkannya dan atau pada
saat penguasaannya berpmdah

S) Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila |
terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak
kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya
sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.
Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti |
'secara hukum dikarenakan mas1h adanya 'suatu proses
administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang
masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan
sertifikat kepemilikahnya di instansi berwenang, maka aset
tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa

. penguasaan atas aset tetap tersébut telah berpindah;
misalnya tela_ih. texjadi pembayarah dan penguasaan atas

sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

c. Pengukuran Aset Tetap

1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.

2) Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya
perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap
didasarkain pada nilai wajar pada saat peroléhan.

3) Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar
pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf ;d'iatas
bukan merupakan suatu proses penilaian kerhbali
(revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan.
Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan
pada penilaian untuk pé_riode pelaporan selanjutnya,
bukan pada saat perolehan awal.

- 4) Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat
| trénsaksi pertukaran dengan bukti pembelianb aset tetap
yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan
suatu aset yang dlkonstrukm/dlbangun sendiri, suatu
pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat
diperoleh dari transak31 p1hak eksternal dengan Entitas

76



5)

,ey:

tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga» kerja dan

biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga

belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan

setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung

' dalam membawa aset tersébut ke kondisi yang membuat

aset tersebut dapat- bekerja untuk penggunaan yang

dimaksudkan. v ‘
Komponen biaya ‘perolehan dapat diuraikan sebagai
berikut: - o -
Jenis Aset Komponen Biaya Perolehan
Tetép N | | |
| Tanah harga perolehan atau biaya
| pembebasan  tanah, biaiya  yang|
| dikeluarkan dalam rangka

memperoleh hak, biaya pematangan,

pengukuran, penimbunan, dil. -

Peralatan dan

pembelian, biaya pengangkutan, biaya

Jaringan, dan

Mesin instalasi, serta biaya langsung lainnya
untuk memperoleh dan |
'mempcfsiapkari sampai peralatan dan |

| mesin tersebut siap digunakan. ”

Gedungdan | harga pembelian atau biaya

Bangunan | konstruksi, | termasuk  biaya |

’ pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Jalan, biaya perolehan atau biaya konstruksi

dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan

Instalasi sampai jalan, jaringan, dan instalasi
| ) tersebut siap pakali.

Aset Tetap seluruh biaya yang dikeluarkan untuk
Lainnya memperoleh aset tefsebut sampai siap

pakai. _
Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya
yang diperoleh melalui  kontrak

meliputi pengeluaran nilai kontrak,

biaya perencanaan dan pengawasan,
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7) Biaya perolehan, ~di luar harga beli aset, dapat

8)

Jenis Aset - Komponen Biaya Perolehan
Tetap '

pajak serta biaya penzman

Blaya perolehan Aset Tetap Lamnya
yang diadakan melalui swakclola,
misalnya untuk Aset Tetap Renovasi,
meliputi biaya langsung dan tidak
langsung, yang terdiri dari biaya
bahan baku, tenaga kérja, sewa |
peralatan, biaya perencanaan dan
pengawasan, biaya perizihan, pajak,

dan jasa konsultan.

dlkapltalxsasl sepanjang nilainya memenuhi batasan

minimal kapitalisasi (capitalization threshold). Batasan ini

~ditetapkan pada kebijakan mengenai kapitalisasi aset
“tetap. |

Jika biaya pérolehan per satuan aset tetap kurang dari
nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap, _makd
Entitas mengakui/mencatat biaya perolehan  sebagai
beban operasional, dan oleh karena itu tidak

menyajikannya pada lembar muka neraca. Namun

demikian, Entitas tetap mengungkapkan perolehanb aset

tetap tersebut dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
Batasan minimal kapitalisasi untuk biaya perolehan awal

per satuan aset tetap sebagai berikut:

No ASET TETAP NILAI KAPITALISASI
1. | Tanah ’ - Tidak dibatasi
2. | Peralatan dan Mesin ‘ Rp 500.000,00
3. | Gedung dan Bangunan Rp 15.000.000,00
4. | Jalan Irigasi dan Janngan '

- Jalan Rp 10.000.000,00
- Irigasi ’ . Rp 5.000.000,00
- Jaringan ' Rp 1.000.000,00
5. [ Aset Tetap Lainnya Tidak dibatasi

6. | Konstruksi dalam : Tidak dibatasi

pengerjaan '

9) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan

merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang
biaya . tersebut tidak dapat didistribusikan secara
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langsung pada blaya perolehan aset atau membawa aset -

ke kond1s1 kerjanya o

10) Setxap potongan dagang dan rabat dlkurangkan dan

harga pembehan

d. Penllalan Awal Aset Tetap

Barang berwu_}ud yang memenuh1 kuahﬁkam untuk dlakuf o

3 ;’Sebagal suatu aset dan- dlkelompokkan Sebaga1 aset. tetap,; el

. pada awalnya harus dmkur berdasarkan biaya perolehan A :

R e _'Perolehan melalul Pembehan dan Pembangunan B

'Perolehan melalul pembehan dan pembangunan dapat'

: -'d1lakukan dengan pembeha.n tunal dan angsuran atau

. pembayaran termm sesual kemajuan pekerjaan (kontrak :

o konstmk31)

1) Perolehan melalm pembehan tunau e

: ‘Apablla perolehan aset tetap dllakukan me1a1u1 pembehan R e

~ tunai (tanpa termln), pencatatan kedalam akun Aset Tetap Ty

| dllakukan apablla pembayarannya langsung 100%

g "(seratus proscn) mlal yang d1aku1 sebaga1 aset tetap

- sebesar harga perolehan aset termasuk semua blaya yang' L |

‘ -dlkeluarkan sampa1 dengan aset tersebut 81ap untuk R

o dlpergunakan , . .
2) 'Perolehan melalul termm (kontrak konstruk31)

Pada’ perolehan aset tetap melalm termm (kontrak

.-.}konstruks1), ) pencatatan ke akun Konstruk51 Dalam,:‘,'

: ‘Pengerjaan (KDP) dllakukan pada saat pembayaran termm T

sebelum peker_]aan selesa1 Pada saat pekerjaan tclah_ :

) selesa1 dllakukan 100 % (seratus prosen) maka akun Aset-’_v -

Tetap d1aku1 dan akun Kontruk31 Dalam Pengexjaan atas .
¥ aset tetap bersangkutan dwhmma& ' Tt

f Perolehan Secara Gabungan

Blaya perolehan dan masmg masmg aset tetap yang‘"f e

dlperoleh secara gabungan dltentukan dengan

. mengalokasxkan harga ’ gabungan terscbut berdasarkan_"' S e

e "v»perbandmgan mlal wajar | masmg—masmg aset yang et

| :T.vbersangkutan SR .
k ,_ f’Slmula81 Penghltungan Harga Barang secara Proporsmnal



o Dalam keglatan pengadaan barang dan Jasa peralatan kantor _
dlperoleh 1nforma51 d1be11 beberapa macam _barang sebagall :
benkut o v ) .

1. Komputer PC 10 buah seharga RplOO 000 OOO 00

2. Laptop 3 buah seharga Rp30. 000.000,00 o
3. Meja kelja sebanyak 15 buah seharga Rp15 OOO 000,00
4.'_Kurs1 rapat sebanyak 0 | buah N sehargai

N Rp7500000000 A |
- S Kepamtlaan sebesar Rp3 500 000 OO

6. PPh dan PPN scbesar Rp6 500 000, OO

- Total Biaya yang dlkeluarkan untuk Pengadaan barangbv e

| peralatan kantor tersebut adalah Rp230 000 000, 00 dengan
rmc1an Rp220 000 000 00 untuk barang ~dan

- Rp10.000. OOO 00 untuk PPN PPh dan Blaya kepanltlaanv .

Maka untUk har ga masmg-maSmg barang ’ dapat .
d1perh1tungkan sebagau benkut S L
1L Untuk komputer

PPN dan
Blaya lelang [

Rp 100.000. 000 xRp 10. ooo 000 10] o
o szzooooooo R -
 =, 4.545.455,55 : 10
- = 454,545,55 T
- Maka harga masmg-masmg komputer PC adavlah‘
~ =Rp (100.000.000/10) + 454.545,55
-Rp1045454555 e

o 2 Untuk laptop

"PPNdan |
B1ayalelang Rp 30,000.000 xRp 10.000. ooo B
Rp 220.000.000 , - :l

= 136363636 :3-_;,

= 45454533

" Harga masmg—masmg Iaptop

(Rp 30.000.000 : 3) + 454. 545 33
- Rp 10.454.545, 33 | ,

3. Untuk meja kerja L

 PPNdan . ‘ ‘ S L N
Blaya lelang = Rp 15. 000 000 xRp 10 000 000 15]
. Rp 220.000. 000 R
‘—,(681.818 18 :15)
' =45.454,33
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Maka harga masing—masing meja

= (Rp15.000.000 : 15) + 45.454,33

= 1.000.000 + 45.454,33
= R}p 1.045.454,33

4. Untuk kursi rapat
- PPNdan

Biaya lelang = ,: Rp 75.000.000 x Rp 10.000.000 : 100 :l

Rp 220.000.000
=(3.409.090,91 :100)
= Rp 34.090,91 :

Maka harga masmg-masmg kursi

= (75.000.000 : 100) + 34 090,91
= Rp 750.000 + Rp 34.090,01
= Rp 784.090,91 |

g. Aset Tetap Digunakan Bersama

1)

2)

Aset yang dlgunakan bersama oleh beberapa Entitas
Akuntansi, pengakuan aset tetap Dbersangkutan
dilakukan/dlcatat ~oleh  Entitas Akuntansi - yang
melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharé.an)

terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat

‘keputus‘an penetapan status penggunaan oleh Bupati

selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik
Daerah. |

Aset tetap yang dlgunakan bersama, pengelolaan
(perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas
Akuntansi dan tidak bergantian. N

h Aset Pexjanjlan Kerjasama Fasilitas Sosial Fasﬂltas Umum

1).

2).

Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kez:]a sama
dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas
umum (fasos/ fasum), pengakuan aset tetap dilakukan
setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) yang
ditanda tangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk

Aset'tétap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum
dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita

Acara Serah Terima (BAST). Apabila nilai nominal tidak
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tercantum maka fasos fasum d1mla1 berdasarkan nilai

wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

i', Pertukaran Aset (Exchange of Assets)

1)

Suatu aset_' tetap dapat diperoleh melalui pertukaran

- seluruhnya atau pertukaran sebagian aset tetap yang

tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam

-itu diukur berdasarkan nilai Wajar aset yang diperoleh,

yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas -

'setela'h' disesuaikan dengan : jﬁmlah setiap- kas atau”‘

~setara kas yang ditransfer/diserahkan.

2) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas

suatu aset yang serupa yang memlhk1 manfaat yang
serupa dan memiliki nilai wa_lar yang serupa Suatu aset

tetap juga dapat dllepas dalam pertukaran dengan

’kepemlhkan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut

»Atldak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam

transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat

sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang

dilepas.

3) Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat -

memberikan bukti adanya = suatu pengurangan
(1mpazrment) nilai atas aset yang dllepas Dalam kondisi
seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-
bukukan (written down) dan nilai setelah diturun-nilai- .

bukukan (written down) tersebut merupakan nilai- aset

‘-yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang
serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, dan‘

peralatan khusus. Apabila terdapat aset lainnya dalam

pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan
bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai

yang sama.

j. Aset Donasi

S1)

2

Aset tetap yang diperolch dari sumbarigan (donasi) harus
dicatat sebesar mlau waJar pada saat perolehan
Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer

tanpa _persyaratan suatu aset te_tap ke suatu Entitas,
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misa]nya perusahaan non pemerintah memberikan
' bangunan yang d1m1hk1nya untuk dlgunakan oleh satu
unit Pemerintah Daerah tanpa persyaratan apapun
Penyerahan aset tetap tersebut akan ‘sangat andal bila
dldukung dengan bukti perpindahan kepem1hkannya
secara hukum, seperti adanya akta hibah.
- 3) Tldak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset
tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban Entitas
lain kepada Pemerintah Daerah. Sebagai contéh, satu
pertisahaan swasta membangun aset tetap untuk
Pemerintah Daerah dengan persyaratan kewajibannya
kepada Pémerintah Daerah telah dianggap selesai.
Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan sepertl
perolehan aset tetap dengan pertukaran. ‘
4 Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria
perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut d1aku1‘

sebagal pendapatan operasional. -

k. Pengeluaran Setelah Perolehan (Subsequent Expenditures)
| 1) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap
(subsequent expendztures) ‘adalah pengeluaran yang
‘terjadi - setelah perolehan awal suatu aset tetap
(subsequent expenditures) yang dapat berakibat
‘ ‘memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkman
,besar memberi manfaat ekonoml di masa yang akan
datang dalam bentuk kapa51tas, mutu produksi, atau
peningkatan standar kiﬁerja yaﬁg nilainya sebesar nilai
- satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus
ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) pada aset -
‘yang bersangkutan. o
2) Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran
pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi selumh :

kriteria sebagai berikut:
a) Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dlpehhara

(1) bertambah ekonomis /efisien, dan/atau

}(2) bertambah umur ekonomis, dan /atau
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- _ Imanfaat atau memben manfaat ekonomls dlmasa datang -

| (3) bertambah yolurr'xvel, dan/atau L L

o (4) bertambah kapa31tas produk31 v‘

bﬂ) N11a1 ruplah pengeluaran belanJa atas pemellharaan:‘v‘;f,"
- : aset tetap tersebut materlal/ meleb1h1 batasan’ "
_'_‘mmlmal kapltallsa31 aset tetap yang dltetapkan,: o
o i(capztalzzatlon thresholds) ' o

"V.Tldak termasuk dalam pengertlan mcmperpanjang masa | f L

dalam R bentuk pemngkata.n ‘ kapaSItas/volume,

e .’pemngkatan eﬁswnSI, pemngkatan mutu produk31 atau:’;‘

| .;penmgkatan standar klnerja adalah pemellharaan/;f'

- untuk mempertahankan v aset tetap ‘tersebut - agarf;f}. e

: berfungSI ba1k/ normal leecuahkan pengeluaran untuk - -»

"perba1kan/ penambahan yang mempakan pemehharaan‘,v,v}

- _'rutm/ berkala/ tenadwal atau yang dlmaksudkan hanya,;':f e

belan_]a pemellharaan Jalan apabﬂa memenuh1 kr1tena‘ S
,, menambah manfaat ckonom1 aset tetap dan batasan :‘ |
o kapltahsa31, dlcatat sebagau aset tetap R

iBatasan mlmmal kapltallsas1 aset tetap (capztalzzatlon ST

| 'thresholds) dltetapkan sebagau berlkut

‘No | . ASE’I‘ TETAP NILAL KAPITALISASI

: Peralatan dan Mesm | Rp.  500.000,00

»|w|o|-|2

. | Jalan Irigasi dan Jarmgan

5. | Aset Tetap Lamnya o ‘Tidak dibatasi

B 6." ) Konstruksi dalam S Tidak :d‘ib‘a»tasi‘ 1 o

pengelj aan

Penyusutan

1) Mctode pcnyusutan yang d1pergunakan adalah Metode

gans lurus (strazght lme method)

2) ‘Metode penyusutan gans lurus dlhltung dengan rumus

sebaga1 berlkut

Penyusutan per Per1ode N11a1 Vang dapat dlsusutkan
R O Masa rnanfaat :

os4

Tanah -~ . - . . | Tidak dibatasi |- SR
Gedung dan Bangunan | Rp. 15.000.000,00] - -
“Jdalan | Rp._10.000.000,00 |

© |-Irigasi =~ | Rp. 5.000.000,00
|-Jaringan - .- . |- Rp. ~1.000.000,00 }



: 5

Penghltungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap
dilakukan untuk setiap Aset Tetap;

4) Periode penghitungan penyusutan aset tetap pahng :
sedikit dilakukan per semester;

5) Hasil penghitungan dan pencatatan penyusutan aset
tetap menjadi bahan penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah;

6) Nilai penyusutan untuk masmg—masmg periode diakui
sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi
Penyusutan Aset Tetap sebagal pengurang nilai aset

- tetap.

7) Penetapan tentang masa manfaat aset tetap sebagaimana
pada tabel dibawah ini :

ST T  Masa

Kodiﬁl_;aSi Manfaat

o B EIaR (Tahun)

1 3 - ASET TETAP

113 (2 Peralatan dan Mesin

1 3 |2 |01 | Alat-Alat Besar Darat : 10

113 |12 |02 | Alat-Alat Besar Apung : - 8

11 3 |2 |03 | Alat-alat Bantu ‘ 8

1{ 3 |2 |04 | Alat Angkutan Darat Bermotor 8

1} 3 |2 |05 | Alat Angkutan Berat Tak Bermotor 2

1/ 3 |2 |06 | Alat Angkut Apung Bermotor 10

1{ 3 |2 |07 | Alat Angkut Apung Tak Bermotor 3

1l 3 [2 |08 | Alat Angkut Bermotor Udara 20

1] 3 |2 [09 | Alat Bengkel Bermesin 10

1} 3 |2 |10 | Alat Bengkel Tak Bermesin ' 5

11 3|2 |11 | Alat Ukur ' 5

1{ 3 |2 {12 | Alat Pengolahan Pertama.n 4

1/ 3 (2 |13 [ Alat Pemeliharaan Tanaman/ Alat 4

: Penyimpan Pertanian

1 3 |2 |14 | Alat Kantor 5

1 3 |2 {15 | Alat Rumah Tangga 5

11 3 {2 | 16 | Peralatan Komputer 4

1 3|2 |17 | Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5

113 {2 |18 | Alat Studio , 5

13 (2 |19 | Alat Komunikasi - 5

1} 3 |2 |20 | Peralatan Pemancar 10

1/ 3 |2 |21 | Alat Kedokteran 5

1| 3 [2 |22 | Alat Kesehatan , )

1/ 3 |2 |23 | Unit-Unit Laboratorium 8

1| 3 |2 |24 | Alat Peraga/Praktek Sekolah 10

1 3 {2 |25 | Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir 15

1 3 |2 |26 | Alat Laboratorium Fisika 15

‘ Nuklir / Elektronika
‘1| 3 |2 |27 | Alat Proteksi Radiasi / 10
: Proteksi Lingkungan
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‘ Kodifikasi | - |  Manfaat
SRR EURIS STRtin | (Tahun)
1} 3 12 |28 | Radiation Aplication and Non 10 -
Destructive Testing Laboratory

1{ 3 [2 [29 | Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 8
1/ 3 |2 |30 | Peralatan Laboratorium Hidrodinamika 15
113 |2 |31 | Senjata Api ’ ‘ 10

1{ 3 |2 | 32 | Persenjataan Non Senjata Api 4

1] 3 |2 |33 | Alat Keamanan dan Perlindungan 5
11313 Gedung dan Bangunan

1] 3 {3 {01 | Bangunan Gedung Tempat Kerja 50

11 3 | 3 | 02 | Bangunan Gedung Tempat Tinggal 50

1/ 3 | 3 |03 |Bangunan Menara 40
1{ 3 |3 |04 | Bangunan Bersejarah 50
1) 3 |3 |05 | Tugu Peringatan S0
1133 [06 |Candi 50

1} 3 |3 | 07 | Monumen/Bangunan Bersejarah 50
1| 3 | 3 |08 | Tugu Peringatan Lain 50
11 3 13 |09 |Tugu Titik Kontrol/Pasti 50
1{3 |2 |10 | Rambu-Rambu : 50

1] 3 |2 | 11 |[Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara 50

1{ 3 |4 - | Jalan, Irigasi, dan Jaringan

13 {4 |01 |Jalan 10 -
1{ 3 {4 |02 | Jembatan 50

1 3 |4 |03 | Bangunan Air Irigasi 50 -
113 |4 |06 |Bangunan Pengaman Sungai 10

dan Penanggulangan Bencana
1] 3 [4 |07 |Bangunan Pengembangan Sumber 30
- | Air dan Air Tanah v

1 3 |4 | 08 |Bangunan Air Bersih/Baku 10
1 3 [4 | 10 Bangunan Air : 10
11 3 |4 | 11 |Instalasi Air Minum/Air Bersih 30

1l 3 |4 |12 |Instalasi Air Kotor 30
1/ 3 [4 | 13 [Instalasi Pengolahan Sampah 10

| 11 3 |4 { 14 |Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan 10

1| 3 |4 | 15 [Instalasi Pembangkit Listrik 40

1 3 |4 | 16 [Instalasi Gardu Listrik 40
1] 3 |4 | 17 |Instalasi Pertahanan 30
1 3 |4 | 18 |Instalasi Gas 30
1 3 |4 {19 |Instalasi Pengaman 20
1| 3 |4 |20 |Jaringan Air Minum 30
1 3 |4 |21 |Jaringan Listrik 40
1 3 |4 |22 |Jaringan Telepon 20
1| 3 {4 |23 |Jaringan Gas 30
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8) Aset tetap yang tidak disusutkan yaitu‘ Tanah,
konstruksi- dalam pengerjaan, dan aset tctap lamnya
selain aset tetap renovasi.

9) Aset Tetap Lamnya selam aset tetap renovasi tldak
dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan
dltexfapkan penghapusan pada saat aset Tetap lainnya
tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

10} Untuk penyusutan aset tetap lainnya- aset tetap renovasi
dilakukan sesuai umur ekonomis mana yang lebih
pendek antara ‘masa manfaat aset dengan masa
sewa/pinjaman. - | | ’

11) Aset Tetap yang d1rekla81ﬁka51kan sebagai Aset Lainnya
dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak

i Ketlga dan Aset Idle disusutkan sebagaimana layaknya

| Aset Tetap. | |

12) Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang

| ~ direklasifikasikan sebaga.l Aset Lamnya berupa :

a) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasafkan
berita acara, pernyataan oleh pengguna barang atau
dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan
kepada Pengelola Barang untuk dilakukan
pcnghapusannya, dan '

- b) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau
usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang
untuk dilakukan penghapusan.

13)‘ Pelaksanaan penyusutan‘ dilakukan bersamaan dengan
penérapan basis akrual tefhitung sejak tahun

perolehannya.

“m. Renovasi Aset Tetap ,
1) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu asct tetap yang
bersifat direnovasi dan memenuhi kriteria kapitalisasi
| dan namun bukan milik suatu satker atau SKPD, maka
renovasi tersebut dicatat sebagai aset tétap lainnya. Biaya
yang dikeluarkan untuk melakukan renovasi umumnya

adalah belanja modal aset terkait.
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2) Berdasarkan obyeknya, renovasi aset tetap di

lingkungan satuan keﬁa atau SKPD dapai dibedakan

~ menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

a)

Renovasi aset tetap milik sendiri;

Renovasi aset tetap milik sendiri merupakan

 perbaikan aset tetap dilingkungan satuan kerja

atau SKPD yang memenuhi syarat kapitalisasi.
Renovasi semacam ini akan dicatat sebagai

penambah nilai perolehan aset tetap terkait.

~Apabila sampai dengan tanggal pelaporan
' renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau

‘sudah selesai pengerjaannya namun belum

diserahterimakan, maka akan dicatat ‘sebagai
KDP.

| b) Renovasi aset tetap bukan milik-dalam lingkup

- entitas pelaporan.

Renovasi bisa dilakukan antar UPT dalam’ Satu

- SKPD atau renovasi milik SKPD lain, yaitu

dimisalkan suatu SKPD pinjam pakai atas gedung

- perkantoran dari SKPD lain dan untuk

menunjang kelancaran kerja maka dilakukan
renovasi. '

Maka renovasi semacam ini, pada satuan kerja

- yang melakukan renovasi tidak dicatat sebagai

penambah nilai ‘perolehan aset tetap terkait

karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada

- pihak lain.

Renovasi tersebut apabila telah selesai dilakukan

- sebelum tanggal  pelaporan akan dibukukan

sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi dan .

~ disajikan di neraca sebagai kelompok aset tetap.

"Pada  akhir tahun anggaran dilakukan

penyerahan pekerjaan pada SKPD pemilik ‘aset

sesuai ketentuan ’pcraturan yang berlaku dan

}di_lakukan koreksi pengurangan pada neraca
SKPD yang melakukan renovasi pada aset tetap
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lainnya-aset renovasi dikeluarkan dari Neraca dan |
berdasarkan BAST SKPD pemilik akan mencatat ,.

sebagai aset tetap 'd‘alam neraca sesuai kelompbk

.asemya' - Namun apabila sampai akhir periode

pelaporan belum dllakukan ‘penyerahan (muta31 aset
tetap) maka SKPD yang melakukan renovasi akan
mencatat” pada kelompok aset tetap lamnya — aset
renovasi. ' ‘

Apabila ~sampaiv dengan tanggal pelaporan renovasi
tersebut belum selesai dikerjakan,v maka akan dicatat
sebagai ‘konstruksi dalam pengerjaani (KDP} padé

SKPD yang melakukan renovasx dan dljelaskan dalam
CALK | | |
Renovasi aset tetap bukan mlhk—dlluar llngkup ent1tas
pelaporan | ' ’ ‘

Dimisalkan perﬁeriritah ‘daerah pinjam ‘pakai atai;t

| mempergunakéiri - gedung  perkantoran . milik

pemerintah pusat atau provinsi dan . guna

memperlancar pelaksanaan pekerjaan dilakukan
renovasi, dan dianggarkan di belanja modal asét tetap'
lainnya ~ aset renovasi. - - |

Pada akhir tahun anggaran akan dilakukan
penyerahan pekerjaan pada pemerintah pusat atau

provinsi sesuai ketentuan pératurén yang berlaku dan 3
berdasarkan BAST yang berlaku rnaka aset tetap

lainnya-. aset tetap renovasx tcrsebut akan dikoreksi
dlkeluarkan dari neraca dan mencatat di Laporan
opersmnal (LO) sebagai beban hibah.

Bcrdasarkan BAST pemerintah pusat atau provinsi
aken mencatat sebagai aSet i;ctap dalam neraca seSuaj
kelompok asetnya, ‘dan  mencatat di Laporan
Operasional (LO) sebégai péndapatan hibah. |
Namun apabila sampai bdengan-‘ tanggal »pelaporavrvivv

belum dilakukan serah terima pada pemerintah pusat
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d)

atau prov1n31 maka pemermtah daerah pada satuan
kelja terkait akan mencatat di Aset tetap lainnya aset
renovasi sesuai dengan belan_]a modalnya.

Apabila renovasi tersebut belum selesai dikerjakan
sampai dengan'tanggal pelapoi'an, maka akan dicatat
sebagal konstruk31 “dalam pengerjaan (KDP) pada
pemcnntah daerah di satuan kerja terkait yang
melakukan renovasi dan dijelaskah dalam CALK

Penetapan tentang penambahan masa manfaat aset

~ tetap “akibat perbaikan (reno?asi/ restorasi/overhaul)

sebagaimana pada tabel dibawah ini :

.Prosentase Penambahan -
renovasx/restorasx/ overhaul - . Masa
- dari Nilai Perolehan s.d. = | - - L
S o Penode Sebelumnya '
Alat Besar . .
Alat Besar Darat Overhaul >0%s.d.30% 1
>30%s.d50% 3
>50 % 5
Alat Besar Apung | Overhaul >0%s.d.30% 1
' >30%s.d50% 2
>50 % 4
Alat Bantu Qverhaul >0%s.d.30% 1
‘ >30%s.d50% 2
>50% - 4
Alat Angkutan :
Alat Angkutan Overhaul >0%s.d.25% 1
Darat >55%s.d50% 2
Bermotor >50%s.d75% 3
>75% 4
Alat Angkutan Overhaul >0%s.d.30% 0
Darat Tak >30%s.d50% 1
Bermotor >50 % 2
Alat Angkutan Overhaul >0%s.d.25% 2
Apung : >25%s.d50% 3
Bermotor >50%s.d75% 4
>75% 6
Alat Angkutan Renovasi >0%s.d.30% 0
Apung Tak
Bermotor >30%s.d50% 1
' >50 % 2
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: - Prosentase - - | penambahan
-renovasi/restorasi/overhaul | - Maga .
" Jenis - "-dari Nilai Perolehan s.d. -~ | - Manfaat |
e - Periode Sebelumnya - | (Fahun)
Alat Angkutan Overhaul >0%s.d. 25% 3
Bermotor Udara - : >25%s.d 50% 6
>50%s.d 75% 9 -
>75% 1
Alat Bengkel dan
Alat Ukur .
Alat Bengkel Overhaul >0%s.d. 25% 1
Bermesin- .
>25%s.d 50% 2
>50%s.d 75% . 3
>75% 4
Alat Bengkel Tak | Renovasi | - >0%s.d. 25% 0
ber Mesin ‘
>25%s.d 50% 0
- >50%s.d 75% 1
>75% 1
Alat Ukur Overhaul >0%s.d. 25% 1
>25%s.d 50% 2
. >50%s.d 75% 2
>75% 3
Alat Pertanian
Alat Pengolahan Overhaul >0% s.d. 20% 1
>21% s.d50% 2
>50% s.d 75% 3
>75% 4
Alat Kantor Overhaul >0%s.d. 25% 0
Alat Kantor >25%s.d 50% 1
>50%s.d 75% 2
>75% 3
Alat Rumah Tangga| Overhaul | - - >0%s.d. 25% 0
>25%s.d 50% 1
>50%s.d 75% 2
>75% - 3
Alat } Overhaul >0%s.d. 25% 1
Studio,Komunikasi .
dan Pemancar .
Alat Studio >25%s.d 50% 1
- ' >50%s.d 75% 2
>75% 3
Alat Komunikasi Overhaul >0%s.d. 25%

>25%s.d 50%
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>50%s.d 75% -

> 75% o

>75% .. . - 3
Peralatan Pemancar| Overhaul | »>0% s.d. 25% S 2
a >25% s.d 50% - - .3
>50%sd75% - .4
- >75% . 5
. [Peralatan | Overhaul | >0% s.d. 25% - 2
Komunikasi =~ [ — YR
Navigasi .~ o P25% S,v’d,so%"_ : 5
- >50% s.d 75% - T
- >75% .. 9
‘ Alat Kedokteran - _ S R
- |Alat Kedokteran Overhaul | . - >0% s.d. 25% 0
’ o - ' - >25% s.d 50% 1
. >50% s.d 75% -2
>75% - 3
~ |Alat Kesehatan Overhaul | >0% s.d. 25% 0
E : » - ' - >25% s.d 50% . o1
- >50% s.d 75% - 2
>75% . - -3
Alat laboratorium : e
* [Unit Alat - _ Overhaul |  >0% s.d. 25% . -1
. Jlaboratorium - - R >25% s.d 50% 2
>50% s.d 75% 3
C>75% . 4
. [UmitAlat - | Overhaul | >0% s.d. 25% 1
 laboratorium Kimia ' >25% s.d 50% . 2
+[Nuklir . >50% s.d 75% 3
‘ >75% -4
 |Alat Laboratorium | Overhaul | >0% s.d. 25% 1
 [Fisika . - >25% s.d 50% 2
.>50% s.d 75% .3
>75% 4
- |Alat Proteksiradiasi | Overhaul >0% s.d. 25% - 1
|/ Proteksi ' - >25% s.d 50% . -2
Lingkungan >50% s.d 75% 3
; ) >75% - . -4
v Radiation == = Overhaul | @ >0%s.d.25% - . .
. |Application & Non [ : " >25%s.d 50% - - )
- [Destructive Testing T 350%s.d75% 3
- {laboratory ' o .
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i‘;:Prosentase . Penambahan
rcnovam /restorasi/ overhaul»
dari Nilai Perolehan s.d.”'-
Periode Sebelumnya. -
Alat laboratorium | Overhaul >0% s.d. 25% 1
Lingkungan ' ‘ ->25% s.d 50% 2
Hidup >50% s.d 75% 3
>75% - 4
Peralatan Overhaul >0% s.d. 25% 1
Laboratorium >25% s.d 50% 2
Hidrodinamica >50% s.d 75% 3
>75% 4
Alat laboratorium | Overhaul >0% s.d. 25% 1
Sta.ndan'.sasi >25% s.d 50% 2
ﬁa::?ﬁf; f{asi >50% s.d 75% 3
>75% 4
Alat Persenjataan
Senjata Api Overhaul >0% s.d. 25% 1
>25% s.d 50% 2
- >50% s.d 75% 3
>75% 4
Persenjataan Non | Renovasi |~ >0% s.d. 25% 0
Senjata Api ' - >25% s.d 50% 1
' >50% s.d 75% 2
>75% -3
Senjata Sinar Overhaul >0% s.d. 25% 0
’ >25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 2
>75% - 3
Alat Khusus Overhaul >0% s.d. 25% 0
Kepolisian - : >25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 2
>75% 3
Komputer B
Komputer Unit Overhaul >0% s.d.50% 1
o >50% .- 2
Peralatan Komputer| Overhaul >0% s.d.50% - 1
o >50% 2
Alat Eksplorasi ,
Alat Eksplorasi Overhaul >0% s.d. 25% 1
Topografi >25% s.d 50% 2
>50% 3
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- Mesin =

. |Alat Eksplorasi Overhaul

.>25% s.d 50%

|Geofisika - -

>50%

. jAlat Pengeboran -

Alat Pengeboran

Overhaul

. >0% s.d. 25%

-

- >25% s.d 50%

N

>50% - .

on Mesin

~ IAlat Pengeboran

- >0% s.d. 25%

Renovasi

- >25% s.d 50%

. >50%

engolahan dan-

Alat Produks! . -

_|Pemurnian -

~ISumur

‘Renovasi’

- >0% s.d. 25% .

- >25% s.d 50%
>50% . :

Renovasi

- >0% s.d. 25% -

Produksi -

.>25% s.d 50% - -

. >50% 0

Pengolahan dan -

Overhaul

T >0%s.d. 25%

Pemurnian ==~ .

; >25% s.d 50%°

N

- >50%

~ platBantu - . |

 [Explorasi .

* [AlatBantu

N Explorasi =

ch_:rhaul

- >0% s.d. 25% .

C>25% s.d 50% -

[\

. >50% -

—]

" |Alat Bantu

>0% s.d. 25%

 lproduksi - . .

Overhaul

o >25% s.d 50% - - -

& -

>550%

- |Alat keselamatan (. -

" >0% s.d. 25% .

 [Alat Deteksi

Overhaul

>25% s.d 50% - -

- >50% - e e

" >0% s.d. 25% .

Alat Pelindung

-{'Renovasi |

>25%'s.d50% ..

N} =

.»50% .
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- >0% s.d. 25%

| Alat SAR -

~ >50% s.d 75%

Renovast 0
1 >25% s.d 50% 1.
>50% - 2
Alat Kerja Overhaul >0% s.d. 25% o " 0
.| Penerbang - - >25%s.d50% - 1
>50% - 2
| Alat Peraga ; R
| Alat Peraga Overhaul | " >0% s.d. 25% - 1
Pelatihan dan - | >25% s.d 50% 2
Percontohan - - ~>50% 3
Peralatan Proses /| SR
Produksi [ .~ | T o
Unit Peralatan - [ Overhaul |  >0% s.d. 25% -1
Proses / Produksi [ @ - © >25% s.d 50% 2
- . I >50% . -3 -
Bangunan Gedung| - A : :
Bangunan Gedung| Renovasi >0% s.d. 25% - .5
Tempat Kerja >25% s.d 50% - 1
S - >50% s.d 75% . . 1
>75% S
Bangunan Gedung| Renovasi | >0% s.d. 30% 5
Tempat . [~ — >30% s.d 50% 1
| Tinggal | >50% 1
Monumen - : . ST
- | Candi/ Tugu Renovasi >0% s.d. 30% -5
- | Peringatan / ] >30% s.d 50% 1
Prasasti = T >50% A 1
Bangunan Menara , S
Bangunan Menara| Renovasi |  >0% s.d. 30% - 5
Perambuan = ‘ >30% s.d 50% 1
. >50% 1
Tugu Titik Kontrol | - v
| / Prasasti R [ E
Tugu / Tanda | Renovasi | - >0% s.d. 30% 5
batas - >30% s.d 50% -1
- >50% - -1
~{ Rambu-rambu | N
| Rambu-rambu- | Overhaul | >0% s.d. 25% 1
Lalu lintas Darat ~ >925% s.d 50% 2
' 3
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;Pf°s¢?1ta§e Wil Penambahan |
si/restorasi/overhaul | Masa
- dari Nilai Perolehan s.d. - Manfaat
. Periode Sebelumnya | (Tahun) -
>75% ' 7
Rambu-rambu QOverhaul | - >0% s.d. 25% 1
Lalu lintas >25% s.d 50% 2
Udara >50% s.d 75% 3
>75% 4
Rambu-rambu Overhaul - >0% s.d. 25% 0
Lalu lintas . >25% s.d 50% 1
Laut >50% s.d 75% 2
>75% 3.
Jalan dan
Jembatan :
“{Jalan Renovasi >0% s.d. 30% 2
' >30% s.d 50% 5
>50% 1
Jembatan Renovasi >0% s.d. 30% 5
>30% s.d 50% 1
>50% 1
Bangunan Air
Bangunan Air Renovasi >0% 5.d.30% 2
Irigasi ’ >30% s.d 50% 5
>50% 1
Bangunan | Renovasi >0% s.d.30% 2
Pengairan Pasang >30% s.d 50% 5
Surut . >50% 1
Bangunan Renovasi >0% s.d.30% 2
Pengembangan >30% s.d 50% 5
Rawadan Polder >50% I
Bangunan Renovasi >0% s.d.30% 2
>30% s.d 50% 5
>50% 1
Bangunan Renovasi >0%s.d.30% 2
Pengembangan - - >30%s.d50% 5
Sumber air dan >50% 10
Tanah ?
Bangunan Air Renovasi >0%s.d.30% 2
Bersih/Air . >30%s.d50% 5
Baku - >50% 1
Bangunan Air Renovasi >0%s.d.30% . 2
>30%s.d50% )
>50% 1
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T S | rer'ifqvaéi"/ restorasi/ ovefﬁéul’- >.-Pe§§4n;22haq 2,
~ - Uraian . | Jenis - dari Nilai Perolehan s.d. |
Instalasi , e
Instalasi Air Renovasi >0%s.d.30% - 2
Bersih/Air baku >30%s.d50% 5
>50% 1
Instalasi Air Kotor | Renovasi >0%s.d.30% 2
>30%s.d50% 5
>50% -1
Instalasi . Renovasi >0%s.d.30% 2
Pengelolahan >30%s.d50% 5
Sampah >50% 1
Instalasi - Renovasi >0%s.d.30% 2
Pengolahan Bahan v >30%s.d50% 5
Bangunan >50% 1
Instalasi Renovasi >0%s.d.30% 2
Pembangkit Listrik >30%s.d50% 5
: >50% 1
Instalasi gardu Renovasi - >0%s.4.30% 2
Listrik >30%s.d50% 5
>50% 1
Instalasi Renovasi >0%s.d.30% 2
Pertahanan : >30%s.d50% 5
: >50% 1
Instalasi gas Renovasi >0%s.d.30% 2
- >30%s.d50% 5
>50% 1
Instalasi Renovasi >0%s.d.30% 2
Pengaman >30%s.d50% 5
>50% 1
Instalasi Lam Renovast >0% s.d.30% 2
>30% s.d 50% 5
>50% 1
Jaringan o -

Jaringan air Overhaul >0% s.d.30% 2
Minum ' >30% s.d 50% 5
>50% -1
Jaringan Listrik Overhaul >0% s.d.30% 2
N >30% s.d 50% 5
>50% - - 1
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- “:iProsentase -
»enovasx / restorasi/ overhaul
. dari Nilai Perolehan s.d. .

: Penode Sebelumnya

- ﬁéhambahéh

~“Jenis -

Jaringan Telepon } Overhaul >0% s.d.30% . 2
>30% s.d 50% -5

>50% 1

Jaringan Gas Overhaul >0% s.d.30% ' 2

’ >30% s.d 50%

>50% - - 1

Alat Musik -} Overhaul >0% s.d.30% : 1
Modern/Band 330% s.d 50% - 2
3

>50%

Peralatan Olah

Raga .
Peralatan Olah Renovasi >0% s.d. 25% ) 0
Raga : ’ ->25% s.d 50% 1
>50% 2
ASET TETAP
RENOVASI
Peralatan dan Overhaul - >0% 5.d.30% 2
Mesin dalam | >30% s.d 50% 3
renovasi S0 S
Gedung dan Renovasi >0% s.d. 30% 5
bangunan dalam >30% s.d 50% |
Renovasi » >50% 1
Jaringan Irigasi | Renovasi/ >0% s.d. 30% 5
dan Jaringan - | Overhaul >30% s.d 50% ‘ 10
Dalam Renovasi , >50% _ 15
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. - e) Jlka penambahan masa manfaat meleblhl batas maksunal L

e sebagalmana tercantum dalam tabel penetapan masa :

manfaat maka yang dlgunakan adalah batas tertmggmya

o ’f n Penlla.tan Kembah Aset Tetap (Revaluatzon)

o :j; Pemlalan kembah atau revaluas1 aset tetap tldak d1perkenankan7'.‘ ’

 karena Kebljakan Akuntanm , Pemermtah Daerah menganut

] penllalan aset berdasarkan blaya perolehan : atau | harga- D

' pertukaran

}Penylmpangan dan ketentuan ini mungkm dllakukan berdasarkan :

e ketentuan pemenntah yang berlaku secara nasmnal

 . Dalam hal 1n1 laporan keuangan harus menjelaskan rnengenalz o

penylmpangan dan konsep blaya perolchan d1dalam penya_]lan ase P .

‘tetap serta pengaruh peny1mpangan tersebut terhadap gambaran _' |

o keuangan suatu Entltas Selisih antara n11a1 revaluaSI dengan n11a1 L

L tercatat aset tetap dlbukukan dalam ekultas

0. Penghentlan dan Pelepasan Aset Tetap

| Y,.fl) Suatu aset tctap dan akumula31 penyusutannya d1e11m1nas1‘ ‘:» SR

dan neraca dan dlungkapkan dalam Catatan atas Laporan f_i V, .

Keuangan ketlka dllepaskan atau b1la aset secara permanen ,‘ e

‘dlhentlkan penggunaannya dan dlanggap tldak mem111k1 | ‘_ R

| ,manfaat ekonom1/ sosial 81gn1fikan dlmasa yang akan datang RN

setelah ada Keputusan dan Kepala Daerah dan/ atau dengan S

_ 4 persetu_luan DPRD

,,»‘2)"'Dalam hal pelcpasan aset tetap merupakan ak1bat dar1
S pemlndahtanganan dengan cara dljual atau dapertukarkan'j.:j

sehmgga pada saat terjadmya transaks1 belum seluruh mlal )

i buku aset tetap yang bersangkutan hab1s dxsusutkan maka.f
sehslh antara harga jual atau harga | pertukarannya dengan;_
B .»'  n11a1 buku “aset tetap terkalt dlpcrlakukan | sebagal o

g Surplus/defisn pen_]ualan/pertukaran aset non lancar dan

dlsajlkan pada Laporan Operasmnal (LO) apablla harga JuaI.}A;F;_-»‘v"':fl-"}. R
Ea d1atas milai ;buku  dicatat sebagau surplus‘,‘f'»‘"-v' o

‘: penjualan/pertukaran aset tetap1 apablla harga Jual d1bawah3 ‘} ARy

mla_1 buku dlcatat sebaga1 defi31t penjualan / pertukaran aset R
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3)

Penerimaan kas akibat penjualan  dibukukan sebagai
pendapatan dan dllaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran
(LRA).

Aset tetap hilang harus dikeluarkan dari neraca setelah
diterbitkannya penetapan oleh pimpinan Entitas yang
bersangkutan berdasarkan keterangan dan pihak yang
berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Terhadap aset tetap yang hilang, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan perlu  dilakukan | proses untuk
mengetahui apakah terdapat unsur kelalaian sehingga
mengaklbatkan adanya tuntutan ganti rugi.

Aset tetap hllang dikeluarkan dari neraca sebesar nilai buku
Apabila terdapat perbedaan waktu antara penetapan aset
hilang dengan penctapan ada atau tidaknya tuntutan ganti
rugi; maka pada saat aset tetap dinyatakan hilang, Entitas
melakukan rek1a31ﬁka31 aset tetap hilang menjadi aset lainnya
(aset tetap hilang yang masih dalam proses tuntutan ganti
rugi). Selanjutnya, apablla berdasarkan ketentuan perundang-
undangan dipastikan tei"dapat tuntutan ganti rugi kepada
perorangan tertentu, maka}aset‘ lainnya tersebut direklasifikasi
menjadi piutang tuntutan ganti rugi. Dalam hal tidak terdapat
tuntutan ganti rugi, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi

menjadi beban.

| p. Penyajlan dan Pengungkapan Aset Tetap

1)

2)

Aset Tetap d1sa31kan dalam Neraca dan nnmannya dljelaskan
dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masmg-

| masing jenis aset tetap sebaga1 berikut:

a) Dasar penilaian yang dlgunakan untuk menent@kan nilai
tercatat :{carrying amount), ”apabﬂa telah dilaksanakan
sensus; v ‘

b) Rekonsiliasi Jumlah tercatat pada awal dan akhlr penode
yang menunjukkan :

(1) penambahan;

(2) pelepasan; . . ‘

(3) akumulasx penyusutan dan perubahan mlax jika ada,
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3

4) mutaiéi asét tetaﬁ lainnya.

Informasi penyusutan, meliputi:

(1) nilai penyusutan; v

(2) metode pehjrusutan yang digunakah-

(3) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;

(4) nilai tercatat bruto dan akumulam pcnyusutan pada
awal dan akh1r periode. '

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengungkapan aset
tetap adalah sebagai berikut:

a)

b)

d)

Aset tetap yang tidak dlgunakan untuk keperluan'
operasional Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi
aset tetap dan harus disajikan di posvvaset lainnya sesuai

dengan mleu tercatatnya.

J 1ka penyelesalan penger_]aan suatu aset tetap melebihi dan

atau melewati satu perlode tahun anggaran, maka aset
etap yang belum selesai tersebut dlgolongkan dan
dilaporkan sebagau konstruksx dalam pengerjaan sampal
dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang
memperpaﬁjang masa manfaat ‘atau ‘yang ‘kemungkinan
besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang
dalam bentuk kapasitas, mutu produkéi, atau peningkatan
standar kinerja; dan memenuhi nilai batasan kapitalisasi
harus ditambahkan pada mla1 tercatat aset yang
bersangkutan

Pemerintah Daerah tidak harus menyajikan aset bersejarah

(heritage assets) di neraca namun aset tersebut harus

. Adxungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beberapa - aset | bersejarah juga memberikan potensi
manfaat lainnya kepada Pemerintah Daerah selain nilai
sejarahnya, sebagai ~ contoh bangunan  bersejarah

digunakan untuk mang perkantoran. Untuk kasus

,tersebut aset ini akan diterapkan prinsip- prm31p yang

‘sama sepcrtl asct tetap lainnya.

Aset tetap yang secara permarnen dlhenukan atau dxlepas

harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam
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Catatan atas Laporan Keuangan
g) Suatu aset tetap dlellmlna81 dan neraca ketika dllepaskan
~ atau bila aset secara permanen dlhentlkan penggunaannya
dan tidak ada manfaat ekonomis masa yang akan datang.
Eliminasi aset tetap tersebut didasarkan pada taﬁggal
transaksi'yang tertera pada dokumen bukt‘i- pendukung.
h) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif
- Pemerintah Daerah tidak memenuhi deﬁnisi aset tetap dan
~ harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan n11a1
tercatatnya (carrying amount).
i) - Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap
- ‘_térsebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi
kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset
tetap akan disajikan dengan penyesuman pada masmg-

: masmg akun aset tetap dan akun ekuitas.

' q Akuntansi Konstruk31 Dalam Penger_]aan

)

3)

Konstruksi d‘alam pengeljaan mencakup aset tetap yang
sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca
belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam
pengerjaan mencakup pefalatan dan mesin, gedung dan
bangunan jalan, irigasi dan jarmgan, dan aset tetap lainnya
yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya
merhbutuhkah suatu periodé waktu tertentu dan belum
selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya
memerlukan suatu periode waktu tertentu.  Periode waktu
peroléhan tersebut bisa lebih dari satu periode Akuntansi.
Perélehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri
(swakelola) atau melalui pihak ‘ketiga dengan kontrak
konstruksi.
Péngakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan
Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam
Pengerjaan pada saat penyusunan laporan kcuangan jika: |
a) Besar kémungkinan ‘bahwa manfaat ekonomi masa yang
akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan
- diperoleh; dan - | |

b) Blaya perolehan tersebut dapat d1ukur secara andal; dan
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c) Aset tersebut ma81h dalam proses pengexjaan

4) Konstruksi Dalam Penger_laan merupakan asef yang |

dlmaksudkan » dxgunakan untuk operasmnal Pemermtah'f o

Daerah atau dlmanfaatkan oleh masyarakat dalam _]angka L

- panjang dan oleh karenanya d1klas1ﬁkasxkan dalam aset tetap.

- 9) Konstruk51 Dalam Pengcljaan apabﬂa telah selesal dlbangun | |

dan sudah dlserahtcrlmakan akan dlrekla81ﬁka81 menjadl aset T

i tetap sesuai dengan kelompok asetnya .
2 6) Pengukuran Konstruk31 Dalam Penger_]aan

Konstruk31 Dalam Pengerjaan dlcatat dengan blaya perolehan .

‘} ,7) Nilai konstruk31 yang dlker_]akan secara swakelola antara lain:

- | a) Biaya ‘yang berhubungan langsung dengan keglatan
- konstruks1, SRR o I |
'b') | Blaya yang dapat dlatrlbu31kan pada keglatan vpada L

o :»f'umumnya dan dapat dlalokasﬂ{an ke konstruks1 tersebut

c) ) Biaya lam ‘yang secara khusus dlbayarkan sehubunganua_’ }‘ o

». konstruk31 yang bersangkutan

-8}"B1aya-b1aya yang berhubungan langsung dengan keglatan

‘ | konstrukSI antara laln mellputl

: a) Blaya pekerja lapangan termasuk Pen}'eha, ’, o

c) .B1aya pemmdahan sarana peralatan, bahan—bahan dan ,'
o dan ke tempat Ioka31 pekeljaan, » . s
| d) Biaya penyewaaa.n sarana dan pfasarana |

e) 'Blaya rancangan ‘dan bantuan tekms yang secara langsung .
- }berhubungan dcngan konstruk31, SCpCl‘tl blaya konsultan

. perencana.

':"9)"Blaya-b1aya yang dapat dlatrlbuSIkan ke dalam keglatan

s ‘konstrukm v pada umumnya dan dapat d1aloka31kan ke s
i . konstruksn tertentu, mellputl o ' o
_ | 1. 'Asuranm, | o ' _ o
| 2 ‘ Blaya rancangan dan bantuan tekms yang secara udak""
» . langsung berhubungan dengan konstruks1 tertentu, R
) B1aya-b1aya lam yang dapat dudentlﬁkamkan untukf'_
',,keglatan konstruk31 yang bersangkutan scpertl b1aya, |

o mspeksx
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10) Penghenhan Konstruks1 Dalam Pengerjaan )
: penghenUan KDP dapat berupa penghentlan sementara dan -
- vpenghentlan permanen Apablla suatu KDP dlhentlkan )

i o pembangunannya untuk sementara waktu maka KDP tersebut oy

}tetap dlcantumkan ke dalam neraca dan keJadlan ’ini_;v

dlungkapkan secara memada1 di dalam Catatan Atas Laporan

v Keuangan Namun apablla pembangunan KDP dn’encanakan o

,:’,':’untuk dlhentlkan pembangunannya secara permanen, maka o .

'saldo KDP tersebut harus dlkeluarkan dar1 neraca dan

‘ke_]adlan ini- dlungkapkan secara memadal dalam Catatan Atas R -

’ ‘Laporan Keuangan T o
11) Pengungkapan Konstruks1 Dalam Pengerjaan | o
~ ,Suatu Entltas harus mengungkapkan 1nforma31 mengenarf' |

| Konstruk31 Dalam Pengerjaan pada akh1r perlode Akuntan31

‘a) RlnClan kontrak konstruk81 dalam Pengerjaan benkut"

. ﬂtlngkat penyelesalan dan _]angka waktu penyelesalannya e

bji" Nilai kontrak konstruk51 dan sumber pemblayaaHHYa, o ;, .
o 0) aJumIah blaya yang telah dlkeluarkan N o
- d) Uang muka ker_]a yang dlbenkan dan L

SRR j,é)_ Retcnsx T T A

3 Dana Cadangan CiT o

a DCﬁHISI Dana Cadangan T

1) Dana Cadangan adalah dana Yang d1s1s1hkan untuk o

¥ menampung kebutuhan Yang memerlukan dana relatlf besar :

yang t1dak dapat d1penuh1 dalam satu tahun anggaran

2) Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan akan : Lo

v o dlatur dengan peraturan daerah schmgga dana cadangan o
 tidak dapat dlgunakan untuk peruntukan yang lam

"::'>"'.:Peruntukan dana | cadangan blasanya dlgunakan untuk o

P :-pembangunan aset mlsalnya rumah Saklt pasar 1nduk atau T

e gedung olahraga f‘ Lo o
3) Dana cada.ngan dapat dlbentuk untuk leblh dan satu
| peruntukan Apablla terdapat lebxh dan satu peruntukan,

', ‘maka dana 'cadangan d1r1n<:1 j menurut B tujuan -

- o pembentukannya
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b Pengal«:uan Dana Cadangan A

Dana Cadangan dlakul pada saat terjadl pemmdahan klas1ﬁka31il»°"

dar1 kas ke dana cadangan

c. Pengukuran Dana Cadangan | o

1) Dana Cadangan dlukur sesua1 dengan mla_l nommal dan kas o

yang dlklasxﬁkamkan ke dana cada.ngan _

- 2) Pencairan Dana Cadangan mengurang1 Dana Cadangan yang
bersangkutan _ - ' ) _' RS ,

| 3) Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan

yang bersangkutan

4) Hasﬂ-hasﬂ yang dlperoleh darl pengelolaan Dana Cadangan di o

Pemermtah Daerah merupakan penambah Dana Cadangan

d Penyajlan dan Pengungkapan Dana Cadangan

1) Dana Cadangan dlsa_]lkan dalam Neraca pada kelompok Aset o

g Non Lancar R1n01annya dljelaskan dan dlungkapkan dalam
. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) .
2) Hasil- hasﬂ yang dlperoleh dar1 pengelolaan Dana Cadangan
dicatat sebaga1 pendapatan-LRA dalam- pos pendapatan asli

daerah la1nnya,v kemudlan dltambahkan “dalam 'Dana B '

" Cadangan dengan mekanlsme pembentukan Dana Cadangan o "

dengan nlla.t sebesar hasﬂ yang dlperolch dar1 pengelolaan " |
| Lvtersebut Hal ‘ini Juga perlu dlungkapkan dalam dalam’

o Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

4 Aset Lamnya ST |
a. Deﬁrnsl Aset Lalnnya I - v
1) Aset Lalnnya merupakan aset Pemermtah Daerah yangv

-tldak dapat d1k1a81ﬁka31kan sebaga1 aset Iancar,v o

1nvesta31 Jangka pan_]ang, aset tetap dan dana'._
o ,cadangan o D '
2) Terrnasuk d1 dalam Aset Lamnya adalah
a) _,Taglhan Plutang Penjualan Angsuran, » |
b) Taglhan ’I‘untutan Gant1 Kerug1an Daerah
9 Kemltraan dengan Plhak Ketlga, “
d) Aset Tldak Bcrquud o
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e) Aset Lam-lam |
3) Tagihan penjualan angsuran menggambarkan Jumlah
yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah

Daerah secara angsuran kepada pegawai Pemerintah

Daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain

adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan

dmas ,

4) Jenis Aset Kemltraan dengan plhak ketlga adalah:

‘a) Aset Kerjasama/ Kemitraan adalah aset tetap jrang
dlbangun atau digunakan untuk menyelenggarakan
kegiatari’ kerjasama/ kemitréém.' | ’

b) Bangun, Guna, Serah - BGS (Build, - Operate,

| Transfer - BOT), adalah pemanfaatan tanah milik
pemerintah oleh pihak lam dengan mendirikan
"bahgunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya,
 kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut
délam jangka waktu vtertenf:u yang telah disepakati,
untuk - selanjutnya tanah beserta bangunan
dan/ atéi_l sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan
kembali - kcpada pengelola  barang  setelah
berakhirnya jangka waktu kerjasama BGS. |

<) Bangun,. Serah, Guna - BSG (Build, Transfer,

| Operate - BTO) adalah pemanfaatan tanah milik
pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan
bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya,
dan setelah Selesai- pembangunannya diserahkan
kepada pengelola barang untuk kemudian |
dldayagunakan oleh plhak lain tersebut selama
jangka waktu tertentu yang dlsepakatl. '

d)h Kerjasama Pemanfaatan {KSP) adalah
pendayagunaan Barang Milik Negara oleh pxhak lain
dalam jangka waktu tertentu dalam rangka
‘peningkatan penerimaan Negara bukan pajak' dan -

sumber pembiayaan lainnya.
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e)‘

Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka Wakm_
dimana Pemenntah dan mltra kerjasama mas:h

tenkat dengan perjanjian keljasama/ kemitraan.

5) Aset tidak berwujud adalah aset nonkeuangan yang

dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik

serta dimilikivv untuk digunakan dalam menghasilkan

barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya

termasuk hak atas kekayaan inteléktual.
6) Jenis Aset Tidak Berwujud adalah:

a)

b)

| N

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh

suatu  Entitas = akibat adanya  pembelian

kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill

- dihitung berdasarkan selisih antara nilai Entitas

berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi

perahhan/penjualan kepentmgan/ saham dcngan

~ nilai buku kekayaan bersih perusahaan.
‘Hak Paten, Hak Cipta adalah hak-hak yang pada

dasarnya - diperoleh karena adanya kepemilikan
kekayaan intelektual atau atas ‘suatu pengetahuan

teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan

" manfaat bagi Entitas. Di samping itu dengan adanya |
‘hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset

tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak

berhak _untuk memanfaatkannya.
- Royalti adalah nilai manfaat ekonomi yang
~akan /dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak

paten/ hak lainnya pada saat hak dimaksud akan v
dimanfaatkan oleh orang, mstan31 atau perusahaan"

lain.

- Software komputer yang masuk dalam kategori Aset -
Tidak  Berwujud adalah software yang bukan

merupakan baglan tak terplsahkan dari hardware

komputer tertentu. Jadi software m1 adalah yang
| bdapat dlgunakan di komputer lain. .

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik Hak Paten
“atau Hak Cipta yang diberikan kepada pihak lain
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berdasarkan perjanjian -p‘emb-erian' ~hak untuk
menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak
Kekayaan Intelektual yang diberi- perhndungan ,
dalam }angka waktu dan syarat tertentu |
- f) Hasil Kapan/Penelltlan yang membenkan manfaat
. jangka panjang ‘adalah  suatu “ kajian atau
pengembangan yang memberikan manféat ekonomis
dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang
dapat d11dent1ﬁkas1 sebagal aset.
g) Aset Tidak Berwujud Lainnya merupakan jenis Aset
' T1dak Berwujud yang tidak dapat d1kelompokkan ke
- dalam jenis Aset Tidak Berwu_]ud yang ada |
h) Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan
-Terdapat kemungkman pengembangan suatu Aset
Tidak Berwu1ud yang diperoleh secara internal yang |
jahgka ,waktli penyelesaiannya melebihi satu tahun
anggaréri atau pelaksanaan . pengembaﬁgannya‘
melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti
ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam
rangka pengembangan tersebut sampai vdengan>»
tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tidak
Bérwujﬁd dalam Pengerjaan (intangible asset — work

in progress), dan setelah pekerjaan selesai kemudian

akan direklasifikasi menjadi Aset Tidak Berwujud o

yang bersangkutan.

7) Aset Lain-lain adalah Aset tetap yang dlmaksudkan- |
untuk dlhentlkan dari penggunaan aktif pemerintah

| direklasifikasi ke bdalam“Aset Lain-lain. Hal ini dapat
~disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset
teteip yang ,_tidak‘digunakan karena sedang menunggu

. proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli,"
penghibahan, penyértaan.modal) | | |

8) Klasifikasi _ éset lainnya secarai‘ terinci diuraikan dalam

Bagan Akun Standar (BAS).
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b

Pengakuan Aset Lainnyav

1)

2)

3)

Aset lainnya diakui pada saat diterima atau

, kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Tagihan penjualan angsuran diakui saat transaksi

penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas serta aset

~ lainnya kepada pegawai terjadi berdasarkan dokumen

“sumber Memo ’Penyesuaian‘ (MP). Memo ini dibuat

berdasarkan informasi dari Béndahara Pengeluaran atau

BUD tentang terjadinya transakm penjualan rumah, =

kendaraan dinas dan lain-lain. - . ‘
Tuntutan Ganti Rugl dlakul bila telah memenuhi

~ kriteria:

(a) Telah'uditandatahganinya Surat keterangan Tanggung
Jawab Mutlak (SKTJ M); atau ‘

v(b) Telah d1terb1tkan Surat - Keputusan Pembebanan "

Penggan‘uan Kerugian (SKP2K) kepada pihak yang
dikenakan Tuntutan Ganti Rugi. '
Kemitraan" dengan Pihak Ketiga diakui saat: .
(@) Aset Kexjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi
perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan
~ perubahan klasifikasi asct dari aset tetap menjadi aset
kerjasama/kemitraan. |
(b) Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau

sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerjasama

BSG, diakui pada saat pengadaan/pembangunan
Gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai

dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.

(c) Dalam rangka kerja sama pola BSG/BTO, harus

diakui adanya Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga,
yaitu sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan
telah diserahkan kepada Pemerintah pada saat proses

- pembangunan selesai.
(d} Setelah masa perjanjlan kerjasama berakhlr, aset
kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat
pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada

Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.
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S)

6)

(e) Penyerahan kembali objek kerjasama beserta
fasﬂltasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan )

~ setelah berakhlrnya perjanjian dltuangkan dalam -
berita acara serah terima barang.

(f) Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta
- bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/ kemitraan
ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola

Barang. .

(g} Klasifikasi aset hasil kerjasama/ kcmitraé.n berubah
vdan “Aset Lamnya menjadl “Aset Tetap ‘sesuai

jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah

ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola
Barang. , .
Aset Tidak Berwujud diakui pada saat:

Manfaat ekonomi di masa datang yang dlharapkan atau

jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tidak Berwujud |

tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh Entitas;
dan - o o
Pengakuan Aset Lain-lain diakui pada saat dihentikan
dari penggunaan aktif pemermtah dan direklasifikasikan
ke dalam aset lam-lam

¢. Pengukuran Aset Lainnya |

1)

2)

3)

4)

Aset lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau
sebesar nilai wajar pada saat perolehan. .
Pengukuran Tagihan Penjualan Angsuran dilakukan
berdasarkan nilai>,_ nominal dari kontrak/berita acara
penjualan aset yang bersangkutan. '
Pengukuran Tuntutan Ganti Rugi  dilakukan
berdai_sarkan niIai nominal dari Surat keterangan
Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan
Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKPZK).
Pengukuran aset berdasarkan Kemxtraan dengan Pihak
Ket1ga dinilai berdasarkan: '
a) Aset yang diserahkan oleh Pemerintah untuk
~ diusahakan dalam perjanjian kcljasama/kemltraan
harus dicatat ‘sebagai aset kerjasama/kemitraan
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o)

6)

sebesar nilai bersih yang tercatat pada’ saét
perjanjian atau nilai Wajar pada saat pérjanjian,.‘, :
dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

b) Dana yang ditanamkan Pemerintah dalam

o Kerjasama/ Kemitraah dicatat sebagai penyertaan

Kerjasama/Kemitraan. Di sisi ‘lain, investor
~ mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.

c) Aset hasil kezjasama yang telah diserahkan kepada |

pemerintah setelah berakhlrnya perjanjian dan telah
ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar

- nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar
pada saat aset tersebut diserahkan, d1p111h yang
paling Objektlf atau paling berdaya uji.

Aset Tidak Berwujud diukur dengan harga perolehan,

yaltu harga yang harus dibayar Entitas untuk

memperoleh suatu Aset Tidak Berwujud hingga siap
untuk digunakan dan Aset Tidak Berwujud tersebut
mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa -
datang atau jasa potensial yang melekat pada aset
tersebut akan mengalir masuk kcdalém Entitas tersebut.

Biéya untuk memperoleh Aset Tidak Berwujud dengain

pembelian terdiri dari:

a) Harga beli, termasuk blaya lmport dan pajak-pajak |
setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;

b) Setiap biaya yang dapat 'diatribl.isikan secara
langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi
yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk -
penggunaan yang dimaksudkan. | |
Contoh dari b1aya yang dapat dlatrlbusﬂcan secara
Iangsung adalah:

(1) Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset
tersebut dapat digunakan; " a

2) Biajfa profesional yang timbul secara langsung
agar aset tersebut dapat digunakan;

(3) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut

dapat berfungsi secara baik.
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7)

8)

9)

10)

11)

12)

Pengukuran Aset Tidak Berwujud yang diperoléh secara
internal adalah: |

a) Aset Tidak Berwujud dari keg1atan pengembangan

yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar

blaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan

- sejak memenubhi kriteria pengakuan

- b) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awélnya’

telah diakui oleh Entitas sebagai beban tidak boleh
diakui sebagai bagian dari harga perolehan Aset Tidak
Berwujud di kernudlan hari. -
¢} Aset Tidak Berwujud yang d1ha51lkan dari
pengembangan software komputer, maka
‘pengeluaran  yang ‘dapat dikapitalisasi adalah
 pengeluaran tahap pengembangan aplikasi. :
Aset yang melhenuhi definisi dan syarat pengakuan Aset
Tidak Berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat
ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar |
Pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan
langsung tefhadap Aset Tak Berwujud tertentu, maka
pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai
Aset Tak Berwujud dimaksud. Kapitalisasi terhdap
perigeiuaran' setelah pefoléhan terhadap software
komputer harus memenuhi salah satu kriteria:
a) meningkatkan fungsi software; |
b) meningkatkan efisiensi software.
Apabila perubahan yang dilakukan tidak menuhi salah -
satu kriteria di atas maka pengeluaran harus di anggap
sebagai beban»pemeliharaan pada saat terjadinya. |
Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari
penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam
Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya
Aset lain - lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap
disusutkan mengikuti kebgakan penyusutan aset tetap.
Proses penghapusan terhadap aset lain — lain dilakukan
palmg lama 12 (dua belas) bulan se_]ak direklasifikasi

kecuali ditentukan lain ‘menurut ketentuan perundang—
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: undahgari.

Pcnyajlan dan Pcngungkapan Aset Lamnya

1)

2)

3)

4)

S)

0

'Secara umum Aset lainnya dxsajlkan dalam Neraca pada

kelompok Aset Non Lancar. Rinciannya deelaskan dan

dlungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

(CaLK).

Pengungkapan Tagihan PenJualan Angsuran d1 Laporan

: Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan
- (CaLK) dlsesualkan dengan kebutuhan daerah, misalnya

klasifikasi Taglhan Penjualan Angsuran ‘menurut
debltur

, Pengungkapan 'I‘untutan Gant1 Rugl di , Laporan
., Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan
. (CaLK) dlsesualkan dengan kebutuhan daerah misalnya

Kklasifikasi Tuntutan Ganti Rugl menurut nama pegawai.

Pengungkapan Kemitraan dengan Pihak Ketlga d1

»Laporan Keuangan ‘maupun Catatan - atas Laporan

Keuangan (CaLK) disesuaikan dengan kebutuhan
daerah, mlsalnya klasxﬁkam kemltraan dengan plhak
ketiga menurut jenisnya. - o
Aset Tetap Tak Berwujud dlsajlkan dalam neraca sebaga1

v’baglan dari Aset Lainnya. Hal-hal yang dlungkapkan
~ dalam Laporan Keuangan atas Aset Tidak Berquud

“antara lain sebagaJ berikut:

‘a) Masa manfaat dan metode amortxsam

b) N11a1 tercatat bruto ‘akumulasi amortisasi dan nﬂal '
sisa Aset Tidak Berwujud , .

c) Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada
awal dan akhir penode, termasuk penghentian dan

pelepasan Aset Tidak Berwujud

‘Aset Lain- lam disajikan di dalam kelompok Aset Lamnya

dan dlungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-‘
hal yang perlu dlungkapkan antara lain adalah faktor-

faktor yang menyebabkan dllakukannya penghentian

pcnggunaan,,. jenis aset tetap yang dihentikan
pengguhaannya, dan informasi lainnya yang relevan.
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e. Amortisasi Aset Lainnya , _
a. Amortisasi adalah pengurangén nilai aset lainnya secara
bertahap - dalam jangka waktu tertentu pada
setiap periode Aku‘ntansi:. ' |
b.  Aset Lainnya dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset
Tidak Bérwujud yang memiliki masa manfaat tak
terbatas. , ' |
c. Pengakuan Amortisasi Aset Lainnya
 Pengakuan amortisasi aset laix'mya-dilakukan pada saat
akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan laporan "
- keuangan atau pada saat aset tersebut akan dibindah |
tangankan kepemilikanﬁya.
i Pengukuran Amortisasi Aset Laiinnya' ’
| 1) Pengukuran Jumlah amortlsaSI dapat dllakukan dengan
metode gans lurus. ' |
2) Masa manfaat amortlsa31 dapat dibatasi oleh ketentuan -
hukum, peraturan atau kontrak.

- 3) Apabila masa manfaat amortisasi tldak dibatasi oleh

ketentuan hukum, peraturan atau kontrak maka
~Amortisasi  aset  tak  berwujud  ditetapkan

4 (empat) tahun |

- 8 Pengungkapan Amortisasi Aset Lainnya

| Amortisasi‘ aset lainnya diungkapkan dalam neraca dalam
- -akun Akumulasi Amortisasi yang akan mengurangi.nilai buku
dari aset lainnya tersebut Selain itu amortisasi juga akan
diungkapkan dalam Laporan Operasxonal sebagai Beban

Amortisasi.

VI KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

A UMUM

1. Tyjuan - | - | | |
-~ Tujuan Kebijakan Akuntansi ‘kewajiban ‘adalah mengatur
| perlakuan Akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan,
~ penentuan nilai tercatat dan biaya pinjaman yang dibebankan

terhadap kewajiban tersebut.
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2. Ruang Lingkup

a. Kebijakan Akuntansi ini diterapkan untuk seluruh Entitas
Pemerintah Daerah yang menyajikan lapéran keuangan
untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan
Akuntansinya, termasuk pengakuan, pengukuran,
penyajian, dan péngungkapan yang diperlukan.

b. Kebijakan Akuntansi ini mengatur: ‘

1} Akuntansi Kewajibah Pemerintah termasuk kewajiban
jangka pendek dan kewajiban jéngka panjang yahg
ditimbulkan dari Utang Dalam Negen dan Utang Luar
Negen "

2) Perlakuan Akuntansi untuk biaya yang timbul dari

| utahg peiherintah.

3. Definisi Kewajiban |
‘a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa
lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar
sumber daya ekonomi pemermtah
~ b. Kewajiban Jangka Pendek adalah suatu kewajlban yang
diharapkan dibayar (atau' jatuh tempo) dalam waktu 12
bulan. ' |
c. Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban
Pemerintah Daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari
12 (dua‘bélas)‘ bulan sejak tanggal pelapbrén |

B. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (Pfk)
“a. Definisi Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
1) Utang Perhitungan Fihak Ketiga, selanjutnya disebut
~ Utang PFK merupakan utang Pemerintah Daerah
| kepada p1hak lain yang disebabkan kedudukan
Pemerintah Daerah sebagai pemotong pajak atau
pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh),
. Pajak Pertambahan Nilai (PPN), juran BPJS
keéehatan, Taspen, dan Taperum.
2) Potongan PFK tersebut scharusnya diserahkan
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kepada:pihak lain (Kas Negara cq. pendapatan pajak |
PT Taspen, PT Asabri, Bapertarum, dan BPJS)
sejumlah yang sama dengan jumlah yang
dipungut/dipotong.
f) Pengakuan Utang Perhltungan Fihak Ketiga (PFK)
Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh
Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari
kas daerah untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan
tunjangan pegawa1 serta pengadaan barang dan jasa
termasuk barang modal atau pada saat terbltnya SP2D
(Surat Perintah Pencairan Dana).
g Pengukuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini
adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong oleh
‘Bendahara Umum Daerah (BUD) namun belum
~ disetorkan kepada yang berkepentingan '
h) Penya_uan dan Pengungkapan Utang Perh1tungan Flhak
Ket1ga (PFK) ‘ .
1) Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang
harus segera dibayar. Oleh karena itu terhadap
utang semacam ini disgjikan di neraca dengan
klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek. v |
- 2) Pada akhir periode pelaporan Jlka masih terdapat
saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan
- kepada pihak lain. Jumlah saldo
pungutan/potongan..‘tersebut harus dicatat pada
llapora.n keuéngan sébcsar jumlah yang masih harus

disetorkan.

o, Utang Bunga (Accrued Interest)
a. Definisi Utang Bunga (Accrued Interest) o
1) Utang Bunga adalah unsur biaya berupa bunga yang harus
dibayarkan kepada pernegaﬁg surat-surat utang karena
pemerintah mempunyai utang jangka pendek yang antara
lain berupa Surat Perbendaharaan Negara, utang jangka

panjang yang berupa utang luar ‘negcri, utang obligasi
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negara, utang Jangka panjang sektor perbankan, dan utang
| | _]angka panjang lalnnya ) CL f ' _
BRI 2) Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang
o commztment fee, yaltu utang yang t1mbul sehubungan _
dengan beban atas pokok dana yang telah dlsepakatl dan :
R dlsedlakan oIeh kredltur tetap1 belum dltank oleh debltur ’
b Pengakuan Utang Bunga (Accrued Interest) , ' ‘
‘Utang bunga sebaga1 baglan dari kewajlban atas pokok utang
berupa kewajlban bunga atau commztment fee yang telah'
1 ter_]adl dan belum dlbayar, pada dasarnya berakumulas1 selnng |
S dengan berjalannya waktu, tetap1 dem1 kepraktlsan dl&klll
o pada setlap akhir perlode pelaporan o
e Pengukuran Utang Bunga (Accrued Interest) v
" Nilai yang dlcantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah*l, -

sebcsar kewajlban bunga atau commztment fee yang tclah o -

g : terjadl tetap1 belum dlbayar oleh pemermtah |
Besaran kewaijan tersebut pada naskah per_lanjlan pmjaman
| blasanya dmyatakan dalam persentase dan penode tertentu -

' yangtelah dxsepakau oleh para pxhak o | | |
‘d. Penyajian dan Pengungkapan Utang Bunga (Accrued Interest)
: ‘vUtang bunga maupun commttment fee merupakan kewajiban 3
| jangka pendek atas pembayara_n bunga sa.mpa1 dengan tanggal
‘ pelaporan Rmcxan utang bunga maupun commztment fee»
K untuk masmg-masmg Jems utang dlungkapkan pada Catatan
j ’atas Laporan Keuangan (CalK). Utang bunga maupun utang o

SR commztment fee dlungkapkan dalam CaLK secara terpisah. -

3 Utang Jangka Pendek Lamnya

a. Deﬁnlsl Utang Jangka Pendek Lamnya o .
| '; - Utang Jangka Pendek Lamnya adalah jems utang yang txdak :
” 1 ' dapat d1k1a31ﬁka31kan dalam kla31ﬁka31 utang Jangka pendek

Vsebagalmana telah d1deﬁn131kan' sebelumnya Rincian utang | ’

‘ _}angka pendek lalnnya rrusalnya Pendapatan yang‘f}

AR dltangguhkan o o '
b Pengakuan Utang Jangka Pendek Lamnya -
. :’Pengakuan utang Jangka pendek laxnnya pada saat terdapat'
vpenerlmaan kas namun sampa1 dengan tanggal pelaporan
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belum dapat diakui sebagai pendapatan.

c. Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya
Pengukuran atas utang jangka pen:dék lainnya berdasarkan
dari nilai yang belum dapat diakui sebaga1 pendapatan pada
akhir penode Akuntansi atau tanggal pelaporan.

d. Pengungkapan Utang Jangka Pendek Lainnya ,
Utang jangka pendek | lainnya diungkapkan dalam neraca
dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek. ,

4. Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan
a. Definisi Kewajiban untuk Dikonsolidasikan
| 1) Kewajiban untuk dikonsolidasikan adalah kewajiban yang |
dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang
| dikelola oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)
dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

2) Kewajiban ini tercliminasi saat dilakukan konsolidasi
aﬁtara 'SKPKD  dengan SKPD Kewajiban ~ untuk
d1konsohdas1kan hanya terdiri dan satu rincian yaxtu R/K
SKPKD atau Rekening Koran SKPKD. Akun ini hanya ada
pada unit SKPKD yang dipimpin oleh SKPKD.

~ 3) Akun ini menurut Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor
64 'I‘ahun 2013 dlakomoda31 dalam akun Ekultas untuk
Dikonsolidasikan.

4) Akun ini dlgunakan sebagal akun untuk transaks1 timbal
balik dengan akun Aset untuk D1konsohdas1kan sesuai
dengan metode pencatatan transaksi antar kantor Sebagal'
akun timbal balik maka akun ini akan terehmma31 dengan
akun Aset untuk d1konsol1dasxkan pada saat penyusunan

_ laporan keuangan P -

b Pengakuan Kewajiban untuk leonsohdas1kan

‘ ,Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi -

~ transaksi yang melibatkan transaksi SKPD. _Y
¢ Pengukuran Kewajiban untuk Dikonsolidasikan |
| 1) Pengukuran = kewajiban untuk dikonsolidasikan
berdasarkan nilai transaksi dari transaksi yang terjadi.
2) Kewajiban untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai
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nilai yang sama dengan Aset untuk d1konsohdas1kan
sehingga pada saat dllakukan penyusunan Iaporan
konsohdasx akun-akun ini akan saling mengeliminasi.

d. Pengungkapan Kewajiban untuk DikOnsoIidasikan .
Kewajiban untuk dikonsblidasikan diungkapkan pada Neraca |
dalam klasifikasi Kewajiban Jangka Pendek. Akun ini
disajikan hanya pada SKPKD Pada laporan konsolidasi akun

ini terehmmam

S. Bagian Lancar Utang Jangka‘Panjang

a. Definisi Bagién Lancaf Utang Jangka Panjang
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupaikan bagiaﬁ
utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri
maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan
akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah

tanggal neraca.

b. Pengakuan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang N
1) Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi
pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam:
waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada
setiap ‘ékhir periode Akuntansi, kecuali bagian lancar
utang jangka panjang yang akan didanai kembali.

2) Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

| adalah litang jangka panjang yang. persyaratan"

tertentunya telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut |
menjadi kewaj iban jangka pendek (payable on demand).

- C Pengukurar‘l‘ Bagian Lancar Utang Jahgka Panjang o
Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang
jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo
dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena -
payable on demand, nilai yang dicantumkan di neraca adalah
sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan

‘kewsjiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam
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sesuai perjanjiari. o

d 'Penya_]lan dan Pengungkapan Baglan Lancar Utang Jangka -
: {Pan.]ang : L _. . -
- Bag1an Lancar Utang Jangka PanJang dlsajlkan dlneraca ,: _'
. sebagal kewajlban Jangka pendek R1n01an Baglan Lancar: .
| Utang Jangka Pan_]ang untuk masmg masmg Jenls:.. .

Uutang/ pemben pln_]aman dlungkapkan d1 CaLK

= 6 Pendapatan D1ter1ma Dlrnuka

a Defin181 Pendapatan Dltenma Dlmuka v
| Pendapatan Dlterlma Dlmuka adalah kewajlban yang t1mbu1

. _bbkarena adanya kas yang telah dlterlma tetap1 sampa1 dengan

- tanggal neraca seluruh atau sebaglan barang/Jasa belum' o

. d1serahkan oleh Pemenntah Daerah kepada plhak lain.

B b Pengakuan Pendapatan Dlterlma Dlmuka o

Pendapatan - Diterima D1muka dlakul 'pada o saa}t

o terdapat/ t1mbu1 klalm plhak ketlga kepada Pemermtah, '

. Daerah terkalt kas yang telah dltenma dan plhak ketlga tetap1

- ‘belum ada penyerahan barang/ Jasa dar1 Pemermtah Daerah

e Pengukuran Pendapatan D1ter1ma Dlmuka

N11a1 yang d1cantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah RN

sebesar baglan barang/ Jasa yang belum dlserahkan oleh )
=‘Pemer1ntah Daerah kepada plhak ketlga sampa1 dengan

tanggal neraca

X ? d Penya_uan dan Pengungkapan Pendapatan Dlterlma Dlmuka -

v .dlsajlkan sebaga1 kewapban Jangka pendek di neraca R1n01an |

‘} Pendapatan D1ter1ma Dlmuka dlungkapkan dalam Catatan o

,» 'atas Laporan Keuangan (CaLK)
| 7. -Utang Beban’ -{': o

a Deﬁms1 Utang Beban v o - L
1) Utang Beban adalah ‘utang Pemerlntah Daerah yang
tlmbul karena Entitas menglkat kontrak pengadaan,

: ‘b}ar_an_g atau‘ _]asavdanv plhak ketlga‘ yang pembayar_annya
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2)

akan dilakukan di kemudian hari atau sampai tanggal
: pelaporan belum dilakukan pembayaran.  Dalam
- klasifikasi utang beban ini termasuk di dalamnya adalah

utang kepada pihak keUga (Account Payable).

Utang Beban ini pada umumnya terjadi karena:

a) Adanya beban yang_ seharusnya sudah dibayarkan
sesuai déngari vperatu‘ran pemndang-undahgan tetapi
sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan
pembayaran. | -

b) Pihak ketiga memang melaksanakan praktik
menyediakan barang atau jasa dimuka dan melakukan
penagihan di belakang. Sebagai contoh, penyediaan
barang berupa listrik, air PDAM, telepon oleh masing-
masing perusahaan untuk suatu bulan baru ditagih
oleh yang bersangkutan kepada Entitas selaku
pelanggannya pada bulan atau bulan-bulan

| berikutnya. | o | |

c) Pihak ketiga melakukan kontrak pembangunan
fasilitas atau peralatan, dimana fasilitas atau
peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana
dituangkan  dalam  berita  acara -kemajﬁan
pékerjaan/ serah terima, tetapi sampai dengan tanggal

pelaporan belum dlbayar

d) Pihak ketiga menyediakan barang atau jasa sesuai

dengan perjanjian tetapi sampai dengan tanggal

pelaporan belum dibayar.

b. Pengakuan Utang Beban |
Utang Beban diakui pada saat :

1

2)

3)

Beban secara peraturan perundang-undangan sudah
terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum
dibayar.

Terdapat klalm p1hak ketlga blasanya dmyatakan dalam
bentuk surat penag1han atau 1nv01ce kepada Pemermtah‘

Daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum

- diselesaikan pembayarannya oleh Pemerintah Daerah.

Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar
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atau pada saat barang sudah dlserahkan kepada_ |
perusahaan Jasa pengangkutan (dalam pezjalanan) tetap1 _ |

sampa1 dengan tanggal pelaporan belum dlbayar

c. Pengukuran Utang Beban B

3 Nllal yang dxcantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah

sebesar beban yang belum dlbayar oleh Pemerintah Daerah o

sesual perjanjian atau per1katan sampal dengan tanggal

: neraca

d. Penyajlan dan pengungkapan Utang Beban ’

Utang Beban dlsajlkan Neraca - dalarn klaSIﬁkam kewa_uban . v'

‘ _]angka pendek dan rlnc:lannya dlungkapkan dalam Catatan”* '

atas Laporan Keuangan (CaLK)

8 Utang Jangka Pendek Lamnya |

a Deﬁmsl Utang Jangka Pendek La1nnya

L Utang Jangka Pendek Lalnnya adalah kewa_;lban Jangka

‘ pendek yang tldak dapat d1k1a51fika51kan dalam kewajlban
L Jangka pendek sepert1 pada akun d1 atas. ‘ |
b b Pengakuan Utang Jangka Pendek Lamnya o .
o ’.Utang Jangka Pendek Lalnnya d1aku1 pada saat terdapat/

timbul klaim - kepada Pemermtah Daerah terkalt kas yang o

telah dltenma tetapl “belum ada pembayaran/ pengakuan’ -

i R sampa1 dengan tanggal pelaporan _,

S : Pcngukuran Utang Jangka Pendek Lalnnya o

 Nilai yang dlcantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah

sebesar kewajlban yang belum dlbayar/ d1aku1 sarnpa1 dengan s

S tanggalneraca v ' Lo o
S o d. Penya_]lan dan Pengungkapan Utang Jangka Pendck Lalnnya :

Utang Jangka Pendek Lamnya dlsajlkan sebagal kewajlban_ o |

. Jangka pendek di Neraca R1nc1annya dlungkapkan dalam S

B Catatan atas Laporan Keuangan
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- C.

1L

| KEWAJIBAN JANGKA PANJANG.

UTANG DALAM NEGERI

‘a. Definisi Utang Dalam Negeri

1) Utang Dalam Negeri adalah‘ semua kewajiban

2)

: dlantaranya adalah:

Pemerintah Daerah yang waktu jatuh temponya

“lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dlperoleh dari

: ,sumber-sumber dalam negeri.

Yang - termasuk dalam utang dalam negen'

a) Utang Dalam Negen—sektor perbankan,

~ b) Utang Dalam Negeri-sektor lembaga keuaingén :

- non bank;

" c) Utang Dalam Negen—obllgas1,

d) Utang pemerintah pusat;
e) Utang pemenntah provinsi; dan

) f) Utang pemenntah kabupaten/ kota

b. Pcngakuan Utang Dalam Negen

1)»

2)

Sepanjang tldak diatur secara khusus dalam

perjanjian pinjaman, utang dalam negeri d;akul

~ pada "saat dana diterima di ‘Kas Daerah/ saat

' terjadl transak31 penjualan obllga81

Sehubungan dengan transaksi penjualan utang -

‘obligasi, bunga atas utang obhgaSI diakui sejak

saat penerbltan utang obhga31 tersebut atau sejak

‘tanggal pembayaran bunga terakhlr sampal saat

“terjadinya transaksi.

6. Pengukuran Utang Dalam Ncgen

1)

Jumlah utang yang tercantum dalam naskah

- perjanjian - merupakan - komitmen makmmum

- jumlah pendanaan byang disediakan oleh pemberi

- pinjaman - 'Pencrima pihjainan belum ‘tentu

" menank seluruh _]urnlah pendanaan tersebut
~sehingga Jurnlah yang d1cantumkan dalam neraca -

'vuntuk utang dalam negeri adalah sebesar Jumlah ,

' dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman.

123



2) Dalam perkembangan selanjutnya, pembayaran
Vpokok pinjaman akan mengurangi jumlah hutang
sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca
adalah sebesar total penarikan d1kurang1 dengan
pelunasan . : -

3) Terkait dengah Utang Obligasi dicatat sebesar nilai
nominal/ pari, ditambah premium atau dikurangi
diskon yang disajikan pada akun terpisah. Nilai
nominal Utang Obligasi tersebut mencerminkan
nilai yang tertera ﬁada lembar surat utang :
Pemerintah Daerah dan merupakan nilai yang

' akan dibayar pemenntah pada saat jatuh tempo.

- d Penyajlan dan Pengungkapan Utang Dalam Negeri

Utang Dalam Negeri disajikan sebagai kewajiban

jangka panjang Rincian utang d1ungkapkan di

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) berdasarkan

pemberi pmjaman

UTANG LUAR NEGERI }
. Pasal 3 Peraturan Pemermtah Nomor 2 Tahun 2006

tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau
~ Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau
 Hibah Luar Negeri' menyatakan Pemerintah Daerah
dilarang melakukan perikatan dalam bentuk apapun yang
- dapat menimbulkan kewajiban untuk melakukan
pinjaman luar negeri. | o
Pasal 20 ayat (1) dan (3) duelaskan bahwa Pemermtah
Daerah dapat menerima sumber dana dari Utang Luar
Negeri dengan cara penerusan ‘pinjaman ‘dalam bentuk
pinjaman atau hibah. | |
a. Definisi Utang Luar Negeri . _
1) Utang Luar Negeri atau biasa dikenal dalam istilah
pemerintahan  sebagai »p}injaman luar negeri
mérupakan salah satu instrumen yang diambil
oleh  Pemerintah  Daerah ‘dalam upaya
‘menanggulangi defisit anggaran. |
2) N11a1 nominal adalah nilai kewajiban Pemenntah
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4)

5)

Daerah pada  saat pertama kali tra_nsaksi

bcrlangsung seperti nilai yang tertera pada lcmbar'

- surat utang pemerintah.
3)
~nilai buku kewajiban yang dihitung dari nilai
| nom'inal setelah dikurangi atau ditambah diskonto

Nilai tercatat (carrying amount) kewapban adalah

atau premxum yang belum dlarnortlsa31

Premium adalah jumlah sehslh lebih antara nilai

~ kini kewajiban (present value) dengan nilai jatuh

tempo kewajiban (maturity value) karena tingkdt »
bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga
efektif. ,
Diskonto adalah Jumlah SChSlh kurang antara nilai

kini kewajiban (present, value) dengan nilai jatuh

tempo kewajiban (maturity value) dari suatu utang
karena tingkat bunga nommal lebih rendah dari
tmgkat bunga efektif.

Pengakuan Utang Luar Negen . _
Sesuai dengan Peraturan Standar Akuntansi
Pemerintahan (PSAP) 9 paragraf 21 disebutkan bahwa

kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima

dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran Utang Luar Negeri

1)

2)

Sesuai paragraf 32 Peraturan Standar Akuntansi
Pcmenntahan (PSAP} 9, Utang dicatat sebesar'

nilai nominal. Utang dalam ‘mata uang asing

- dijabarkan dan dmyatakan dalam mata uang

rupiah berdasarkan n11a1 tukar (kurs tengah BI)
pada tanggal neraca. ‘ ‘
Nilai nominal atas utang mencerminkan nilai

~ utang Pemerintah} Daerah pada saat pertama kali

transaksi berlangsung seperti ‘nilai yang tertera

pada lembar surat utang Pemerintah Daerah.

Aliran ekonomi = setelahnya, seperti transaksi
pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan

perubahan kurs valuta asing, dan perubahan
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'lainnya"' selain perubahan j'nilai :.: pasar,*’ -

vdi‘pevrhit'ungkan » dengan menyesualkan nllal,-n

tercatat (carryzng amount) utang tersebut

d Penyajlan dan Pengungkapan Utang Luar Negem S

| ,1)

L »* dlhltung dari n11a1 nomlnal setelah dikurangi atau”_. o

Utang dlsa_ukan : dalam Neraca sebesar mlal'
tercatat (carrymg amount) -

N11a1 tercatat adalah mlal buku utang yang

i dltarnbah dlskonto atau premlum yang belum‘

o d1amort13a31

3

Hal-hal yang perlu dlungkapkan dalam penjelasan 7 ’

- pos pos Neraca ya;tu r1n01an dari masmg-masmg

o jenis utang (apablla r1ncxannya banyak atau lebih

~ dari satu halaman sebalknya dibuat lampiran),

. _]atuh ' tempo, ' tlngkat ~bunga, amorﬁsasi

. dlskonto/ premlum dan SCIISlh kurs utang dalam § v‘ ‘

a f[valuta asmg yang terJadl antara kurs transak81

o . dan kurs tanggal Neraca.

3. UTANG JANGKA PANJANG LAINNYA

a Deﬁmsl Utang Jangka Panjang Lamnya |

! o 1)

Utang Jangka pan_;ang lamnya adalah utang Jangka :

- panjang yang tldak termasuk pada. kelompok
‘;Utang Dalam dan Utang Luar Negen m1salnya -

R Utang Kemitraan

‘Utang Kemltraan inerupakan utang yang berkaJtan" 3

o dengan adanya kemltraan pemermtah dengan f

»vplhak ketlga dalam bentuk Bangun, Serah Guna" o

~ (BSG).

: Penyerahan aset oleh p1hak ketlgallnvestor kepada |

pemermtah dlserta1 dengan pembayaran kepada ‘ :

1nvestor sekahgus atau secara bag1 hasﬂ

4‘)_.: Utang Kemltraan dengan Plhak Ketlga t1mbull ‘ o

o apablla pembayaran kepada 1nvestor dllakukan

. secara angsuran atau secara bag1 hasﬂ pada saat

f»penyerahan aset kem1traan |

126



5)

Utang Kemitraan disajikan pada neraca sebesar

dana  yang dikeluarkan  investor  untuk

membangun aset tersebut Apabila pembayaran

- | dilakukan dengan bag1 has1l utang  kemitraan

disajikan sebesar _dana yang dikeluarkan investor

setelah dikufangi'-"dcngan nilai bagi hasil yang

- dibayarkan.

b. Pengakuan Utang J angka Panj ang Lamnya :

1)
. oleh plhakv ketlga kvepada} pemerintah yang untuk

Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan

~ selanjutnya akan" dibayar sesuai perjanjian,

~ misalnya secara angsuran

2)
- - dilihat pada kebl_]akan aset lalnnya - kemltraan

Pengakuan mengeneu utang kemltraan dapat

dengan pihak ketlga

c. Pengukuran Utang J angka Panj ang Lalnnya

1} Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang
| disepékatl dalam - perjanjian ‘kemitraan BSG
~ sebesar nilai yang belum dibayar. ‘
2) Pengukuran mengenai utang kemitraan dapat
~dilihat pada kebljakan aset lamnya—kemltraan
. dengan pihak ketlga . o
4 Penyajlan dan Pengungkapan Utang Jangka Panjang
- Lalnnya , o o
1) Utang kemltraan dlsajlkan dalam Neraca dengan

“klasifikasi/pos Utang Jangka Panjang. Rincian
- Utang kémitraan untuk masing-masing perjanjian
kerjaséma diungkapkah dalam CaLK. |

2) Pengu genai 1
- dilihat pada kebijakan aset lainnya - kemltraan

Pengungkapén mengenai utang kemitraan dapat

- dengan pihak kctlga
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VII KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS T

AUmum,“

1 Tu_]uan e

. a Tujuan Kebljakan Akuntansx ekultas adalah untuk mengatur

"perlakuan AkuntanSI atas ekultas dan 1nformas1 lalnnya |

' vdalam rangka memenuhl tujuan akuntabllltas sebagaxmana S

’ditctapkan oleh peraturan perundang—undangan

b ‘Perlakuan Akuntan31 ekuxtas mencakup deﬁmsl, pengakuan,'

o "vdan pengungkapannya o

2 Ruang ngk‘up

‘Kebl_lakan ini d1terapkan dalam Akuntans1 ekultas yang d1susun o |
:' ,_dan d1sa_]1kan dengan rnenggunakan Akuntan81 berbasis akrual o
“Kebijakan ini d1terapkan untuk Entltas Akuntan81/ Entitas :

}Pelaporan Pemermtah Dacrah tldak termasuk perusahaan o

- '_vdaerah

B Deﬁnls1 Ekultas o

Y

v-merupakan sellslh antara aset dan kcwajlban Pemerlntah o

o leonsollda31kan Hal ini. dllakukan dcngan pertlmbangan: c

.Ekultas adalah kekayaan bers1h Pemermtah Daerah yang |

'Daerah pada tanggal laporan

Saldo ekultas di Neraca berasal dan saldo akhlr ekultas padav':v '

: Laporan Perubahan Ekultas (LPE) » v . o
. Saldo Ekultas berasal darl Ekultas awal dltambah (dlkurang).:*’ “ .
’ _oleh Surplus/ Deﬁs1t LO dan perubahan Iamnya sepertl korek31 .
: n11a1 persed1aan seh31h evaluasi Aset Tetap, dan lam-lam yang__’_, o
‘ tersap dalam Laporan Perubahan Eku1tas (LPE) ‘ » B v
'vAkun eku1tas menurut kebl_]akan 1m tldak mengakomodasr’ -
kaultas untuk leonsollda31kan dan Ekultas SAL (Saldo

Anggara.n Leblh) sesua1 dalam Peraturan Menten Dalam Negerl "

fNomor 64 Tahun 20 13 | Sl | o
R Akun Eku1tas untuk leonsollda81kan yang nn01annya tcrdm | o
> "vdan R/K SKPKD (Rekenlng Koran Pejabat Pengelola Keuanganv o -

- Daerah) d1akomodas1 pada rincian akun Kewa_]lban untukx -

~ bahwa akun R/K SKPD (Rekening Koran Satuan Kerja

'bPerangkat Daerah) ~ada _pvada» ;’klavsiﬁkasiﬁ'vr ‘Aset untuk
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D1konsohdas1kan sehmgga sebageu lawan dari akun aset adalah
~, akun kewajlban .
. 6. Dengan tidak diakomodasinya ‘akun Ektiitas | untuk '
vDikonsolidasikan dan Ekt_.litas SAL maka Laporan Interim untuk

Neraca akan menyajikan nilai ekuitas yang sebenarnya.

C Pengakuan Ekuitas .
Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan

' Kkewajiban.

‘ D Pengukuran Ekmtas .
f‘Pengukuran atas ekultas berdasarkan pengukuran ‘atas aset dan

- kewajiban.

E. Penyajian dan Pengungkapan Ekuitas
- Ekuitas disajikan dalam Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) |

VIIL. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN—LRA
A. UMUM
1. Tuyjuan
| Menetapkan dasar-dasar pehjajian realisasi dan anggaran
pendapatan pada Entitas Pelaporan dalam rangka memenuhi
tUJuan akuntablhtas sebagaxmana dltetapkan oleh peraturan
! ’perundang-undangan '
<0 Perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan
menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah
disepakati antara - leg1slat1f dan eksekutxf sesuai dengan
, Vperaturan perundang- undangan.
2 Ruang Lingkup | , .
a. Kebijakan ini diterapkan dalam Akuntan31 Pendapatan-LRA |
dalam penyusunan laporan realisasi anggaran.
b. Pcmyataan kebijakan ini berlaku untuk Entitas
~ Akuntansi/pelaporan  Pemerintah Daerah, yang
" memperoleh anggaran berdasarkan APBD tidak terrnasuk

perusahaan daerah.
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3. Definisi Pendapatan LRA
a. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas
~ Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih
_ dalam perlode tahun anggaran yang bersangkutan yang
menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar
kembali oleh Pemerintah Daerah. o R
- b. Rekening Kas Umum Daerah adalah fekening tempat
penyimpanan uang daerah yang ditentukan’ oleh kepala
daerah untuk menampung seluruh penenmaan daerah
dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank
yang ditetapkan. ’ |
c. Saldo Anggaran Lebih adalah jumlah saldo yang berasal
dari akumulaS1 SILPA/ SiKPA tahun-tahun anggaran
sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain
| ‘yang diperkenankan. |
d. Sisa Lebih/Kurang Pemblayaan Anggaran (SiLPA/ SiKPA)
adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-
LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran
| pembiayaan dalam APBD selaﬁia satu periode pelaporan.
e. Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara
| ’pendapatanéLRA dan belanja selama satu periode
pelaporan. | | |
 f Pendapatan LRA terdiri dari:
1) Pendapatan Asli Daerah - LRA
2) Pendapatan Transfer - LRA
3) Lain—la.in PendapatanDaerah Yang Sah — LRA

4 Pengakuan Pendapatan LRA
“a. Sesuai dengan Paragraf 21 PSAP Nomor 02 Lamplran I
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Paragraf
22 PSAP Nomor 02 Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010
maka pengakuan atas pendapatan telah dinterpretasikan
dalém IPSAP 02. Pengakuan Pendapatan-LRA‘ ditentukan
oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang
otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum
Daerah - (RKUD) sebagai salah  satu  tempat

penampungannya.
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b. Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada

" 'saat:

1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada
RKUD. '

2} Kas atas pendapatan tersebut telah dztenma oleh
Bendahara Penerimaan dan hmgga tanggal pelaporan
belum diseforkan ke RKUD.

~3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima

satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke
RKUD, dengan syarat Entitas penerima wajib
melaporkannya kepada BUD. -

4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hlbah langsung
dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai
pengeluaran Entitas telah diterima, dengan syarat

Entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.,

' 5) Kas atas pendapatan yang diterima Entitas lain di luar

Entitas pemerintah  berdasarkan otoritas yang
diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai
p'endapatan.

5 Pengukuran Pendapatan LRA

a.

Pendapatan-LRA dilaksanakan bcrdasarkan azas bruto

yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak

mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan

dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA
bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan

~dimaksud dan tidak dapat dlanggarkan terlebih dahulu

dikarenakan proses belum selesa1 maka asas bruto dapat

- dikecualikan.

6. Penyajian’ dan Pengungkapan Pendapatan LRA

a. Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi

Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata

‘uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas

‘Laporan Keuangan (CaLK).
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b Hal-hal yang harus d1ungkapkan dalam Catatan Atas ‘}
..V;_,’_Laporan Keuangan (CaLK] terkalt dcngan pendapatanb o

RN 1) ._ Penerlmaan pendapatan tahun ' berkenaan setelah'” -

' tanggal berakhlrnya tahun anggaran

2) Pen_]elasan mengenal pendapatan yang pada tahun .‘

- pelaporan yang bersangkutan terjadl ha.l hal yang' ,'
| o bersxfat khusus coh | o ‘
3) . PenJelasan sebab—sebab tldak téi'capainya; » fafgét :»

Jn penerlmaan pendapatan daerah

e 4) ,;'Informa31 lamnya yang dlanggap perlu o

| FB} PENDAPATAN ASLI DAERAH—LRA

- ‘1 Deﬁms1 Pendapatan Ash Daerah—LRA

Pendapatan Ash Daerah (PAD)-LRA adalah pendapatanf-- . :1 o
yang dlperolch Daerah yang dlpungut ‘berdasarkan
: Peraturan Daerah sesua1 dengan pcraturan perundang-'lﬂ :7 o
undangan yang d1aku1 sebagal penambah n11a1 kekayaan. L
‘;-,ber31h dalam B perlode . anggaran tertentu dan “
"fi»»‘"mencermmkan kemandlnan daerah. , i : o | o
;,Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dar1 Pajakb: _' : _‘
o Daerah Retr1bus1 Daerah hasﬂ pengelolaan kekayaan
o »“daerah yang d1plsahkan dan lam lain PAD yang sah
v';(mehputl hasil pen_]ualan kekayaan daerah yang tldak : .
S d1p1sahkan Jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan
sel151h n11a1 tukar rup1ah terhadap mata uang asmg, dan‘x_ o
| B ‘kom1s1 potongan ataupun bentuk laln sebagal aklbat dari -
- :;ivi-} penJualan dan/atau pengadaan barang dan/atau Jasa olch I
Daerah).. | R -

, . 2 Pengakuan Pendapatan Asll Daerah—LRA R R
o :' : ,»Pendapatan ASll Daerah—-LRA dlakul pada saat kas atas e

pendapatan tersebut telah dlterlma oleh Bvendahara; o

:'_-;"f_j}v»vPenerlmaan dan RKUD.. L R C
o :_'Pendapatan JKN yang sumbcr dananya dltransfer langsung o

dari Pemerlntah Pusat/Pemerlntah Prov1n81 dlaklll pada saat o

"'f’fdblter‘bltkannya dokurnen pe‘ngevsahan pcndapatan oleh BUD
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'sesual dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
" Pengukuran Pendapatan Asli Daerah-LRA

Pendapatan Asli Daerah-LRA diukur sesuai dengan jumlah
nilai yang diterima dan tercantum dalam Bukti Penerlmaan

atau Surat Tanda Setoran atau sebesar nilai penerimaan yang

tercantum dalam dokumen permohonan pengesahan

pendapatan.yang dilaporkan SKPD penerirha langsung dan
telah disahkan oleh BUD. -
Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Asli Daerah-LRA -
Pendapatan Asli Daerah-LRA disajikan dalam »Lapo'ran

Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam

mata uang ruplah Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas

‘Laporan Keuangan (CaLK).

C. PENDAPATAN TRANSFER-LRA

oL

Definisi Pendapatan Transfer-LRA _

Pendapatan Transfer-LRA atau sering disebut Dana
Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan
APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai
kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Pengakuan Pendapatan Transfer—LRA

a. Pengakuan Pendapatan Transfer-LRA adalah pada saat
diterimanya Pendapatan Transfer-LRA pada Rekéning Kas
Umum Daerah (RKUD). Pengakuan ini dapat didasarkan
pada dokumen Nota Kredit dari Bank yang ditunjuk

 sebagai RKUD. |

b. Pendapatan Transfer-LRA ini hanya diakui dan dicatat di
Bendahara Umum Daerah (BUD) atau dicatat oleh Pejabat
Péngelola Keuangan Daerah (SKPKD). - |

Pengukuran Pendapatan Transfer-LRA ‘
Pengukuran Pendapatan Transfer——LRA sesuai dengan Jumlah
nominal alokasi dana yang diterima dalam RKUD. '

Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Transfer-LRA

Pendapatan Transfer-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi
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| Anggaran dengan basis kas dan dlsajlkan dalam mata uang
‘ rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan'
Keuangan (CaLK)

D. LAIN LAIN PEN DAPATAN DAERAH YANG SAH—LRA

1. Definisi Lam-lam Pendapatan Daerah yang Sah-LRA
a. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan
seluruh pendapatan daerah  selain Pendépatah Asli
Daerah-LRA “dan Pendapatan Transfer—LRA (dana
penmbangan) ’
b. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari:
1) Pendapatan Hibah-LRA,
- 2) Dana Damrat-LRA, :
- 3) Pendapatan LainnyaQ-LRA.

2. Pengakuan Lain-lain Pendapatan Dacrah yang Sah-LRA

- a. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA diakui pada
saat diterimahya kas atas pendapatan tersebut pada’
Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) dan rekening
bendahara Dana BOS. ) N |
Pendapatan BOS yang sumber dananya ditransfer Ivangsung
dari Pemerintah Pusat/ Pcmerintah; Provinsi diakui pada
saat diterimanya SPTMH oleh BUD sesuai dengan -
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. | .

~ b. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA dxakul oleh

 SKPKD. |

- 3. Pengukuraﬁ Lain-lain Peﬁdapatan Daéfa.h yéng Sah-LRA
‘ Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA
‘sesual dengan jumlah nilai kas yang diterima atas pendapatan |
tersebut pada Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) atau
sebesar nilai penerimaan yang tercantum dalam dokumen
: SPTMH yang dilaporkan SKPD penerlma | '
| 4; Penyajian dan Pengungkapan Lain-lain Pendapatan Daerah.
yang Sah-LRA -
Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA

| disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas
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dan disajikan dalam mata uang rupiah. Riﬁciannjra dijelaskan
dalam Catatan atas Laporan Keuangai) (CaLK).

IX. KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA
A, UMUM | |

1.

Tujuan

Kebijakan Akuntansi belanja mengatur perlakuan Akuntansi
atas belanja yang meliputi pengakuan, pengukuran penya_uan

 dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah.

. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam Akuntans1 beban yang disusun

dan dxsajlkan dengan menggunakan Akuntansi berbasis
akrual.

B. DEFINISI BELANJA

1.

Belanja adalah semua pengeluaran dan Rekemng Kas Umum
Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo
Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan
yang tidak akah diperoleh p_embayarannya kembali oleh
pemerintah. vv

Belanja merupakan unsur/ komponen penyusunan Laporan
Realisasi Anggaran (LRA).

. Belanja terdiri dari belanja operasi, belé_mja modal, dan belanja

~ tak térduga, serta belanja transfer.

Belanja Operasx adalah pengeluaran anggaran untuk keglatan

sehari-hari yang. memberi manfaat jangka pendek Belanja

voperaSI antara lain meliputi belanja pegawai, belanJa barang

dan jasa, belanja bunga, belanJa subs1d1, belanga hibah, dan

belanja bantuan sosial. -
Belanja pegawal merupakan kompensasi terhadap pegawa1

baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan

kepada pejabat negara, pegawai anCrl‘Slvpll, dan pegawal yang

dipekerjakah oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus
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10.

11.

PNS sebagai imbalan afas pekerjaan yang telah dilaksanakah,
kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
Belanja barang dan jasa adalah pengeluéran anggafan untuk
pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari
12 (dua belas) bulan »dala'm melaksanakan program dan
kegiatan pemerintahan; - |

Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk
pembayaran bunga {iniérest) yang dilakukan atas kewajiban |
penggunaan pokok utang (principal outstanding) termasuk
beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman
dan hibah yang diterima Pemenntah Daerah seperu b1aya
commitment fee dan biaya denda. _

Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi
anggaran yahg dibeﬁkan Pemerintah Daerah | kepada
perusahaan/lembaga terténtu agar harga jual prodliksi/ jasa
yang dihasilkan dapat teljahgkau oleh masyarakat. |

Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam

~bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah,

Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat,
dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan
tidak mengikat.

Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran

‘dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada

individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang
sifatnya tidak secara terus menetus dan Selektif yang bertujuan
untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran u"ntuk perolehan
aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari
satu periode Akuntansi. Belanja modal mehputl antara lain
belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan
peralatan, dan aset tak berwujud. | _

Nilai yang dianggarkan dalam ‘belarija modal sebesar harga
beli/bangunan aset ditambah 'seluruh belanja yang terkait
dengan pehgadaan/ pembangunén aset ‘sampai aset tersebut

siap digunakan.
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. Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk .
AR ,keglatan yang s1fatnya tldak blasa dan t1dak dlharapkan'

iberulang sepert1 penanggulangan bencana alam, bencana -

sosml dan pengeluaran tidak: terduga lamnya yang sangat“‘

,‘v'dlperlukan dalam | rangka penyelenggaraan _ kewenangan R
e ,',v'.v‘Pemenntah Daerah ' G .

."Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau .

R kewapban untuk mengeluarkan uang dar1 Entltas PeIaporan.:

'.‘v.-:.-kepada suatu En‘utas Pelaporan lam yang dlwajlbkan oleh"f' -

peraturan perundang-undangan

1< '.F‘FBelanJa daerah dlklamﬁkasﬂ{an menurut _ o
a. Klas1ﬁkas1 orgamsasx, yaltu mengelompokkan belanJa”v - .
bcrdasarkan orgamsam atau Satuan Kerja Perangkat
o v}.‘,Daerah (SKPD) Pengguna Anggaran T C "
b Kla31ﬁka81 . ekonoml yaltu mengelompokkan ‘ belan_]a
berdasarkan _]ems belanJa untuk melaksanakan suatuv -

U ;l’_;'v' '_15:.K1as1ﬁka81 Belan_]a secara tennc1 dluralkan dalam Bagan Akun’ . R

. Standar (BAS)

C PENGAKUAN

Belanja d1aku1 pada saat

’f_ 9.

3 1 Ter_]admya pengeluaran dar1 RKUD

Khusus pengeluaran f melalu1 bendahara ' pengeluarani“ R

pengakuannya ter_1ad1 pada saat pertanggung]awaban atas"

(e pengeluaran tersebut dlsahkan oleh umt yang mempunyai -

L ‘fungs1 perbendaharaan dengan terbltnya SP2D GU atau SP2D(-'7

. Nibil.

: Dalam hal badan layanan umum belanja d1aku1 dengan AR

| "ubcrpcdoman pada peraturan pcrundangan yang mengatur_ L o

b mengenal badan layanan urnum

'.;_‘Belanja BOS dan JKN yang sumber dananya dltransfer'::.‘
»:v.f»vllangsung dar1 Pemenntah Pusat/Pemermtah Provms1 d1aku1 ::,
pada saat dlterbltkannya dokumen pengesahan belanja oleh SR

‘BUD sesual dcngan Peraturan Perundang undangan yang o

o :1 berlaku
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D - PENGUKURAN

1.

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klas1ﬁka31 yang
ditetapkan dalam dokumen anggaran.

Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan
diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluafkan dan

tercantum dalam 'dokumen pengeluaran yang sah.

E PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1.

Belanja disajikan dalam Laporan Rea11sas1 Anggaran (LRA)
sesuai dengan klasifikasi ekonoml yaitu: '

a. Belanja Operasi

b. Belanja Modal

c. Belanja Tak Terduga v _

dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Belanja dlsajlkan dalam mata uang rupiah. Apabila
pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asmg, maka
pengeluaran tersebut dljabarkan dan dmyatakan dalam mata
uang rupiah. Penjabaran | ‘mata uang asing tersebut
menggunakan kurs tengah Bank Indones1a pada tanggal
transaksi. '

.. Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun

berkenaan setelah ténggal bverakhimya tahun anggaran,
penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja

daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan

- penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan

informasi lainnya yang dianggap perlu.

X. KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSFER
A, 'UMUM

1 - Tujuan

a. Tujuan Kebuakan Akuntanm transfer adalah untuk
mengatur perlakuan Akuntansx atas transfer dan informasi
lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas
sebagalrnana d1tetapkan oleh peraturan perundang-

undangan
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b. Perlakuan Akuntansi transfer mencakup  definisi,
pengakuan dan pengungkapannya | ' ’

Ruang Lingkup |

- Kebfjakan ini diterapkan dalam Akuntansi transfer yang

disusun dan disajikan dengan menggunakan Akuntansi
berbasis akrual. Kebijakan ini ditérapkan untuk Entitas

- Akuntansi/Entitas Pelaporan Pemermtah Daerah tidak
termasuk perusahaan daerah., ’ ’ B

B. DEFINISI

1.

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu .

Entitas Pelaporan darl/ kepada Entltas -Pelaporan la,in,’

~ termasuk dana perimbangan dan dana bagl hasil
. Transfer Masuk (LRA) adalah penenmaan uang dari Entitas

. Pelaporan lain, mgsalnya penerimaan dana perimbangan dari

pemcfintah pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi

.~ Transfer Keluar (LRA) adalah pengeluaran dari Entitas

Pelaporan ke Entitas Pelaporan lain seperti pengeluaran dana
perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh
Pemerintah Daerah.

) Pendapat;ank Transfer (LO) = adalah p‘endapatan berupa

penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh Entitas

Pelaporan dari suatu entintas pelaporan lain -yang diwajibkan -

oleh peraturan perundang-undangan.

" Beban Transfer (LO) adalah beban berupa pengeluaran uang |

~atau - kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Elititas

Pelaporan kepada suatu Entitas Pelapbran lain yang
diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan

Transfer diklasifikasikan menurut sumber dan Entitas i
penerimanya, yaitu mcngelompokkan transfer berdasarkan
sumber transfer untuk pendapatan ti'énsfcr dan berdasarkan
Entitas penerima untuk tfansfef/ beban transfer sesuai BAS.

Klasifikasi transfer secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun

- Standar (BAS)
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C. PENGAKUAN
1. Transfer Masuk dan Pendapatari Transfer

a. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan
Realisasi "Anggaran, pengakuan atas transfer masuk
dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas
Umum Daerah. ,

b. Untuk kepentmgan penyajian pendapatan trarisfer pada
dalam Laporan Operasional, pengakuan masmg masmg -'
jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:

1) Timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau
2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya
‘ekonomi (reallzed) , |
c. Pengakuan pendapatan transfer dllakukan bersamaan
dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan
pada saat - penyusunan laporan keuahgan, pendapatan’ o
transfer dapat diakui sebelurn penerimaan kas apabila :
terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan
dokumen yang sah sesuai dengarr ketentuan yang berlaku.

2. Transfer Keluar dan Beban Transfer

1. Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan
Realisasi Anggaran pengakuan atas }transfer‘ keluar
dilakukan pada saat terbltnya SP2D atas beban anggaran )

transfer keluar

2. Untuk Kkepentingan penyapan‘ beban transfer pada
penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer '
pada periode berjalan dilakukan ‘bersamaan dengan
pengeluaran kas yaitu pada |saat diterbitkannya SP2D
Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan
laporan keuangan dilakukan penyesualan berdasarkan
dokumen yang menyatakan ke?va_uban transfer Pemerintah
Daerah yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah

lainnya/ desa.
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- D. PENGUKURAN
lv. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

a. Untuk kepentingan penyajian transfer maéuk pada Lap}oran
Reahsasx Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat
berdasarkan Jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas
Umum Daerah. | , ,

b. Untuk kepentingan penyusuhan» penyajian pendapatan
transfer pada Laporan Operaswna.l pendapatan transfer
diukur dan dlcatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer
bagi Pemerintah Daerah

2. Transfer Keluar dan Beban Transfer

a. Untuk kepentmgan penyusunan Laporan Realisasi
Anggaran, transfer keluar d1uk_ur dan dicatat sebesar nilai
SP2D yang diterbitkan atas bcbén anggaran transfer keluar.

b. Untuk kepentingan "penyus{man Laporan Operasional,
beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban
transfer Pemerintah Daerah !yang ‘bersangkutan kepada
Pemerintah Daerah lainnya/ désa berdasarkan dokumen

yang sah ‘vsesuai ketentuan yang; berlaku.

1. »Transfer masuk dinilai b_erdasarkain asas bruto, yaitu dengan
membukukén penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah

- nettonya (setelah dlkompensa31kan dengan pengeluaran).

2, Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemermtah

- ‘Pusat sebagai akibat Pemerintah Daerah yang bersangkutan
tidak 'memenuhi ‘kewajiban finansial seperti pembayaran
pinjaman Pemerintah Daerah yang tertunggak dan
dikompensasikan sebagai pcmbayaraﬁ hutang Pemerintah
Daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan
sebagal transfer DAU dan pengeluaran pemblayaan pembayaran
pinjaman Pemerintah Daerah. Hal ini juga berlaku untuk
penyajian dalam Laporan Operasxonal |
Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU

merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemenntah pusat
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o sebelumnya, maka pemotongan dana transfer d1per1akukan E

: ‘.:‘,-.Sebagal pengurangan hak Pemenntah Daerah pada tahun o

kepada Pemermtah Daerah tanpa dlserta1 dengan kompensasr ’

| pengurangan kewajlban Pemerlntah Daerah kepada pemenntah R

_if':pusat ma.ka atas pemotongan DAU tersebut drperlakukan} o

I sebagai- koreksx pengurangan hak Pemermtah Daerah atas o |
‘f_v'pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan

.‘Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya;';s o

v keleblhan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran""vf -

- anggaran bexjalan untuk anIS transfer yang sama

. F PENGUNGKAPAN

_Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer» S |

o v_'dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebaga1 berlkut

v a.
. ’keluar pada Laporan Reahsam Anggaran, nnman reahsam R

'PenJelasan nneran atas anggaran dan reahsa31 transfer B
;:'-vmasuk pada Laporan Reallsas1 Anggaran dan reahsasr“f'xf,
f‘pendapatan transfer pada Laporan Operasmnal beserta o
- perbandmgannya dengan reahsa81 tahun anggaran - o
‘Fsv}sebelumnya e W R

. :Penjelasan atas penyebab terjadmya se1131h antara'-.
B _: anggaran transfer masuk dengan reahsasmya SR
Penjelasan atas Perbedaan n11a1 reahsas1 transfer masuk"- SR
dalam Laporan Reahsas1 Anggaran dengan reahsasa :
pendapatan transfer pada Laporan Operasronal ‘ |

: _-Informas1 lamnya yang dlanggap perlu

:Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam PRI
L Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebaga\ benkut "

: Pen_lelasan nn01an atas anggaran dan reahsam transfer

beban transfer pada Laporan Operasmnal beserta_
L Aperbandlngannya dengan tahun anggaran sebelumnya |

I Penjelasan atas penyebab teljadlnya SehSlh antara'_;, R

anggaran transfer keluar dengan reahsasmya R o
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Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar
dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi
beban transfer pada Laporan Operasional. |

Informasi lainnya yang dianggap perlu.

XI. KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

A. UMUM
1. Tuyjuan v
a. Tujuan Kebijakan Akuntans1 pembiayaan adalah uﬁtuk
mengatur perlakuan Akuntansi atas transfer dan
informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan
akuntabilitas ‘sebagaimana ditetapkan oleh peraturan
perundang-undangan.. | v
b. Perlakuan Akuntansi pembiayaan mencakup definisi,
pengakuan, dan pengungkapannya.
2. Ruang Lingkup ’

Kebijakan ini diterapkan dalam Akuntansi pembiayaan yang

disusun dan disajikan dengan menggunakan Akuntansi
berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk Entitas
Akuntansi/Entitas Pelaporan Pemerintah Daerah, tidak "

termasuk perusahaan daerah.

Definisi

a.

Pembiayaan- (ﬁnancirig) adalah setiap penerimaan yang

“perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan

diterima kembali, baik pada tahun anggaran
‘bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya
yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau
memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan terdiri dari :

1) Penerimaan pembiayéan, dan

2) Pengeluaran pembiayaan.
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~ B. PENERIMAAN PEMBIAYAAN
1. Definisi Penerimaan Pembiayaain |
. a. Penerimaari pembiayaaﬁ adalah semua penerimaan
Rekéning Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain berasal
dari  penerimaan pinjaman, penjualan  obligasi
- pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah,
penerimaan "kembali pinjaman yang diberikan kepada
fihak ketiga, penjuélan- investasi permanen lainnya, dan
pencairan daina cadangan. | |
b. Transaksi: Penerimaan Pembiayaan hanya dilaksanakan
oleh Satuan Kerja‘Pengelola Kéuangah Daerah (SKPKD)
}‘ yang berfungsi sebagai SKPKD. |
. 2. Pengakuan Penerimaan Pémbiayaan
- Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada |
Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- 3. Pengukuran Penerimaan Pémbiayaan _
" Penerimaan Pembiayaah diukur berdasarkan nilai nominal
dari = transaksi. Penerimaan. pembiayaan = dilaksanakan |
berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan
. penenmaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah
_ dlkompensa31kan dengan pengeluaran).
4. Penyajlan dan Pengungkapan Penerimaan Pembiayaan
| Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
dan rinciénnya dijelaskan dalam Cataté;n atas Laporan

Keuangan (CaLK)f_

C. PENGELUARAN PEMBIAYAAN

oL Definisi Pengeluaran Pemblayaan

» a. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran
}Rekemng Kas -Umum Daerah (RKUD) antara lain
pembenan pmjaman kepada pihak ketiga, penyertaan
“modal pemenntah, pembayaran kembali pokok pinjaman
‘dalam  periode tahun. - anggaran. tertentu, dan

~ pembentukan dana cadangan. _
b. Transaksi Pengeluaran Pemblayaan hanya dllaksanakan
oleh Satuan Ker_]a Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)
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o yang berfufigSi sebagai SKPKD .

. ‘Pengakuan Pengeluaran Pemblayaan _ N
: Pengeluaran pemblayaan ' dlakul pada B saat terjadmya
- pengeluaran kas dan Rekenmg Kas Umum Daerah (RKUD) |
Pengukuran Pengeluaran Pemblayaan R
. »Pengeluaran Pemblayaan dlukur berdasarkan n11a1 nommal :
transak81 Pengeluaran pemblayaan dllaksanakan berdasarkan ,' | -

- : azas bruto

Penya_jlan dan Pengungkapan Pengeluaran Pemb1ayaan

. Pemblayaan dlsajlkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

vdan r1n01annya dl_]claskan dalam Catatan atas Laporan

¥ s Keuangan (CaLK)

D PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN DANA BERGULIR

. dlmatkan akan dlpungut/dltank kembah oleh Pemenntah_g_' |
',Daerah apablla keglatannya tclah bcrhasﬂ dan selanjutnya "

'Akuntanm/ badan layanan umum daerah yang dllakukan - B

Bantuan yang dlbenkan kepada kelompok masyarakat yang

 akan dlguhrkan kembah kepada kelompok masyarakat lamnya.v |
. sebaga.l dana berguhr . N
. _'_Pembenan dana berguhr untuk kelompok masyarakat yang. e
‘} mengurangi rekenmg kas umum daerah - dalam APBD
" :“'dlkelompokkan pada Pengeluaran Pcmb1ayaan

'-Penerlmaan dana berguhr dan kelompok masyarakat yang}»

menambah rekemng kas umum daerah vdvallar}n APBD

X dlkelompokkan pada Penenmaan Pemblayaan ' v
. Apabila - mekanlsmc pengembahan dan penyaluran dana o
‘ 'vvtersebut dllakukan melalul rekemng Kas Umum Daerah maka.i'}j'

| ‘, dana tersebut se_]atlnya merupakan p1utang Baglan yang Jatuh ‘_ '

’, tempo dalam satu tahun dlsa_ukan sebaga1 plutang dana

: berguhr, dan yang Jatuh tempo leblh dan 12 (dua belas) bulanv' }' .

- d1sa_11kan sebagal 1nvestasx Ja.ngka panJang

Dana berguhr yang mekamsme pengembahan dan penyaluran» o
kembah ‘dana berguhr yang 'j dllakukan oleh -Entitas |

B - secara langsung (tldak melalui rekemng kas umum daerah) '

| seluruh dana tersebut dlsajlkan sebagal 1nvesta31 _]angka.’ ':
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panjang, dan tidak dlanggarkan dala.m penenmaan dan/atau
pengcluaran pemblayaan '

E SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)

1. Definisi Saldo Anggaran Lebih (SAL)

a.

Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah jumlah saldo yang
berasal dari ‘akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun
anggaran vs_ebelur}nnya dan tahun berjalan serta
penyesuaian lain yang diperkenankan. »
Akun ini secara umum bukan merupakan bagian dari
akun pembxayaan

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2013 akun ini ada dalam kategoriv‘Ekuitas SAL. Kebijakan
ini memasukkan akun SAL dalam akun pembiayaan
namun bukan merupakan bagian dari pembiayaan
dengan pertimbangan bahwa akun ini merupakan akun
nominal bukan akun riil. Selain itu, akun ini tidak akan
mempengaruhi penyajian Laporan Neraca interim. Akun
ini akan bernilai 0 (Iiol) péda akhiif tahun atali pada saat

tanggal pelaporan.

- Saldo Anggaran Lebih terdm dan

1) Surplus/Defisit - LRA
2) Pembiayaan Netto
3) SiLPA/SiKPA (tahun berkenaan)

'4) Perubahan SAL

Surplus/defisit-LRA  adalah selisih lebih/kurang antara
pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode

pelaporan. v

Pembxayaan‘ Netto adalah selisih "antara penenmaan
pemblayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Sisa Leb1h/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/ SiKPA)
adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-

" LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran

pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode

- pelaporan.

Perubahan SAL adalah akun yang dlgunakan untuk

' mencatat transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas
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; yang membebam anggaran dalam rangka penjusunanl,

Laporan Reahsa51 Anggaran dan Laporan Perubahan SAL.

e QAkun Perubahan SAL  ini. tldak dlakomodaSI dalam -

| Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 64 Tahun 2013. o
- Dalam Peraturan Menterl Dalam Negen akun ini
; ' 'dxakomodam sebaga1 akun Ekultas SAL dcngan nnmah o

, Estlmam Perubahan SAL o ‘

2 Pengakuan Sa.ldo Anggaran Leb1h (SAL)

N | bf'f;{, Akun ini akan menutup akun Pendapatan LO dan Beban iv |

3

Ca .Akun Saldo Anggaran leblh d1aku1 pada saat féxjeidi o

o ‘transakm penyusunan laporan kcuangan

- ’serta menutup akun SlLPA/ S1KPA .
Penyajlan dan Pengungkapan Saldo Anggaran Leb1h (SAL)

- Saldo Anggaran Leblh (SAL) merupakan akun yang dlgunakan

s Perubahan SAL Akun ini tldak akan disajikan lembar muka? - |
lface) laporan tersebut Akun 1n1 akan dltutup pada perlode' IR

untuk penyusunan Laporan Reahsas1 Anggaran dan Laporan ';

o Almntan31 _' -

: XII KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LO

A UMUM T o

1

TuJuan DRI

B ;Menetapkan dasar-dasar penyajlan pendapatan dalam Laporan L

. boperaswnal untuk Pemermtah Daerah dalarn . rangka SRR
memenuhi tujuan akuntab111tas pcnYelenggaraan' N

i» ‘:tﬁpemermtahan ) sebagalmana dltetapkan oleh peraturanv,"v”.v,“ |

. " }{ : perundang-undangan

L ”\Ruang Llngkup ' = P

:.-: 'fKebIJakan 1n1 d1terapkan dalam Akuntans1 Pendapatan-LO yang' " : |
dlsusun dan dlsajlkan dcngan menggunakan Akuntansi»‘ |
'.,,iberbasm akrual Kebl_]akan 1n1 dlterapkan untuk Entltasi o B
‘”‘g-”‘:-”fAkuntans1/ Entltas : Pelaporan Pemermtah Daerah udak - }}

termasuk perusahaan daerah e



B. DEFINISI

1. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui -
sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. .

2. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan.
Klasifikasi menurut sumber pendapatéh untuk Pemerintah
Daerah dikelompokkan menurut asal dan jehis pendapatan,
yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain
pendapatan yang sah, Pendapatan Non Operasidnal dan Pos
Luar  Biasa.  Masing-masing  pendapatan - tersebut
diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. |

3. Pendapatan - LO terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah - LO;

Pendapatan Transfer — LO;

Lain-lain Pendapatan yang' Sah - LO;

Pendapatan Non Operaswnal LO dan

o oo T

Pos Luar Blasa LO.

C. PENGAKUAN

1. Pendapatan-LO diakui pada saat:

a. Timbulnya hak atas pendapatan'(earned) atau;

b. Pendapatan diréalisasi yaitu aliran f_nasuk sumber daya
ekonomi (realized). . ‘

2. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan diartikan bahwa:

a. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan
pemridang;undangé.n dan sebagai‘ imbalan atas suatu
pelayanan yang telah scleéai diberikan diakui pada saat
timbulnya hak untuk menagih pendapatan /imbalan;

b. Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui .
dengan mengabu pada peraturan pertindangan yang
mengatur mengenal badan layanan umum.

3. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi dlamkan
bahwa hak yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah tanpa
terlebih dahulu adanya penagihan. |

4.‘ Bila dikaitkan déngan penerimaan kas maka pengakuan
Pendapatan-LO dapat dilakukan dengan 3 (tiga) kondisi yaitu:
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o a. Pendapatan—LO dlakux sebelum penerlmaan kés, s

o b Pendapatan—LO d1aku1 bersamaan dengan penerlméan kas,_'v -

- dan |
c. Pendapatan~LO d1aku1 setelah penenmaan kas

Dapat d1ura1kan sebagal benkut

- a Pendapatan—-LO d1aku1 sebelum penerlmaan kas dapat:'
dllakukan apablla dalam hal proses transakSI pendapatan

daerah terjadl perbedaan Waktu antara penetapan hak ' |

“pendapatan dan penenmaan kas, dlmana penetapa_n hak o

pendapatan dllakukan Ieblh dulu, maka pendapatan—LO
: dlakul pada saat terblt atau chtenmanya dokumen
penetapan Walaupun kas belum dlterlma R

b. Pendapatan LO d1aku1 bersamaan dengan penenmaan kas o
‘_dapat dllakukan apablla dalam hal proses. transakm T TAK -
_.-BERWUJUDpenetapan hak pendapatan dan pencnmaan o L

~ kas/ penetapan hak pendapatan dilakukan bersamaan

dengan dltenmanya kas maka pendapatan - LO dlaku1 .
pada saat kas diterima. ' o :

Kebljakan Akuntan31 terkalt pengakuan pendapatan - LO

bersamaan dengan pcnenmaan kas ini dapat Juga

dilakukan atas transakm dengan pertlmbangan | o
: 1) Ket1dakpast1an Jumlah penenmaan yang cukup tinggi '
Beberapa Jems penenmaan mempunya1 tlngkat '
ketldakpastlan Jumlah pendapatannya cukup tmggl o
Oleh sebab 1tu sesuai dengan pnns1p kehati- hatian serta

prm31p pengakuan pendapatan yang dilakukan secara )

konservatlf maka atas transak31 yang mempunyal o

perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan dan

penenmaan kas tersebut dapat dllakukan perlakuan | .

Akuntans1 pengakuan pendapatan sccara bersamaan 3

saat d1tenmanya kas. | o
2) Tidak ada dokumen penetapan - N

"Beberapa pendapatan tldak mcmerlukan dokumen o .

penetapan sepertx pajak dan rctr1bus1 |
sistem . ‘self assesment atau dokumen pcnetapan tldak

dltenma oIeh fung31 Akuntans1 sampau kas d1ter1ma,
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v | E maka atas transakm tersebut dapat dllakukan perlakuan
e .”Akuntans1 pengakuan pendapatan LO secara bersamaan o

- saat d1ter1manya kas.

) Se1a1n pertlmbangan d1 atas, pengakuan pendapatan |

 yang d1lakukan bersamaan dengan penenmaan kas} -

vvd1dasarkan B atas‘v pertlmbangan kepraknsan 7 dan
pertlmbangan blaya dan manfaat T

o C. Pendapata.n—LO dlakul setelah penerlmaan kas dapat

’ dllakukan apablla dalam hal proses transaksx pendapatan 3

.' daerah terjadl perbedaan waktu antara penetapan hak

,:-'pendapatan daerah dan penerxmaan kas daerah dimana_
. ~ kas telah dltenma terleblh dahulu namun penetapan.

- E pengakuan pendapatan belum teljadl maka Pendapatan— "

B : YLO dlakul pada saat ter_]adlnya penetapan/pengakuan S

P ‘pendapatan

B D PENGUKURAN PENDAPATAN- LO o

1 Pendapatan—LO d1n11a1 bcrdasarkan azas bruto yaJtu dengan
membukukan pendapatan bruto, dan tldak mencatat Jumlah |

netonya (setelah d1kompensas1kan dengan beban)

2 ‘Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan—LO bruto’ -

(blaya) ber31fat varlabel terhadap pendapatan dlmaksud dan tidak o

dapat d1 est1mas1 terleblh dahulu dlkarenakan proses belum

selesal, maka asas bruto dapat dlkecuahkan

E PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN PENDAPATAN LO

L ,. ;;:f\Pendapatan—LO dlsajlkan dalam Laporan Operasmnal (LO) R1nc1an

 dari pendapatan—LO duelaskan dalam Catatan atas lapOl'@ln Keuangan | .

o ':l"(CaLK)
F PENDAPATAN ASLI DAERAH L0

1 Deﬁms1 Pendapatan Ash Daerah LO

a Pendapatan Ash Daerah (PAD)-LO adalah pendapatan yang‘}.‘ o

L chperoleh Daerah berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan':’ -

S peraturan perundang—undangan yang d1aku1 sebaga1 penambah : o

o ekultas dalam perlode tahun anggaran yang bersangkutan dan

o »tldak perlu dlbayar kembah = -
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b Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah,
Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dlplsahkan dan Lain-lain PAD yang Sah.,

2. ?Pengakuan Pendapatan Asli Daerah-LO |
1 Pendapatan Asli Daerah-LO diakui pada saat telah menjadl hak
bagi Pemerintah Daerah. ‘

2. Jika dlhubungkan dengan penerimaan kas pengakuan atas

Pendapatan Asli Daerah—LO dilakukan sebagalmana kondisi
berikut ini:

2)

o 3)

4

- Pendapatan Asli Daerah ~ LO diakui sebelum penerimaan kas. :
‘Kondisi ini terjadi pada saat hak Pemenntah Daerah sudah

terjadi mesk.lpun kas belum diterima. Kondlsx ini diakui pada
saat terbltnya Surat Ketetapan PaJak Daerah, Surat Ketetapan
Retribusi maupun terbitnya Bukti Memorial Lainnya.

Pendapatan Asli Daerah-LO diakui bersamaan penerivmaan

kas. Kdndisi ini terjadi pada beberapa pendapatan asli daerah

-LO yang tidak ada dokumen penetapan sehlngga dapat
- diakui bersamaan dengan penerimaan kas. Kondisi ini dapat
‘diakui dengan berdasarkan bukti setoran seperti Bukti

Penerimaan Kas, Surat Tanda Setoran, Nota Kredit, serta
bukti setoran pendapatan lainnya yang sah.

Pendapatan Asli Daerah - LO diakui setelah penerimaan kas.
Kondisi ini texjadi ketika pendapatan asli daerah — LO belum

ivmenjadl hak pada periode Akuntansi namun kas sudah
 diterima. Kondisi ini diakui berdasarkan Nota Kredit, Surat

Tanda Setoran, atau Bukti lain yang sah. Bukt1 Memorial,

~ataupun dokumen lainnya yang sah.
}Pengakuan yang dilakukan dengan kondisi bersamaan dengan

,penerlmaan kas memperhatikan perlakuan Akuntansi

(accounting treatment) pada akhir periode Akuntansi atau

‘ pada saat penyusunan laporan keuangan agar hak yang

'd1sa31kan dalam Laporan Keuangan wajar, tidak disajikan

kurang saji (understated) maupun lebih sap(overstate}d).

Pengakuan per jenis Pendapatan Asli Daerah-LO dapat diuraikan

sebagai berikut :
1) Pendapatan Pajak Daerah- LO
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= b. ’Pendapatan Pajak Daerah yang Jumlah pa_laknya dltetapkanj; o

a. Pendapatan PaJak Daerah yang Jumlah pajaknya d1h1tung PR
_.:H__‘sendm oleh Wa_]lb pa_]ak (self assessment) Sepertl Pa_]ak -
Hotel, Pajak Restoran Pajak Hlburan Pa_]ak Penerangan . : |
._Jalan Pajak Parklr Pajak Mmeral Bukan Logam dan
‘ Batuan dan BPH’I‘B Pendapatan LO dlakm bersamaan -

dengan penerlmaan kas bcrdasarkan buktl setoran sepertl vv

o Bukt1 Penerlmaan Kas, Surat Tanda Setoran Nota Kredlt

. serta bukt1 setoran pendapatan lamnya yang sah

| oleh Pemenntah Daerah (o_)fﬁaal assessment) sepert1 Pajak -

’Reklame PaJak A1r Tanah dan PaJak Burm dan Bangunan

N ",“Pedesaan dan’ Perkotaan (PBB P2), Pendapatan LO diakui

: 2)

R pada saat terbltnya Surat Ketetapan PaJak Daerah g o

maupun terb1tnya Buku Memonal Lalnnya SR
Pendapatan Retrlbu51 Daerah LO e

- Sesuai dengan karakterlstlk retnbu31 N secara umum

pendapatan retnbuSI-LO d1aku1 ketlka pembayaran telah‘ B

B dxtenma Bendahara Pcnenmaan/ Pctugas Pemungut atau Kas’ g

o Daerah kecuah untuk Pendapatan LO yang dlperoleh’

I scbaga1 1mba1an atas suatu peIayanan yang telah selesal
dlberlkan chakul pada saat tlmbulnya . hak untuk menaglh

o 1mba1an ya.ltu setelah dlserahterlmakannnya barang atau " - |

; " Jasa darl Pemermtah Daerah kepada plhak ketlga Contoh |

| . dal’l Pendapatan-LO 1n1 adalah pendapatan yang dltcrlma
»’Qdarl b1aya pengurusan dokumen perljman sepertl IMB o
RetnbuSI pemakalan kekayaan daerah yang dltetapkan}.av;:‘ e

dcngan PCI‘JaIl_]Ian _sewa d1aku1_ befdasarkan Prms‘p:ﬂ"

L “ tcrhlmpunnya (accrued) pendapatan

Has11 Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dlplsahkan-LO B

Pcndapatan d1v1den dlakm ketlka telah terblt pengumuman S

: pembaglan laba BUMD serta pcngumuman pembaglan laba
o tersebut telah dlterlma oleh Pemerlntah Daerah ” ’

.. 4) Hasﬂ penJualan kekayaan daerah yang tldak dxplsahkan -LO 1 f o :

1 Lam—laln PAD yang Sah LO melalu1 Penetapan , N
PAD yang masuk ke dala.m kategor1 1n1 adalah ’l‘untutan' a

Gantl Kcruglan Daerah
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Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah |
diterbitkan Surat Ketétapan atas :‘pendapatan terkait. |
2. Lain-lain PAD yang Sah-LO tanpa Penetapan |
PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lam hasil
penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan,
Penerlmaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, |
Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah,
Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan
Fasilitas Umum, Pendapatan dari Pen)?elenggaraan ,
Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari
Angsuran/Cicilan Pvenjualan,» Hasil dari Pemanfaatan
Kekayaan Daei'ah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan
Pelaksanaan Pekerjaan, Péndapatan Denda ‘Pajak dan
Pendapatan Denda Retribusi, Lam-lam PAD yang Sah LO
tanpa Penetapan Lainnya. | |
Pendapatampendapatan tersebut diakui kétika pihak
terkait telah melakukan pembayarén langsung ke RKUD.
3. Lain-lain PAD yang Sah-LO dari Hasil Eksekusi Jaminan
Pendapatan hasil cksekusi jaminan diakui saat pihak
ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pengakuan
pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi
yang sah telah diterbitkan. Lain-lain PAD yang Sah-LO
yang ditetapkan dengan perjanjian sewa diakui
. berdasarkan prinsip terhimpunnya (accrued) pendapatan
3 Pengukuran Pendapatan Ash Daerah -~ LO ,
_5 Pengukuran Pendapatan Ash Daerah-LO dlukur sesuai Jumlah
- hak Pemerintah Daerah atas pendapatan tersebut yang dilakukan
berdasarkén azas bruto dan tidak dikurangi terlebih dahulu
dengan biaya-biaya untuk mcndapatkannya
‘ }4.1E Pcnyajxan dan Pengungkapan Pendapatan Asli Daerah - LO
| Pendapatan Asli Daerah - LO dlsajlkan dalam Laporan Operasional

i, (LO). Rinciannya duelaskan dalam CaLK
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G. PENDAPATAN TRANSFER ~ LO
1. Deﬁmsl Pendapatan Transfer LO . .

a. Pendapatan Transfer—LO adalah pendapatan yang bersumber dari
pendapatan APBN yang dlaloka31kan kepada Daerah untuk
mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan
Desentralisasi. _ S : . .

b. Alokasi Pendapatan Transfer-LO untuk Perheﬁntaih Daerah
ditetapkan = dengan Peraturan Tentang Dana Bag1 Hasil
Pajak/Bukan Pa_]ak-LO Dana Alokas1 Umum-LO, Dana Alokasi
Khusus-LO dan Dana Penyesualan LO bagi (yang diterbitkan

| tiap tahun) dan dldlStI‘lbUSlkan setlap penode berdasarkan Nota
Kredit dari Bank. ‘
2. Pengakuan Pendapatan Transfer-LO

a. Pengakuan Pendapatan Transfer-LO diakui pada saat kas masuk
ke Rekening Kas Umum Daerah.

b. Pengakuan Pendapatan Transfer - LO hanya dilakukan. d1
SKPKD. ' '

3. Pengukuran Pendapatan Transfer LO

Pengukuran Pendapatan Transfer-LO dilakukan berdasarkan Jumlah

yang diterima di RKUD -

4. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Transfer — LO

Pcndapatan’Transfer - LO disajikan dalém Laporan Operasional (LO).

Rincian dari Pendapatan Transfer-LO dijelaskan dalam CaLK.

. H. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH-LO
1. Definisi Lain-lain Pendapatan yang Sah -LO ‘ ' |
Lain-lain Pendapatan | yang Sah -LO adalah
seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah ~LO dan
Pendapatan Transfer - LO. - | | |
2. Lam-lam Pendapatan yang Sah - LO terdm dan
. a. Pendapatan Hibah-LO;
b. Dana Darurat-LO;
. Pendapatan Lainnya—LO , .
v‘ 3. Pengakuan Lain-lain Pendapatan yang Sah—LO
. a Pengakuan Lain-lain Pendapatan yang Sah—LO adalah pada saat
pendapatan ini di terima di RKUD, kecuali untuk pendapatan-LO
yang sumber dananya berasal non APBD (misal dana BOS dari
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o pusat yang melalul prov1ns1) pengakuan pendapatan pada saat - »
. pendapatan tersebut telah menjadl men_]adl hak Pemermtah' )
- Daerah/ sekolah berdasarkan dokumen yang sah o
‘, Pendapatan Hlbah LO dlakul pada saat di terima di RKUD _
'Dana Darurat—LO terkajt dengan s:fat ket1dakpast1annya maka"
d1aku1 dengan kond1s1 bersamaan dengan dlterlmanya Kas dl Kas'_ o -
;}»Daerah o BRI o - SRS
Pendapatan Lamnya—LO d1aku1 pada saat telah menjadx hak:‘r,
' Pemenntah Daerah berdasarkan dokumen yang sah '

4 Pengukuran Laln lam Pendapatan yang Sah—LO

a Pengukuran Laln-lam Pendapatan yang Sah»LO dllakUkan] .
o = sebesar _]umlah nommal yang d1ter1ma di RKUD S
s b Laln-lam Pendapatan yang Sah—LO dlukur dengan azas bruto
| yang artlnya tldak dlkurangl dengan blaya-blaya yang tlmbula o o

karena pendapatan tersebut

5 Penyajlan dan Pengungkapan Lam-lam Pendapatan yang Sah LO

a.,:"Lam-lam Pendapatan yang Sah-LO dlsajlkan dalam Laporan : :

Operasmnal (LO) Rincian dan Lam lam Pendapatan Daerah yang o

- Sah LO dljelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK)

o I PENDAPATAN NON OPERASIONAL—LO

1 DCﬁI‘llSl Pendapatan Non Operas1ona1—LO

R v}'dlperoleh dari keglatan yang bukan merupakan keglatan utama*'” o

a Pcndapatan Non Operasmnal - LO adalah pendapatan Yang_ TR

" Pemerintah Dacrah dan diterima secara tldak rutin tergantung' S

e  dari tlmbulnya suatu transaksi.

}Pendapatan Non Operas10nal—LO terdm dan

1) Surplus PenJualan Aset Non Lancar 1O..

- 2) Surplus Penyelesalan Kewa_]lban Jangka PanJang LO |
| 3;3) Surplus dan Keglatan Non Operasmnal Lalnnya LO L

2 Pengakuan Pendapatan Non Operasmnal LO

Pengakuan Pendapatan Non Operasmnal - LO pada saat hak o

" 52 1_ “atas pendapatan t1mbul

."._-Pendapatan Non Operasmna] d1aku1 ke‘aka dokumen sumber, 5}' 3 : :

~-._berupa Berita Acara keglatan (mlsal Berlta Acara. Penjufﬂlan -

- untuk mengakw Surplus Penjualan Aset Non Iancar) telah

dltenma



3 Pengukuran Pendapatan Non Operasmnal - LO . _
Pendapatan Non Operaswnal LO dlukur dengan azas bruto yang

artmya tldak dlkurangl dengan blaya-blaya yang tlmbul karena o |

pendapatan tersebut sejumlah nllal nomlnal hak yang dlterlma

4 Penyajlan dan Pengungkapan Pendapatan Non Operasmnal— L0

Pendapatan Non ) Operasmnal—LO dlsapkan dalam N Laporan R

Operasmnal (LO) setelah pendapatan operasmnal sebelum pos Tuar

blasa Rmman dan Pendapatan Non Operaswnal—LO dljelaskanf
da.lamCaLK o IR - P

J PENDAPATAN LUAR BIASA LO

1 Deﬁn131 Pendapatan Luar Biasa — LO n

B ':'--vPendapatan luar blasa adalah pendapatan luar b1asa yang terjadlu" o

', ;karena kcjadlan atau transak81 yang bukan merupakan opera81

R ;blasa, tldak dlharapkan senng atau rutln ter_]adl, dan berada dl luar' - R

i ikendall atau pengaruh Ent1tas bersangkutan

. 2 , :Pcngakuan Pendapatan Luar Blasa LO o o C
:»-:a',"-Pendapatan Luar Blasa—LO dlaku1 , pada saat. ‘hak‘ , atas”; |

| fg'pendapatan luar blasa t1mbul o IR f -
| | ‘b"‘} Adanya keUdakpaStlan serta kcjadxan yang teI’Jadl d1 luar kendah; o

atau pengaruh Entltas yang bersangkutan maka pendapatan ini -

d1aku1 dengan kond1s1 bersamaan dengan dltcnmanya kas (basm" I

| : B kas) dan dlsesua1kan pada akhir. penode Akuntan31 o
- 3 }Pengukuran Pendapatan Luar Blasa LO

” Pendapatan Luar Biasa - - LO diukur berdasarkan azas bruto atau"

R tidak dlkurangl terleblh dahulu dengan blaya-blaya yang timbul o

- . ‘karena pendapatan tersebut dan dlukur berdasarkan Jurnlah’"' R |

S ‘nomlnal atas pendapatan tersebut | ,
4. Penyajlan dan Pengungkapan Pendapatan Luar Blasa— Lo

B ) Pendapatan Luar Blasa-—LO dlsaglkan dalarn Laporan Operasmnal '

'_,'-(LO] setelah pendapatan Non Operasmnal Rmc1an dari Pendapatan C

| 1 ’Non Operasmnal - LO duelaskan dalam CaLK
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XIII KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN '
A UMUM B
: »Kebljakan Akuntan31 beban mengatur perlakuan Akuntan31 -

. ’  ?»atas beban yang mehput1 pcngakuan, pengukuran pen}’ajlan RS

o “ dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan S
‘Pemermtah Daerah el el ’
tRuang Llngkup o

o chljakan 1n1 dlterapkan dalarn Akuntan31 beban yang dlSLlSLlIl - )

o _v‘b_bdan dlsa_ukan dengan menggunakan Akuntanm berbasxsif

akrual Kebljakan dlterapkan untuk » Entltas

‘l termasuk perusahaan daerah

B DEFINISI BEBAN . L e |
i 5' : 1 Beban adalah penurunan manfaat ekonom1 atau potens1 Jasa
) :;_dalam perlode pelaporan yang menurunkan ekultas, yang.
. B vdapat berupa pengeluaran atau konsum51 aset atau tlmbulnyab -
| H‘i"',‘kCWajlban j' _:' ’» IR - |
L 2. Beban terdm dan

i"'a Bcban Opera81

. b Beban Transfer

c. Beban Non Operasmna] o

E d Beban Luar Blasa

C PENGAKUAN BEBAN
1 Beban dapat d1aku1 pada saat
i~ a Tlmbulnya kewa_]lban, ' v
P b Ter_ladlnya konsumsu aset dan » ‘
| c Terjadmya penurunan manfaat ekonorm atau poten31 Jasa

Dapat dluralkan sebagal benkut

:‘:_Akuntanm/Entltas Pelaporan Pemenntah Daerah tldak;s : L

a, Saat tlmbulnya kewa_]lban artmya beban dlakul pada saat‘ '

o terJ&dlnya perallhan hak dar1 plhak lam ke Perncrmtah* S

E . Daerah tanpa d11kut1 keluarnya kas dan kas umum daerah ‘
- b _Saat terjadlnya konsum31 aset artmya ‘beban dlakul pada |
saat pengeluaran kas kepada plhak lain yang tldak‘_

}} :f l'dldahulul tlmbulnya kewajlban dan / atau konsum31 aset non"
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kas dalam keglatan operasional Pemenntah Daerah. v
C. Saat ter_]admya penurunan manfaat ekonorm atau poten31 |
Jasa_artlnya beban diakui pada saat penurunan nilai aset
schubungan =~ dengan = penggunaan aset
bersangkutan/ berlalunya | waktu Contoh = penurunan
manfaat ekonomi atau potensi jasa ‘adalah penyusutan atau‘ _
: » amortisasi. ' S
; 2. Bila dikaitkan dengan pengeluarah kas ‘maka pengakuan ‘beban
dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu: | N
a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
'b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
c. Beban diakui setelah pengeluaran kas
Dapat diuraikan sebagai benkut
a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila
dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah férjadi
perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran
kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu.
Kebijakan Akuntansi untuk pengakuan beban dapat
dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan '
beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Contoh ;
dari transaksi ini misalnya ditandatanganinya Berita Acara
Penyerahan Barang /diterimanya tagihan dari pihak ketiga |
dan dokumen transaksi lainnya. o
b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan |
apabila pcrbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan
pengeluaran kas daerah tidak signifikan dalam penode
pelaporan. Beban diakui  bersamaan dengan saat -
pengeluafan kas yaitu pada saat Bendahara Pengeluaran
“menginputkan bukti pengeluaran dalam mekanisme SPP- .
GU. Perlékuan Akuntansi terkait pengakuan beban yang
berSamaan - dengan pengeluaran kas. ini dap'at'_ juga
dilakukan dengan pertimbangan manfaat dan biaya,
transaksi ini akan rhemberikan manfaat yang sama
dibanding dengein perlaklian Akuntansi (accounting
treatment) yang harus dilakukan. |
c. Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila B
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dalam hal proses transaksi pengeluérén daerah terj'adi
perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan
pengakuan beban, dimana 'pengakuah beban dilakukan
setelah pengeluaran kas. |

Perlakuan Akuntansx pengakuan beban dapat dilakukan
pada saat barang atau jasa belum dimanfaatkan walaupun
kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas
mendahului dari saat barang atau Jasa dlmanfaatkan,
pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban.
Pengeluaran kas tersebut. dapat diklasifikasikan sebagai
Beban Dibayér' di MLﬂ{é (akun heraca), Aset Tetap dan Aset
Lainnya. Pengelola Dana BOS Réguler‘ Dana Kapitasi JKN
dan BLUD beban diakui pada saat penerb1tan SP2B.

D. PENGUKURAN BEBAN
| Beban diukur sesuai dengan o v

‘a. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal afas
| kewajiban yang t1mbu1 konsum81 aset, dan penurunan manfaat
| ekonomi atau poten31 Jasa Beban diukur dengan menggunakan

mata uang ruplah
b menaksu' nilai wajar barang/ jasa tersebut pada tanggal
| transaks1 jlka barang/Jasa tersebut tidak diperoleh harga

pcrolchannya

E. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BEBAN _
~ Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban
| dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Kéuangan‘(CaLK). |

F. BEBAN OPERASI

1. Definisi Beban Operasi ‘

- a. Beban Opera81 adalah pengeluaran uang atau kewaﬁban untuk
mengeluarkan uang dari Entitas dalam rangka keglatan
operasmnal Entitas agar Entitas dapat melakukan fungsinya

o dengan baik. an '

" b. Beban Opera31 terdiri dan Beban Pegawal, Beban Barang dan

Jasa, Beban Bunga, Be_ban Subsidi, Beban Hibah, Beban

Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban
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Penyisihan Piutahg, dan Beban lain-lain.

Dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai

2)

3)

baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus
d1bayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil,
dan pegawa1 yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah
yang belum berstatus PNS sebagau imbalan atas pekerjaan
yang telah dllaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaxtan
dengan pengadaaan aset tetap. -

Beban Barang dan Jasa mcrupakan penurunan manfaat
ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan
ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi
aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaah '
barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas,
pemehharaan termasuk pembayaran honoranum kegiatan |
kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan
tertentu terkait dengan suatu prestasi. v
Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah
Daerah untuk Vpembayaran bunga (interest) yang dilakukan
atas Kkewajiban penggunaan pokok utang (principal
oufstanding) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yémg
terkait - dengan pinjaman dan hibah yang diterima

Pemerintah Daerah seperti biaya commitment fee dan biaya |

- denda.

9

5

6)

Beban Subsidi merupakan pengeluafan atau alokasi
anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada
perusahaan/lembaga tertentu  agar  harga  jual
produksi/jasa yang dihasilkan dapat tezjangkati oleh
masyarakat. . ) v
Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk
uaﬁg, barang, atau jasa kepada pemerintah, Pemerintah
Daerah Iainnya, perusahaan daérah masyarakat, dan
orgamsasx kemasyarakatan, yang bers1fat tidak wajib dan
tidak mengikat. _ .

Beban Bantuan Sosial mcrupakan beban Pemcrmtah

Daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan
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kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau rriasyarakat. ‘

7} Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang
terjadi akibat penufunan manfaat ekonomi atau potensi
jasa terjadi padé saat penurunah nilai aset sehubungan
‘dengan penggunaan aset bersangkutan /berlalunya waktu.

8) Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan piutang
yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun
piutang terkait kolektibilitas piutang.

9) Beban Lain-lain adalah beban operasi yang t1dak termasuk

dalam kategon tersebut di atas.

2. Pengakuan Beban Operasi

a.

Beban Pegawai diakui pada saat tlmbulnya kewajlban atau
perahhan hak kepada—pegawal. Timbulnya kewajiban atas
beban pegawai diakui berdasarkan dokumen yang sah.

Beban Pegawai dengan mekanisme LS akan diakui
berdasarkan tanggal tagihan. ' |
Beban Pegawai dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui
pada saat Bendahara Pengcluaran menginputkan bukti
pengeluaran. |

Beban Barang dan Jasa diakui pada saat tlmbulnya kewajiban
atau peralihan hak kepada pihak ketiga yaitu ketika bukti

penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima

‘ ditahdatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat

bai'ang perSediaan yang belum terpakai atau jasa yang belum
diterima, maka dicatat sebagai pengurang beban. |
Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh teinpo untuk

. dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai

beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan
walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

Beban subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah Daerah

* untuk membenkan subsidi telah tlmbul

Beban Hibah diakui pada saat peljanjlan hibah atau NPHD
disepakati/ditandatangani meskipun masih melalui proses
verifikasi. Pada saat hlbah telah diterima maka pada akhir
periode Akuntansi harus dilakukan penyesualan '

Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan
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k penyaluran ‘belanja bantuan sosial atau diaku'ivdengarfl kondisi
: bersamaan dengan pengeluaran kas (basvs kas), }mengmgat h
kepastxan beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum
dllakukan vcriﬁkam atas pcrsyaratan penyaluran bantuan
~ sosial. Pada akhir perlode Akuntans1 harus dllakukan
'penyesualan terhadap pengakuan belan;a ini. |
i, Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir
tahun/periode Akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan
- amortisasi yang sudah dxtetapkan dengan mengacu pada bukt1
| memorial yang d1terb1tkan , ‘ .
| jv. Beban Penylslhan Piutang diakui saat akhir tahun/ penode
Akuntan31 berdasarkan persentase cadangan piutang yang
sudah d1tetapkan dengan mengacu pada bukti memonal yang
dlterbltkan o , , . |
k. Beban lain-lain d1aku1 pada saat kewajiban atas beban
tersebut timbul atau teljadl peralihan hak kepada pihak ketiga.
Untuk Beban-LO yang sumber dananya berasal non APBD
(misal dana BOS dari ‘pusat yang mélalui provinsi) pengakuan
beban pada saat kewajiban atas beban tersebut timbul atau
texjadl peralihan hak kepada p1hak ketiga berdasarkan
» dokumen yang sah. ‘

3 Pengukuran Beban Operasi _

" Pengukuran Bcban Operasxb berdasarkan _]umlah nommal beban
yang t1mbu1 Beban dlukur dengan menggunakan mata uang
rupiah. '

- 4 Penyajlan dan Pengungkapan Beban Opera31
 Beban Operasi disajikan da.lam Laporan Operasmnal (LO) ‘Rincian
. dari Beban Operasi dgelaskan dalam Catatan atas Laporan

Keuangan (CaLK)

” G; EBEBAN TRANSFER

1 Defimsx Beban Transfer
Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau
o kcwajlban untuk rnengeluarkan uang dari Pemermtah Daerah
kepada Entltas Pelaporan lain yang dlwajlbkan oleh peraturan

perundang—undangan
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::Beban transfer d1aku1 pada saat tlmbulnya kewaﬁban Pemermtah

vv:,Daerah Dalam hal pada akhir periode Akuntansu terdapat alokasi o

Pengakuan Beban Transfer RN

“dana yang harus dlbaglhasﬂkan tetapl belum dlsalurkan dan ‘
Sudah dlketahul daerah yang berhak menerlma, maka nlla:n ; ‘
' tersebut dapat d1aku1 sebaga1 beban atau yang berart1 beban_ o SRR
d1aku1 dengan kOI‘ldlSl sebelum pengeluaran kas ' ' o
.-.»Pengukuran Beban Transfer o o v |
- Beban Transfer dxukur berdasarkan Jumlah nornmal yang o |
_“"dlserahkan untuk d1bag1hasﬂkan Beban transfer dlukur denganf_- o
*".-‘mata uang rup1ah o o : ' ’
'_Penya.]lan dan Pengungkapan Beban Transfer o

R ) Beban Transfer dlsajlkan dalam Laporan Operasmnal (LO) Rmman e

dar1 Beban : Transfer dljelaskan dalam Catatan atas Laporan‘:

o Keuangan (CaLK)

H BEBAN NON OPERASIONAL

- Beban Non Operasmnal adalah beban yang 51fatnya tldak rutin. }-

ijeﬁmsx Beban Non Operaswnal

dan perlu dlkelompokkan tersendm dalam keglatan nonﬂ"

L operas1onal

h ':‘ “ 2 Pengakuan Beban Non Operaswnal

a.‘v,Pengakuan Beban Non Operasmnal berdasarkan pada saat :
- timbulnya kewajlban | | | o

b. Dengan alasan kepraktlsan dan faktor ketldakpastxan akanv

!bersamaan dengan pengeluaran kas o

. Pengukuran Beban Non Operasmnal

B Beban Non Operasxonal dlukur berdasarkan Jumlah nommal yang o

dlserahkan untuk dlbaglhasﬂkan Beban Non Operas10nal dmkur'

dengan mata uang rup1ah

. Penyayan dan Pengungkapan Beban Non Operasmnal

»Beban Non Operasmnal drsajlkan dalam Laporan Operasmnal o

(LO). R1n01an dari Beban ~ Non Operas1ona1 dl_]elaskan dalarn

) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

163 -

‘terjadinya - beban 5 ini g maka tlmbulnya kewallban d1aku1 . -



I BEBAN LUAR BIASA
1 Defin1s1 Beban Luar B1asa

L Beban Luar Blasa adalah beban yang terjad1 karena ke_]adla_nv'

yang tidak dapat d1rama1kan teryadx pada awal tahun anggaran,;' )

" tidak dlharapkan teljadl berulang—ulang, dan ke_]adlan dlluar o

: kendah Entltas pemermtah o
7,";:2._‘Pengakuan Beban Luar Biasa. f LT v o
- ;Pengakuan Beban Luar Blasa adalah pada saat kewajlban atas‘ Co

beban tersebut t1mbu1 atau pada saat terJadl perahha.n hak"

o kepada plhak ketlga a

| 'Dengan alasan kepraktlsan dan faktor ketldakpastlan akan_ o .

o ,:"ter_]adea beban ini maka - Umbulnya kewajlban d1aku1 B

] bersamaan dengan pengeluaran kas

: ‘_'3. " Pengukuran Beban Luar Blasa

Beban Luar Blasa dmkur bcrdasarkan Jumlah nommal yang e

. dlserahkan untuk dlbaglhasﬂkan Beban Luar Blasa diukur S

_ :dcngan mata uang ruplah _ v
- | 4.‘? Penyajlan dan Pengungkapan Beban Luar Biasa
o Beban Luar B1asa dlsajlkan dalam Laporan Operasmnal (LO)
- Pos luar blasa dlsa_]Ikan terplsah dari pos pos Ialnnya dalam v_
’Laporan Operaswnal dan d1sa31kan sesudah Surplus/ Deﬁ31t dan N
) Keglatan Non Operasmnal - B
R1nc1an dan Beban Luar Blasa dljelaskan dalarn Catatan atas :

x Laporan Keuangan (CaLK)

| 5 Untuk beban-LO yang sumber dananya berasal non APBD (mlsal N o

' dana BOS dan pusat yang melalul prov1n31) pencatatan -
. _pengakuan, pengukuran, , penya_uan | dan pengungkapannya ‘
- sebagalmana pencatatan, pcngakuan pengukuran, penyapan dan-* »

e pengungkapan beban Iuar blasa-LO dan harus d1dukung dokumen' : |

o s sumber yang akurat
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x1v KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN PERUBAHAN e

: KEBIJAKAN AKUNTANSI PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI DAN B

“ fOPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN
A UMUM . R
| 1 ’I‘u_]uan . » | »
S E 'I‘u_]uan kebljakan ini adalah mengatur perlakuan Akuntansi'
oo ’atas korekSI kesalahan, perubahan Kebuakan Akuntanm,bl
'fperubahan estlma31 Akuntanm, dan-»v operasi yang tidak

) dllanjutkan

2. Ruang ngkup

o a. ‘Dalam menyusun dan menyajlkan Iaporan keuangan suatu, o

) Entltas menerapkan kebljakan ini untuk melaporkan -

C fpengaruh kesalahan, perubahan Keb1_]akan Akuntansa,’* :

'perubahan est1mas1 Akuntan51, dan operas1 yang t1dak :f.:»_

o dllanjutkan

T ‘_b‘.f.Kebljakan 1n1 dlterapkan untuk Enutas Akuntanm/ Entltas e

APelaporan Pemerlntah Daerah tldak termasuk perusahaan - N . -

n daerah

3 ’Deﬁnlsl . o v v
a Kebgakan Akuntanm adalah pr1ns1p prms,lp, dasar-dasar o

'konvcns1-konven31 aturan -aturan, - dan prakt1k~prakt1k

spesﬁik yang d1p111h oleh suatu Entltas Pelaporan dalamv': S

S :penyusunan dan penya_]lan laporan keuangan

b 'Kesalahan adalah penya_]lan POS-pos yang Secara Slgnlﬁkan R

: tldak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhl 3

_llaporan keuangan | perlode berjalan atau - penode'

'sebclumnya SR

- c KOI‘ekSl adalah tlndakan pembetulan Akuntans1 agar pos- SRR

B v'pos yang tersa_u dalam laporan keuangan Ent1tas menjadl

sesua1 dengan yang seharusnya

od Opera31 yang t1dak dllan_]utkan adalah penghentlan suatu.':,’ o

mISl atau tupoksx tertentu aklbat pelepasan atau; -

"~'penghent1an “suatu fung31, program, | atau keg1atan L

o sehlngga aset kewajlban, dan opera81 dapat dlhentlkanb
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e Perubahan ”e'sti’rnasi ~adalah  revisi - estimasi ‘karena = -

- ’._tanpa mengganggu fung51, program atau keglatan yang :

o lam

perubahan kondisi yang mendasan estuna81 tersebut atau

o karena terdapat 1nforma81 baru pertambahan pengala.man: o

dalam mcnges’umam atau perkembangan lam

f. Laporan keuangan dlanggap sudah dlterbxtkan apabllav L

‘sudah dltetapkan dengan peraturan daerah

B KOREKSI KESALAHAN

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu ’

'atau beberapa perlode sebelumnya mungkm baru dxtemukan

o pada penode berjalan Kesalahan mungkm timbul dan adanya -

scbelumnya Sehmgga laporan-laporan keuangan tersebut tldak, -

,keterlambatan penyampalan bUktl transak51 anggaran oleh "
}pengguna anggaran kesalahan perhltungan matematls
»kesalahan dalam penerapan Kebljakan Akuntans1, kesalahan'

. 1nterpretas1 fakta kecurangan atau kclalalan

Dalam 81tuasx tertentu suatu kesalahan mempunyai pengafnh -

: 31gn1ﬁkan bag1 satu atau lebih laporan kcuangan pcrlode

B dapat dlandalkan Iagl

Kesalahan dltm_]au dan Slfat kejadlannya dlkelompokkan S
: 'dalam 2 (dua)Jenls T ' o
Ca Kesalahan yang tidak berulang, 3

b. Kesalahan yang berulang dan 51stem1k

»Kesalahan yang t1dak berulang adalah kesalahan yang" a
" dlharapkan tldak akan tcljadl kembah yang dlkclompokkan

 dalam 2 (dua) Jems

ja Kesalahan yang tidak berulang yang ter_]adl pada perlode' . L

berjalan, o : : : : o
b. Kesalahan yang tldak berulang yang texjadl pada penode o )

- sebelumnya, o

. Kesalahan yang berulang dan sxstemlk adalah kesalahan yang -

dlsebabkan oleh sifat - alamlah (normal) dan Jems—_]enls'

transaksx tertentu yang dlperklrakan akan terjadl bcrulang
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Contbhﬁjé adalah penerimaan pajak dari ‘wajib pajak yang
memerlukan kbreksi si:hingga perlu dilakukan restitusi atau
tambahan pembayaran dari wajib pajak. '

Kesé.la.han berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi,

" melainkan dicatat pada saat “terjadi pengeluaran kas untuk

- 10.

. mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi

pehdapatanQLRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

Tefhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah
dlketahm

Koreks1 kesalahan yang tldak berulang yang terjadi pada
periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun
yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang -
bersangkutan dalam penode ber_;alan '

Korek81 kesalahan yang tidak berulang yang tCI]adl pada ‘
periode berjalan, baik yang mempengaruhl posisi kas maupun
yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang
berSangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun
pendapatan- .LRA atau akun belanja, maupun akun
pendapatan -LO atau akun beban. -

Koreksi kesalahan yang tldak berulang yang tcr_]adl pada .

penodc-penode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas,

apabila laporan keuangan periode terscbut‘belum diterbitkan,

dilakukan dengan pembctulan pada akun yang bersahgkutan, |
baik pada akun pendapatan- LRA atau akun belanja, maupun
akun pendapatan -LO atau akun beban.

Koreksi }kesala‘han ‘atas .pengeluaran - belanja (sehingga

mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak

berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan

menambah posisi kaé, apabila laporan keuangan periode

~ tersebut sudah -diterb\itkan, ‘dilakukan denganv pembetulan

pada akun . pendapatan lam-laln—LRA Dalam> hal
mengakibatkan  pengurangan kas dilakukan dengan

pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.
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L ' Contoh knréksi ké'sﬂa‘lahan'bélanja' L

o a.

yang menambah saldo kas dan yang mengurangl saldo kasvv, e

yaitu - pengembahan belan_]a | pegawal . karena . salah

pengh1tungan _}umlah ga_}l, dlkorek31 menambah saldo kas .

'} dan pendapatan lam-lam

. yang menambah saldo kas terkalt belanja modal yangv |

~;;menghas1lkan aset, yaltu belan_la modal yang dl-mark-up‘f‘

v menghasﬂkan aset ya1tu belanja modal tahun lalu yang R

. dan setelah dllakukan pemerlksaan kelebihan belanja

tersebut harus . d1kembal1kan dlkorek81 dengan

menambah saldo kas dan menambah akun pendapatan a
‘ -laln-lam-LRA | o o

- belum dlcatat dlkorek31 dengan mengurang1 akun Saldo o

yang mengurangl saldo kas ya1tu terdapat transaksL S
-‘belan_]a pegawal tahun lalu yang belum dilaporkan, | |
d1k0reks1 dengan rnengurangl akun Saldo Anggaran Leb1h’v R
' dan mengurang1 saldo kas e

. yang mengurangl saldo kas terkalt belanja modal yang

o Anggaran Leblh dan mengurang1 saldo kas.

berulang yang ter_;ad1 pada perlode-penode sebelumnya dan

Korek31 kesa_lahan atas perolehan aset selaln kas yang tldak»'“:'} o

.menambah maupun mengurang1 pOSlSl kas, apablla laporan' "
'kcuangan penode tersebut sudah d1terb1tkan d1lakukan |

dengan pembetulan pada akun kas_ dan _ akun aset =

2 bersangkutan

: Contoh koreksu kesalahan untuk pcrolchan aset sclam kas .

a.

yang menambah saldo kas terkalt perolehan aset selam kas o

1 yaltu pengadaan aset tetap yang d1-mark-up dan setelah- '

: dllakukan pemerlksaan keleb1han nllal aset tersebut harus o

| '; :'dlkembahkan d1korcksx dengan menambah saldo kas dan :
o "'mengurangl akun terkalt dalam pos aset tetap R
. yang mcngurang1 saldo kas terkalt perolehan aset selam kas -

Pt ‘ya1tu pengadaan aset tetap tahun lalu belum dllaporkan, N

o d1koreks1 dcngan menambah akun terkalt dalam pos aset

" »tetap dan mengurang1 saldo kas R



12.

13.

KOI‘CkSl kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga
mengak1batkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-
periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak .
mempengaruhi secara material plo‘sisi’ aset selain kas, apabila
laporan keuangan période ‘tersebut  sudah ditetbitkaﬁ,
dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-
laln LO. Dalam hal = mengakibatkan penambahan beban
dllakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Contoh koreksi kesalahan beban :

a. yang menambah saldo kas .yaitu pengembalian beban
pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji
dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah
pendapatan la1n-1a1n—LO

b. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban
pegawai tahun  lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi
dengan mengurangi akun beban lain-lain-LO dan

mengurangi saldo kas.

Koreksi kesalahan atas pcnerlmaan pendapatan LRA yang
tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya -
dan - menambah maupuh mengurangi posisi kas, apabi}la'
laporan keuangan pcriode ‘tersebut  sudah diterbitkan,
dilakukan dengan penibétulan pada akun kas dan ékun Saldo

Anggaran Lebih, ' : o ’ -
Contoh koreksi kesalahan Pendapatan-LRA

a. yang menambah saldo kas yaltu penyetoran bagian laba
pemsahadn yang belum maéuk ke kas daerah dikoreksi
dengan menambah akun kas dan 'menambah akun Saldo
Anggaran Lebih. o | -

b. yang mengurangi  saldo kas yaiti; pengémbalian
pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer
oleh Pemerintah Pusat, dikoreksi oleh:

1) Pcmerihtah yang menerima  transfer dengan
‘ mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan
mengurang1 saldo kas , | -
2) Pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas
- dan menambah Saldo Anggaran Lebih.
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14. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak

| 15.

berulang yang terjadi pada periode-periode sébelumnya dan
menambah maupun mengurang1 pos131 kas, apabﬂa laporan
keuangan penode tersebut sudah dlterbltkan dilakukan
dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas. ’

Contoh koreksi kesalahan pendapatan LO:

a. yang menambah saldo kas yaltu penyetoran bagian laba
perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi
dengan menambah akun kas dan menarnbah akun

ekuitas. , |

b. yang mengurangi' saldo kas yaitu pengembalian -
pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer |
oleh Pemerintah Pusat dikoreksi oleh: , |
1) Pemerintah yang menerima  transfer dengan

mengurangi akun Ekuitas dan mengurangi saldo kas. |
2) Pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas -
dan menambah Ekuitas.

Koreksi kesalahan atas pénerimaan' dan' péngeluéran

petnbiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-

~ periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi

posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah -
diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan
akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan terkalt penerimaan pembiayaan:

a. yang menambah saldo kas yaltu Pemermtah Daerah

menerima setoran kekurangan pernbayaran cicilan pokok

~ pinjaman tahun lalu dari pihak ketiga, dikoreksi oleh

Pemerintah Daerah dengéln menambah saldo kas dan
menambah akun Saldo Anggaran Lebih.

b. yang mengurangi saldo  kas terkait penerimaan
~ pembiayaan, yaitu Pemerintah Pusat mengembalikan '
kcleblhan setoran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari
Pemda A dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo
Anggaran Lebih dan menggrangi saldo kas.
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16.

Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan:

a. yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran
suatu angsuran utang jangka panjang  sechingga
terdapat pengembalian pengeluaran angsuran,
dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah
akun Saldo Anggaran Lebih.

b. yang mengurangi saldo kas yaltu terdapat pembayaran
suatu angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat,
dikoreksi dengan mengurangi saldo kas dan mengurangi
akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang até;s pencatatan
kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan -
menambah maupun mengurangi posisi kas, épabila laporan
keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan
dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban
bersangkutan.

Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:

a. yang menambah saldo kas yaitu adanya pevnerimaan kas

 karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran

- suatu  kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas
dan menambah akun kewajiban terkait.

b. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran

suatu angsuran kewajiban yarig seharusnya dibayarkan

tahtm lalu dikoreksi dengan menambah akun kéWajiban |

- terkait dan mengurangi saldo kas

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang ter]ad1 pada
penode-penode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi
kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode
tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos
neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

Contohriya adalah pengeluaran untuk ,pembclian peralatan
dan mesin (kelompok aset te}tap) dilaporkan sebagai jalan,
irigasi, dan jaringan. Koreksi ‘yang dilakukan hanyalah pada

Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan

" dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan
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Reahsam Anggaran tldak perlu dllakukan korek31
18. Korek31 kesalahan yang berhubungan dengan penode—penode
~ yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus
~ Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
19, Koreksi kesalahan dlungkapkan pada Catatan atas Laporan

- Keuangan.

 C. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari
~suatu Entitas-' Pelaporan‘ dari waktu ke waktu untuk

mengetahul tren posisi keuangan, kmerja, dan arus kas. Oleh
: karena itu, Kebuakan Akuntansi yang dlgunakan dlterapkan

secara konsisten pada setlap penode

2. Perubahan di dalam perlakuan, 'pengakuém', atau pengukuran
* Akuntansi sebagai akibat - dari perubahan atas basis
|  Akuntansi, kriteria kapitalisasi, metbde, dan estimasi,
" merupakan contoh perubahan Kebijakan’Akuntahsi. |
3. Suatu perubahan Kebijakan Akuntansi dilakukan hanya
. apablla penerapan suatu Kebl_]akan Akuntansi yang berbeda
- diwajibkan = oleh peraturan perundangan atau Kebuakan
Akuntansi pemerlntahan yang berlaku atau apabila
dlperklrakan bahwa- perubahan tersebut akan menghasﬂkan
- informasi mcngenal posisi. keuangan, kinerja keuangan, atau
- arus kas yang leb1h relevan dan. leblh andal dalam penyapan

‘laporan keuangan Entltas

9. Perubahan Kebgakan Akuntanm tidak mencakup hal-hal
, sebagal benkut ’
- a. adop31 suatu Kebl_]akan Akuntan31 pada penstlwa atau
kejadlan yang secara substan31 berbeda dari peI'lStIWa atau
_ kejadian sebelumnya dan
b vadopm suatu Kebljakan Akuntansi baru untuk kejadian
" atau transak51 yang sebelumnya tldak ada atau yang tidak
material.
| 5.~Timbvuln‘yaA suatu kebij'akan ‘untuk  merevaluasi  aset
‘merupakan suatu perubahan Kebijakan Akﬁntansi. Namim
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demikian, perubahan tersebut bharus sesuai dengan standar
Akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-

persyaratan sehubungan de‘ngan revaluasi.

6. Perubahan Kebijakan Akﬁntansiharus disajikan pada Laporan‘
Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas

Laporan Keuangan.

'D. PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI

1. Agar memperoleh -vLaporan Keuangan yang andal, maka
estimasi Akuntansi perhi disesuaikan antara lain dengan pola
penggunaan, tujuan penggunaah aset dan kondisi lingki.mgan
Entitas yang berubah. '

) Pengaruh atau dampak perubahan estimasi Akuntansi
“ disajikan pada Laporan Ope'rasvionalipada periode perubahan |
" dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai
contoh, perubahan estimasi - masa manfaat aset vtctap
berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun

selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.

3. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang
akan datang diungkapkan dalam‘ Catafan atas Laporan
Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan
alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu. i

'E. OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

1. Apabila suatu misi atau tugas pbkok dan fungsi suatu Entitas
pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi,
kegiatan, pi'ogi'am, prdyek, ‘atau kantor terkait pada . tugas
pokok tersebut d}ihent»ikan.

2. Informasi penting dalam opefasi yang tidak dilanjutkan
| misalnya hakikat operasi, vkegiatan,v program, proyek yang
dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara ‘penghentian,
pendapatan dan beban tahun berjalan 'sampai tanggal
penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau
dampak pclayarian, pengeluaran aset atau '}kcwajiban terkait -

pada penghentian apabila ‘ada h'arus’ diungkapkan pada
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, Catatén} atas LapdranKeuangan.

3. Agair Laporan _-Keuangén diséjikan secara komparatif, suatu
' segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan
Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan.
Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada

~ Laporan Keuangan

4, Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu
tahun berjalan, diAkuntansikan dan dilaporkan seperti biasa,
seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan
Keuangan. Pada umumnya Entitas membuat rencana

| ‘penghentian, meliputi jadwal -pengh'entiank bertahap atau
sekaligus, resolusi masalah legeil, lelang, penjualan, hibah dan

lain-lain.

5. Bukan merupakan penghentian opcrasi‘apabila: _

a. Pen'ghentian'v suatu prbgram, - kegiatan,  proyek,
segmen | secara = evolusioner/alamiah. ‘Ha.l ini dapat ’
dxakxbatkan oleh permmtaan publik yang dllayam) yang
terus merosot, pergantlan kebutuhan lain, |

- b. Fungsi tersebut tetap ada. ‘

c. Beberapa jenis sub kegiat:_:in dalam suatu fungsi pokok

 dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu
prdgram, proyek, kegiatan ke wilayah lain. |

d. Menutup suatu fasilitas yang bef—utilisasi‘amat rendah,
menghemat  biaya, menjual  sarana op}erasi | tanpa

mengganggu operasi tersebut.

F PERISTIWA LUAR BIASA
1 Peristiwa Iuar blasa menggambarkan suatu ke_]adlan atau
 transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di
- dalam aktivitas biasa Entitas Pemerintah Daerah termasuk v
'penanggulangan bencana alam atau sosial yang ter_]adl
berulang Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa
luar biasa hanyalah penstxwa—penstlwa yang ‘belum pernah'

atau j Jarang teljadl sebelumnya.

2. Peristiwa yang berada d1 luar kendah atau pengaruh Entitas
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adalah kejadian yang sukar dianti:sipasi dan oleh karena itu
tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau
transaksi ‘yémg berada di luar kendali atau péngaruh Entitas
merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu Entitas atau
tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama
‘tidak tergolbng luar _biaisa untuk Entitas atau tingkatan
pemerintah yang lain. | o |

Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena
peristiwa luar biasa -'Yter'penuhi apabila kejadian dimaksud
secara tunggal menyebabkan pgnyerapan sebagian besar
anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga
memerlukan perubahan/ pergeseran anggaran  secara

mendasar.

Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain
‘yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan
besarnya berdasarkan | perkiraan dengan memanfaatkan
informasi kejadian yang bersifatv‘ darurat pada tahun-tahun
lalu. Apabila 'selama‘tahun'angga‘ran berjalan terjadi peristiwa
darurat, | bencana, dan sebagainya yang menyebabkan
penyerapanj-dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut
tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, -
terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi
yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila
péristiwa tersebut s¢cara tunggai menyerap 50% (lima puluh
persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut
layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai
petunjuk, akibat penyérapan dana yang besar itu, Entitas
rhernerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna
membiayai peristiwa Iuar biasa dimaksud atau pcri‘s}tiwa lain
| yang seharﬁsnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak

terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.
. Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/ kevsfajiban .
karena peristiwa luar biasa terpenuhi ‘apab-ila kejadian atau
transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar

dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban Entitas.
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Perlstlwa luar blasa memenuh1 seluruh persyaratan berlkut o

a. Tidak merupakan keglatan normal darl Ent1tas,

" b. Tidak dlharapkan terjadi dan tldak dlharapkan texjadl o

o berulang,v o - N v
c. .Berada di luar kendah atau pengaruh Enutas, ‘ v
d. Mem111k1 dampak yang 31gn1ﬁkan terhadap reallsa81

. anggaran atau posxsl aset/ kewa_]lban

. -Haklkat Jumlah dan pengaruh yang dlaklbatkan oleh penstlwa : |

luar blasa dlungkapkan secara terp1sah dalam Catatan atas B

Laporan Keuangan

' BUPATI KARANGANYAR,

'JULIYATMONO

§ Telah Dikoordinasikan

PeJabat

1 Plt As1sten

Admlnlstra31

| 2. Pit. Kepala BKD |
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